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1.1 Latar Be!akang Mosalah 

BABI 

PENDAHULUAN 

Istiiah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan 

terbatas. Perseroan merujuk pada modal Perseroan Terbatas yang terdiri dari 

saham-saham. Sedangkan kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab 

pemegang saham yang Juasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang 

dimiliki pemegang saham. Dalam Undang-Undang No. 40 tahnn 2007 tentang 

Perseroan Terbatas1
, disebulkan pengertian Perseroan Terbatas sebagaimana 

berikut: 

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan 
modal, didlrikan berdasarkan petjanjian, melakukan kegiatan usaha 
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenubi 
persyaratan yang ditetapkan dalam undang~undang ini, serta pcraturan 
pelaksananya. 2 

Dati pengertian ters.ebut terlihat bahwa para pendiri dalam Perseroan 

Terbatas sepakat untuk menyisihkan kekayaan mereka sebagai modal awal 

perseroan. Atas modal yang disetorkan oleh para pendiri. perseroan rnengeluarkan 

saham. Jadi .saham merupakan bagian pemegang saham di da1am perseroan. 

Saharn adalah surat tanda bukti ikut sertanya dalam perseroan. Saham itu 

menunjukkan hak dan kewajiban serta hubungan hukum antara pemiliknya 

dengan perseroan dan pemiliknya mewaki1i sebanding dengan jurnlah besamya 

saham yang dimilikinya dalam modal perseroan terbatas itu.3 Pemilik saharn 

1 Sel:mjulnya disebut UU Pcrscroan Terbatas. 

l Indonesia (a), U11daug~Undmzg Perseroau Terbatas, UU No, 40 Tahun 2007, LN No. 
106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasall angka I. 

J Rochmadi Usman., Dime11si Hukum Perteroa11 TerlmJas, (Bandung: Alumni, 2004}, hal. 
lOl. "Saham biasajuga disebut surnt andil, surnl peserta a tau surat persero. '' 
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disebut Pemegang Saham. Pemegang sabam berkepentingan untuk rnendapatkan 

keuntunga.n dari modal yang dita.namk:an di dalam perseroan. 

Sebagaimana disebutkan dalam definisi perseroan di atas. d1katakan 

bahwa perseroan adalah badan hukurn. Pada dasamya. badan hukum adalah suatu 

badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban untuk melakukan suatu 

perbuatan seperti manusia. Badan hukum adalah rekayasa manusia untuk 

membentuk suatu badan yang memiliki status. keduduka:n. kewenangan yang 

sama seperti manusia. 

Sebagai badan hukum PerSeroan Terbatas tidak memiliki wujud fisik 

seperti manusia.'4 Oleh karena itu, agar Perseroan Terbatas dapat bertindak seperti 

halnya rnanusia, diperlukan organ sebagai alat bagi perseroan untuk menjalin 

hubungan hukum dengan pihak ketiga dan mewujudkan eksistensinya secara 

nyata untuk menjalankan usaha. 

Dalam sistem hukum kita, dikenal 3 (tiga) organ da.la.m Perseroan 

Terbatas, yaitu Rapa~ Umum Pemegang Saham5
, Direksi6 dan Dewan Komisaris7

• 

Dari ketiga organ tersebut, RUPS memiliki peranan yang cukup pentin& karena di 

dalam RUPS, pemegang saham berhak memperoleh segala keterangan yang 

berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan Dewan Komisaris. 11 

Da.lam penulisan ini akan dibahas iebih dalam mengenai RUPS. 

RUPS dalam perseroan terbatas merupakan organ perseroan yang 

mernpunyat wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan 

Komisaris dalam batas yang ditentukan Undang-Undang Perseroan Terbatas 

dan! a tau anggaran dasar. ~ RUPS berfungsl untuk melaksanakan kontrol secara 

4 Cllidir Ali, Badan Hukum, (Bandung: Alumni, 2005), haL 20.. ''Perscroan Terbatm: yang 
merupakan badan hukum adalah subjek hukum yang ny.ata sccara yuridis 'elapi lidak nyata secara 
ftsik sepertf manusia yang dapat mdakukan perbuatan hukumnya secarn langsung!' 

5 Untuk sclanjutnya disebut RUf>S. 

t. Indonesia (a), op. eft .. Pasal l angka 5. "Direksi ada!ah Organ Pcrscroan yang 
berwenang dan bertanggungjawab pcnuh alas pcngurusan pcrscroan untuk kcpcntingan perseroan, 
sesuai dengan maksud dan tuju.on perscroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai 
dengan ketentuan anggaran dasar." 

1 ibid., Pasal I angka 6. "Dewan Komisaris adalal; Organ Pcrseroan yang bcrtugas 
mell!.kukan pengawasan secara umum dan/atau khusus scsuai dengan angganm dasar serta 
memberi nasi bat kepada DireksL" 

1 Usman, op. cit., hal. 132. 

~ Indonesia (a), op. cir., 1'asal I angka 4. 
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menyeluruh atas setiap pemenuhan kewajiban dati Direksi dan Dewan Komisaris 

atas aturan main yang telah ditetapkan. 10 RUPS merupakan wadah bagi pemega.ng 

saham untuk menentukan ope:rasional dari suatu perseroan dalam mempengaruhi 

dan mengarahkan perseroan. 

Dengan memperhatikan bahwa RUPS ada1ah organ yang mewakili 

kepentingan para pemegang saham, mak:a sudah sewajamya bahwa semua 

keputusan yang berkaitan dengan struktur organisasi Perseroan dan kepentingan 

para pernegang saham, misalnya pernbahan anggaran dasar. pennohonan agar 

Perseroan dinyatakan pailit, pembubaran Perseroan, pemunba.han modal Perseroan 

dan pengeluaran saham baru dan penggunaan laba Perseroan adalah wewenang 

RUPS. 

UU Perseroan Terbatas mengatur secara detail proses yang barns dilalui 

dan dipenubi dalam menyelenggarakan suatu RUPS. Agar RUPS dapat 

dilaksanakan dan dapat mengambil keputusan yang rnengikat, RUPS hams 

memenuhi ketentuan mengenai kuorum RUPS. Kuorum RUPS adalah jum!ah 

minimum pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hams hadir dalam 

rapat. Jumlab ini dihitung menurut ba.nyaknya saham yang dipega.ngnya atau yang 

dikuasakan kepadanya, sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasar 

dan/atau peraturan perundang-undangan11
• Jika jumlah kuorum tidak terpenuhi, 

rapat tidak boleh mengambH keputusan apapun. 

Dalam UU Perseroan Terbatas diatur mengenai besarnya kuornm suatu 

RUPS. Besamya kuorum suatu RUPS tergantung dari apa yang akan dibahas 

dalam RUPS atau agenda dari RUPS yang bersangkutan. Jadi kuorum RUPS yang 

satu dapat berbeda dengan kuorum RUPS lainya. Selain ditentukan dalam UU 

Perseroan Terbatas, anggaran dasar perseroan juga dapat menentukan kuorum 

yang berbeda dari yang ditentukan dalam UU Perneroan terbatas. Namun, 

anggaran dasar itu tidak bol~ menentukan kourm yang lebih kecil dari kuorum 

yang ditentukan oleh UU Perseroan Terbatas. 

10 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri HuJ.umlJisnis: Perseraan Terbatas (Jakarta: 
PT Raja Grafmdo Persada, 2003), hal77. 

11 Ridwan Kbairandy, Per:seroan Tcrbatas Doktrin, Peratunm Penmdang-umlangan dan 
Yuri~prudensi, cel.ll, (Yogyakarta; Total Media Yo.gyakarta, 2009), hal. 194. 
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Dalam hal pemegang aaham tidak hadir seluruhnya, sehingga kuorum 

RUPS tersebut tidak tercapai, maka RUPS tidak dapat dilanjutkan. RUPS hanya 

menghasHkan notulen rapat yang menerangkan RUPS tidak dapat dilanjutkan 

karena k:uorum tidak tercapai dan sclanjutnya dapat dilakukan pemanggilan RUPS 

yang kedua. Dalam pemanggilan RUPS kedua ini harus disebutkan bahwa RUPS 

pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.12 

RUPS kedua ini pun memiliki ketcntuan mengenai kuomm kehadiran 

pemegang saham yang harus dipenuhi. UU Perseroan Terbatas juga mengatur 

besamya kuorum RUPS kedua. Besamya kuorurn RUPS kedua juga bermacam­

macam, tergantung pada apa yang menjadi agenda pembicaran dalam RUPS 

terkait Selain UU Perseroan Terbatas, .anggaran dasar perseroan juga dapat 

menentukan kuorum yang berbeda dengan ketentuan yang terdapat &dam UU 

Perseroan Terbatas tesebut, namun tidak boleh lebih kecil dari ketentuan yang 

ditetapkan oleh UU Perseroan Terbatas, 

Jika selanjutnya RUPS kedua kernbali tidak mencapai kuorum. RUPS 

tetap dibuka dan kemudjan ditutup dengan membuat notu1en RUPS yang 

menenmgkan bahwa RUPS kedua tidak dapat dilanjutkan karena kuorum ti.dak 

tercapai. Kemudlan menjadi pertanyaan, bagaimanakah dengan nasib agenda 

RUPS yang bersangkutan. Apakah dengan gagalnya RUPS kedua maka otomatis 

agenda RUPS tersebut tidak dapat dilaksanakan? Bagaimana bila agenda RUPS 

tersebut pcnting dan mempengaruhi kelangsungan perseroan? 

UU Perseroan Terbatas memberikan jalan pada kebuntuan tercapainya 

kuorum ini. Agar RUPS dapat tetap berjalan, perscroan dapat mcngajukan 

pennohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meHputi 

tempat kedudukan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Dari 

pennobona.n tersebut kemudian dihasilkan penetapan ketua pengadllan negeri 

mengenai besarnya kuorum untuk RUPS ketiga. UU Perseroan Terbatas mengatur 

hal ini untuk menghindari kebuntuan pengambilan keputusan yang dapat 

mengakibatkan terhambatnya kegiatan perseroan. Penetapan ketua pengadilan 

12 Indonesia (a), op. cit,, Pasal 86 ayat (3). "Dalam pemanggilan RUPS kc.dua inl harus 
disebulkar; lxthwa RUPS pertama tdah dilangsongkan dan tidak rnem:apai kuorum." 
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mengenai kuorum RUPS tersebut bersifat final dan mempunyai kek.uatan hukum 

yang tetap. 13 

Secara logika, dengan gagalnya RUPS pertama dan kedua karena tidak 

terpenuhinya kuorum maka dapat diperkirakan bahwa pengadilan negeri akan 

menetapk.an suatu kuorum RUPS ketiga yang lebih rendah dibandingkan dengan 

k.uorum RUPS sebeiUIIU'Iya. Hal ini dibuluhkan agar RUPS dapat terlaksana. 

Penurunan jum1ah kuorum inilah yang san gat berpotensi rnenjadi sengketa. 

Pennasalahannya terjadi padb saat pernegang saham lain yang tidak datang 

dalam RUPS ketiga mengatakan bahwa mereka telah dirogikan dengan keputusan 

RUPS yang diambil tanpa adanya kehadiran mereka. Dengan penetapan 

penurunan kuorum oleh pengadilan ini, apakah keputusan yang diambil dalam 

RUPS ketiga kemudian sudah dapat mengakomodasi kepentingan semua 

pernegang saham atau hanya segelintir pemegang saham. 

Dalam tesis ini, penulis mengambil contoh Penetapan Pengadilan Negeri 

Jakarta Selalan No. 240/PdtP/ 2008/PNJKT, Set yang menetapkan kuorum 

RUPS Luar Biasa ketiga PT. BS. RUPS Luar Biasa pertama dan kedua PT BS 

tidak dapat dilaksanakan untuk mengambil keputusan yang mengikat. karena tidak 

terpenuhinya kuorum kehadira.n pemegang saham, Salah satu pemegang saham 

PT BS yaitu PT SMS, tidak juga hadir dalam RUPS Luar Biasa pertama dan 

kedua PT BS, walaupun sudah dipanggil secara patul oleh direksi PT BS. Karena 

agenda yang akan dibahas dianggap penling, maka PT. BS, d1wakili oleh 

direksinya, memohon kepada pengadilan negeri setempat unluk menetapkan 

kuorum RUPS yang lebih rendah, yang memungkinkan untuk dipenuhi, Menarik 

untuk meiihat bagaimana permohonan penctapan kuorum ketiga ini. karena 

herbeda dengan permohonan pada urnumnytL 

1.2 Pokok Permasalaban 

Sebagaimana uraian di atas, RUPS mernpunyai fungsi yang sangat penting 

dalam hukum perseroan di Indonesia dengan sejumlah kewenangan yang 

u Ibid., Pasal 86 ayat 7. "Penctapan ketua peogadilnn ncgeri mcng.enai kunnun RUPS 
sehagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunJ-al kckuatan hukum tet<~.p." 
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diberikan kepadanyanya yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas, RUPS sebagai 

salah satu organ Perseroan Terbatas dapat menjadi penentu bagaimana perseroan 

itu akan dijalankan, dan tindakan apa saja yang akan diamhil dalam rangka 

mendukung tujuan~ dan kepentingan perseroan tersebut. Pada prinsipnya 

sebagaimana ditentukan dalam UU Persecoan Terbatas. yang merupakan organ 

perusahaan ada1ah bukan pemegang sahamnya tetapi Rapat Umum Pemegang 

Sabam temebut sebab dalam banyak bal pemegang saham banya dapat bertindak 

lewat mekanisme RUPS. 

Menjadi permasalahan bagi perseroan jika RUPS tidak dapat diiaksanakan 

karena adanya kendala dalam memenuhi kuroum sebagaimana yang ditentubn 

UU Perseroan Terbatas dan anggatan dasar, RUPS tidak dapat diselenggarakan 

karena salah satu atau beberapa pemegaog saharn tidak hadir dalam RUPS, 

sehingga tidak terpenuhinya syarat kuorum RUPS tersebut. Sesungguhnya, bila 

melihat pengertian dari perseroan terbatas yang merupakan perjanjian, seharusnya 

terjadi kerjasama yang baik antar pemegang saham sebagai pihak yang memiliki 

kepentingan untuk memperoleh keuntungan dari investasinya. Dalam hal RUPS 

tetap gagal dilaksanakan karena tidak memenuhi kuorum, usaha yang dapat 

dilakukan oleh perseroan adalah meminta pengadi!an untuk turut campur tangan 

menyelesaikan pennasalahan ini. Berdasarkan latar belakang sebagaimana 

tersebut di atas. penuiis tertarik untuk rnenganalisa Jebih lanjut, bagaimana dalam 

praktiknya permohonan ini ditanggapi oleh pengadi I an. 

Berdasarkan Jatar belakang tersebut di atas, masalah yang akan dianalisis 

adalllh: 

1. Apa yang menjadi dasar diterimanya permohonan penetapan kuorum RUPS 

oleh pengadilan negeri? 

2. Apa yang dapat dilakukan pemegang saham, bila ternyata hasil penetapan 

pengadilan negeri tersebut tidak: memuaskan bagi pemegang saham? 
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1.3 Metode Penelitian 

Penelitian pada hakekatnya mencakup kegiatan pengumpulan data, 

pengolahan data, analisis data dan konstruksi data, yang semuanya dilaksanakan 

secara sistematis dan konsisten. 14 

Dalam usaha mencari kebenaran, salah satunya adalah melalui kegiatan 

ilmiah, seperti penelitian, dimana dalam penelitian tersebut akan mencari data 

atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk penulisan ilmiah. Data adalah 

gejala yang akan dicari untuk diteliti, gejala yang diamati oleh peneliti dan basil 

pencatatan terhadap gejala yang diamati oleh peneliti. 15 

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian 

eksplanatoris. Penelitian ini bertujuan menjelaskan atau menggambarkan lebih 

dalam mengenai penetapan kuorum RUPS ketiga oleh Pengadilan Negeri, yaitu 

tentang alasan dikabulkannya permohonan penetapan dan apa yang dapat 

dilakukan pemegang saham hila tidak puas dengan basil penetapan, dengan 

mengambil contoh hasii-penetapan tersebut, untuk selanjutnya dianalisis dengan 

berpedoman pada teori dan peraturan perundang~undangan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diajukan. 

Tujuan penulisan ini adalah menjelaskan, apa saja yang harus dipenuhi 

pemohon, agar pennohonan penetapan kuorumnya dapat dikabulkan oleh 

pengadilan negeri setempat. Nantinya akan terlihat bahwa penetapan dikeluarkan 

dengan penuh pertimbangan, karena menyangkut kepentingan seluruh pemegang 

saham dan kelangsungan perusahaan. Dalam pertimbangannya, hakirn harus 

melihat seluruh prosedur pelaksanaan RUPS yang telah dilakukan dan turut 

mendengarkan seluruh pihak yang berkepentingan yaitu seluruh pemegang saham. 

Dalam upaya mencapai tujuan dari penelitian ini, metode penelitian yang 

digunakan adalah metode normatif yaitu penelitian kepustakaan. Data yang 

dipergunakan adalah data sekunder, yang dalam penelititan ini, meliputi: 

14 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Pera11 Pe11ggmwan Perpit5lakaan di Dalam 
Penelirian Hukum, (Jakarta: PDHUI, 1979), hal. 2. 

1s Ibid., hal. l. 
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a. Bahan Hukum primer. yaitu dokumen yang berisi pengetahuanlfak:ta yang 

diketahui. 16 Dalam penuli~ ini, yang digunak.an antara lain, Undang­

Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbattls, Urulang-Undang No. 

111995 dan produk pengadilan berupa Penettlpan Pengadi!an Negeri Jakarta 

Selattln No. 240/PdtP/2008/PN.JKT SeL 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi 

atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer, yaitu buku, artikel, 

tesis yang memuat pemikiran atau pendapat hukum maupun non bukum 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

1.4 Sistematika Penulisau 

Bab l Pendahu1uan 

Bab ini bcrisi garis besar dari penulisan tesis ini termasuk pens:ertian~pengertian 

uroum yang mendasari penelitian dan penulisan, termasuk gambaran !tingka.t dari 

masalah yang d-iangkat. Sistematika Bab I adalah sebagai bcrikut:: 

1. I. La tar Belakang, 

I .2. Pokok Permasalahan. 

I .3. Metode Penelitian dan 

1 A. Sistematika Penulisan. 

BAB II Perobahasan 

Bab ini berisi teori dan peraturan serta ana1isa atas permasalahan yang telah 

dikemukakan dalam Bab I. Teori disini adalah teori yang mendukung analisa 

penulisan. Sistematika pada Bah II adalah sebagai berikut: 

2.1.Perseroan Terbatas dan Organ Rapat Umum Pemegang Saham 

2.1. L Tinjauan Umum Perseroan Terhatas 

2.1.2. Pengertian, Kewenangan dan Prosedur Penyelenggaraan RUPS 

2.!.3. Kuorum RUPS 

~~Sri Mamudj!, ct a!. Meiode. Pendirian dan Pemdirwr Hltk!litl, (Jakarta: Badan Penerbit 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), bal. 11. 
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2.2.Permohonan Penetapan Kuorum Kepada Pengadilan Negeri menurut Teori 

dan Praktik 

2.2. 1. Pengertian Permohonan dan Dasar Pennohonan Penetapan 

2.2.2. Pemeriksaan Permohonan dan Upaya Hukum atas Penetapan 

2.3. Penetapan Pengadilan Negerl Jakarta Se!atan No. 240/Pdt.P/ 2008/ PN.JKT. 

Se!. tentang Penetapan Kuorum RUPS ketiga 

2.3.1. Latar Belakang Diajukannya Permohonan Penetapan Kuorum RUPS 

ketiga oleh PT BS 

2.3.2. Analisa atas Penetapan No. 240/Pdt.P/2008/PNJKT Sel. 

BAB III Kesimpulan dan Saran 

Berisi saripati tulisan yang ada dan merupakan basil yang dapat diambil dari 

proses penelitian dan pengamatan yang teiah di1akukan dan diharapkan dapat 

mernberikan suatu saran dari permasalahan yang ada. 
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BABll 

k'IALISA YURIDJS TERIIADAI' 

l'ENETAI'AN l'ENGADILAN ATAS l'ERMOHONAN PENETAI'AN 

KUORUM RUPS KETIGA PERSEROAN TERBATAS 

2.1 Perseroan Terbatas dan Organ Rapat Umun1 Pemegang Sabam. 

2.1.1 Tinjauan Umum Perseroan Terbatas 

DiJihat dari sejarahnya, badan hukum Perseroan Terbatas berasal dari 

hukum dagang Belanda (Wetboek van Koophandei/WvK) dikenal sebagai 

Naamlnze Vennotsclzap atau disingkat NV. yang artinya adalah asosiasi atau 

perirumpulan. 11 NV dimaknai sebagai badan hukum yang didirikan dengan 

penyerahan saham yang terbagi dalam modal dasar dimana pemegang saham tidak 

bertanggung jawab secara pribadi_ terhadap kerugian yang diderita perseroan, 

kecuali hanya sebatas modal yang disetor. 

Sccara estimologi, Perseroan Terbatas terdiri dari dua suku kata, yaitu 

perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal Perseroan Terbatas yang 

terdiri dari sero~sero atau saham-saham. Sedangkan kata terbatas merujuk pada 

tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal 

semua saham yang dimilikinya. 

Dibandingk:an dengan bentuk usaha lain, maka bentuk PerSeroan Terbatas 

lebih mudah dalam mengumpulkan dana untuk modal usaha. Hal ini karena 

pemilik dana (investor) menginginkan risik:o dan biaya sekecil mungkin dalam 

melakukan investasi. 

Definisi otentik Perseroan Terbatas ditemukan dalam Pasal 1 angka I UU 

Perseroan Terbatas. Pasal ini menyebutkan bahwa "Perseroan Terhatas merupakan 

badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan 

perjanjian~ rneJakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya 

terbagi dalam saham." 

17 10. Rai Widjaya, Hulmm Perosakaan Perseroan Terhatas, (Jakarta: Megapoln, 2003), 
bat 1. 
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Dari definisi itu dapat ditarik unsur"unsur yang melekat pada Perseroan 

Terbatas, yakni: 

• Perseroan Terbatas adalah badan hukum; 

Pada dasamya~ badan huk:um adalah suatu badan yang dapat memiliki hak­

hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perboatan seperti 

manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat di depan 

pengadilan. 

Di dalam hukum, istilah person (ontJJg) mencakup makhluk pribadi, yakni 

manusia (natuurlijk persorm) dan badan hukum (reclttspersoon). Keduanya 

adaiah subjek hukum sehingga keduanya ada1ah penyandang hak dan 

ke-wajiban hukum. 

Karena badan hukum adalah subjek, maka badan hukum merupakan badan 

yang independen atau mandiri dari pendirl1 anggota atau penanam modal 

badan hukum tersebut ·seperti halnya manusia, badan hukum da.pat 

melakukan kegiatan bisnis atas namanya sendiri 18 Dengan kematian 

pendidrinya, harta kekayaan badan hukum tersebut diharapk:an masih 

bermanfaat oleh orang lain. 

Perseroan Tertatas merupakan badan hukum yang oleh hukwn diakui 

secara tegas sebagai badan hukum. UU Petseroan Terbatas menentukan bahwa 

untuk dapat disebut sebagai badan hukum, rnaka Perseroan Tertatas itu harus 

memenuhi syarat dan kriteria tertentu, yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 7 

ayat (4) yakni harus telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.19 

• Perseroan Terbatas adalah persekutuan modal; 

Perseroan Terbatas adalah persekutuan modal merupakan penegasan 

bahwa .. Perseroan Terbatas tidak mernentingkan sifat kepribadian para 

pemegang saham yang ada di dalamnya. "20 

~~ Ridwan KJ;ainmdy, op.cit.,hal. 5. 
11 Indonesia (n), op. cit., Pasa\ 7 ayat {4). "Perseroan memperolch status badan huh!Jm 

pada taoggal diterbitkannya Keputusan Menterl mcngenai pengesaban badan hukum Perscroan." 

::o Ridwan Khairandy, op. cit .• hal. 23. 
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Persek:utuan perdata, tennasuk finna dan persekutuan komanditer terdiri 

atas dua orang atau lebih yang masing~masing sating mengenaJ secara pribadi, 

misalnya, antar saudara atau sahabat Meskipun di dalam persekutuan ada 

peraturan tentang keluar masuknya sekutu. tetapi tidak boleh mengurangi sifat 

kepribadian pada persekotuan temebut Lain halnya dengan keadaan daJam 

Perseroan Terbatas, tujuan utamanya adalah penumpuk:an modal sebanyak­

banyaknya. Bagi Pen;eroau Terbatas pada umumnya tidak peduli siapa yang 

akan memasukkan modalnya dalam perseroan, mereka dapat saja saling tidak 

kenal. Jadi, da1arn Pe:rseroan Terbatas ini tidak terdapat sifat kepribadian. 21 

Walaupun demikian, kenyataannya tidak semua Perseroan Terbatas 

mengabaikan sifat kepribadian atau hubungan pribadi pemegang saham. Di 

dalam Perseroan Terbatas yang tertutup, hubungan pribadi para pemegang 

saham masih diutamakan. Antar pemegang saham saling mengenal secara 

dekat dan tidak banyak jumlahnya. Berlainan kondisinya dengan Perscroan 

Terbatas Terbuka atau Perseroan Terbatas Publik. D;!lam Perseroan Terhatas 

Terbuka yang diutamakan memang menghimpun modal sebanyak mungkin 

dan mengabaikan hubungan pribadi para pemegang saham. Mereka dapat saja 

saling tidak mengenal satu dengan yang lain. 

• Didirikan berdasarkan peJjanjian; 

Perseroan Terbatas didirikan semata-mata karena adanya perjanjian antara 

dua orang atau lebih dengan suatu akta notaris yang dibuat Bahasa 

Indonesia.21• Ketentuan untuk dituangkannya petjanjian dalam akta notaris 

merupakan syarat mut1ak untuk mendirikan perseroan terbat.as. Tanpa adanya 

akta otentik tersebut akan meniadakan eksistensi Perseroan Terbatas, sebab 

akta pendirian yang dibuat oleh notaris inilah yang akan disahkan o1eh 

Menteri Kehak.iman dan Hak Asasi Manusia RepubJik Indonesia. 

Dalam Penjelasan Pasal 7 ayat {1) dikatakan bahwa ketentuan tersebut 

menegaskan prinsip yang ber1aku berdasarkan UU Perseroan Terbatas bahwa 

ll HMN, Punvoslltjipto, Peugertiau Pokok Hukun1 Dagang !11dtmesia, Jilid 2., (Jakarta: 
Djambtuan, 1982), hal 17. 

11 lndonesia {a), op. cil .• Pasal?,ayat (l). 
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pada dasamya sebagai badan hukurn, perseroan didirikan berdasarkan 

perjanjian karen a itu mempunyai lebih dari I {satu) orang pemegang sa ham, 

Oleh brena Perseroan Terbatas dinyatakan sebagai badan hukum yang 

didirikan karena adanya petjanjian. maka pendirian Perseroan Terbatas harus 

pula tunduk kepada perSyaratan sahnya peijanjian yang ditentukan dalam 

.KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan adanya 4 (empat) syarat 

sahnya suatu petjanjian. yakni: 

a, Adanya kata sepakat bagi mereka yang rnengikatkan dirinya; 

b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; 

c. Harus suatu bal tertentu; dan 

d. Hams: ada suatu sebab (causa) yang halat 

Kesepakatan mendirikan perseroan Terbatas dituangkan secara tegas 

dalarn akta notaris, yaitu dalam suatu akta pendirian. Sejak ak:ta pendirian 

tersebut ditandatangani oleh para pihak dihadapan notaris maka hubungan 

kontraktual yang artinya bahwa apa yang mereka tandatangani tersebut baru 

berupa pe.tjanjian yang mengikat para pihak. 

• Melakukan kegiatan usaha; 

Mengingat Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal, maka 

tujuan Perseroan Terbatas adalah mendapat keuntungan. Untuk rnencapai 

tujuan itu, Perseroan Terbatas harus melakukan kegiatan usaha. 

Pasa118 UU Perserol)n Terbatas mengharuskan Perseroan Terbatas untuk 

memiliki maksud dan tujuan, serta kegiatan usaba yang dicantumkan dalam 

anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Da1am Penjclasan Pasal 18 UU Perseroan Terbatas disebutkan bahwa 

"maksud dan lujuan" merupakan usaha pokok perseroan. Sedangkan "kegiatan 

usaha" merupakan kegiatan yang dijalankan oleh pe:rseroan dalam ra.ngka 

rnencapai maksud tujuannya, yang harus dirinci secara jelas daiarn anggaran 

dasar, dan rincian tersebut tidak boleh bertententangan dengan anggaran dasar. 

• Modalnya Dasar terdiri dari saham-sabam. 

Untuk keperluan suatu badan hukum berinteraksi dalam pCrgaulan hukum, 

seperti membuat perjanjian, melakukan kegiatan usaha tertentu. maka 

diperlukan modal. Modai awal badan hukum itu berasal dari kekayaan pendiri 
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yang dipisabkan. Modal awal itu menjadi kekayaan badan hukum, terlepas 

dari kekayaan pendiri. DaJam UU Perseroan Terbatas modal terdiri dari modal 

rlasar, modal ditempatkan dan modal disetor. 

Modal dasar mernpakan modal maksimum yang dapat dikeluarkan suatu 

perseroon Terbatas yang selurubnya teibagi atas saham-saham. Modal dasar 

inHah yang sering dipakai sebeagai kriteria agar suatu perseroan dapat 

digolongkan ke dalam kategori tertentu) yaitu apakah perseroan ini termasuk 

dalam golongan perusahaan kecil, menengah atau besa.r. 

Modal ditempatkan adalah saham yang telah diambil dan sebenamya telah 

tetjual, baik kepada pendiri maupun pernegang saham perseron. Para pendiri 

telah menyanggupi untuk mengambil bagian sebesar atau sejum1ah tertentu 

dari saham perseroan dan karena itu dia mempunyai kewajiban untuk 

melakukan penyetoran kepada.perseroan. 

Modal disetor adalah saham yang telah dibayar penuh kepada perseroan 

yang menjadi pernyataan atau penyetoran saham riil yang telah dilakukan ~aik 

oleh para pendiri maupun para pemegang saham perseroan Dengan demikian, 

modal dasar yang tclah disetor merupakan kekayaan sendiri yang riil milik 

perseroan yang pada mulanya berasal dari para pendiri yang dibuktikan 

dengan saham yang telah diambilnya. 

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perseroan Terbatas menentukan, "Setiap 

pendiri perseroan wajib mengambil bagian saharn pada saat perseroan 

didirikan." Pengambilan bagian saham merupakan perwujudan pernyataan 

kehendak dari para pendiri ketika membuat perjanjjan mendirikan Perseroan 

Terbatas. 

Jenis~Jenis Perseroan Terbatas 

Suatu Perseroan Terbatas dapat diklasUikasikan ke dalam beberapa 

bentuk yang dilihat dari beberapa kriteria, yaitu: 

Dilihat dari banyaknya pemegang saham: 

• Perusahaan Tertutup. yaitu perusahaan terbatas yang belum pemah 

menawarkan sahamnya kepada puhlik melalui penawaran urnum dan 

jumlah pemegang sahamnya belum sampai pada jumlah pemegang saham 
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dari suatu perusahaan publik. Kepada perusabaan ini berlaku UU 

Perseroan Terbatas. 

• Perusahaan Terb~ yaitu Perseroan Terbatas yang melakukan 

penawaran umum atas sahamnya atau telah memenuhi syarat dan telah 

memproses dirinya menjadi perusahaan publik, sebingga telah memiliki 

pemegang saham pub1ik. Terhadap perusahaan terbuka ini berlaku balk 

UU Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Pasar Modal. 

• Perusahaan Publik. yaitu perusahaan dimana ketetbukaannya itu tidak 

melalui proses penawaran umum. tetapi melaui proses khusus, setelab ia 

memenuhi syarat untuk menjadi perusahaan publik. antara lain jumlah 

pemegang sahamnya sudah mencapai jumlah tertentu.23 Terhadap 

perusahaan publik berlaku UU Perneroan Terbatas dan UU Pasar Modal. 

Dilihat dati jenis penanarnan modal 

• Perusahaan Penanaman Modal Daiam Negeri (PMDN). yaitu perusahaan 

yang didalamnya terdap.at penanam modal dari sumber dalam negeri dan 

perusahaan tersebut telah diproses menjadi PMDN sehlngga berhak atas 

fasHitas-fasilitas tertentu dari Pemerintah yang tidak akan di dapat bagi 

perushaaan yang bukan PMDN. Untuk PMDN bcrlaku UU Perseroan 

Terbatas dan UU Penanaman Modal 

• Penanaman Modal Asing (PMA), yaitu perseroan terbatas yang sebagian 

atau seluruh modal sahamnya berasal dari luar negeri, sehingga mendapat 

perlakuan khusus dari pemerintah. Untuk PMA ini berlaku UU Perseroan 

Terbatas dan UU Penanaman ModaL 

• Perusahaan non PMA.IP:MDN, yaitu perusahaan domestik yang tidak 

memperoleh status sebagai perusabaan PTviDN. sehingga tidak mendapat 

fasilitas dari pemerintah. Pada perusahaan ini berlaku UU Perseroan 

Terbatas. 

v [ndonesia: {b), Undang-Umlang PosarModal, UU No.3 Tahun 1995, LJ'Ii No. 64 Tahun 
1995, JLN No. 3608, Pasal l angka 22. "Perscroan Publik adalah Pcrseroan yang sahamnya telah 
dlmiliki sckurang"kurangnya 300 (tiga ratus) pemcgang saham dan memiliki modal dlsetor 
sckurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000.000,· (tiga miiyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang 
saharn dan modal d;setor yang ditetapkan dengan Pernturnn Pemerintah." 
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Di1ihat dari keikutsertaan Pemerintah 

• Perusahaan swasta, yaitu seluruh sahamnya dipegang oleh pihak swasta 

tanpa ada saham pemerintah di dalamnya. 

• Badan Usaha Milik Negata (BUMN)~ yaitu suatu perusaha.an dirnana 

terdapat saham yang dinriliki oleh Pemerintah. Selain berlaku ketentuan 

UU Perseroan Terbatas juga berlaku UU BUMN. 

• Badan Usa.ha Milik: Daerah (BUMD). adalah salah satu varian dari 

BUNIN. Hanya saja unsur pernerintah yang memegan saham perusahaan 

ini adalah Pemerintah Daernh setempat Oleh karena itu~ terhadap 

perusaha.an ini berlaku keibjakas:anaan dari Perda setcmpat 24 

2.1.2 Pengertian, Kewenangan dan Prosedur Penyelenggaraan RUPS 

2.1.2.1 Pengerlian RUPS 

Sebagaimana dijelaskan di atast Perseroan Terbatas scbagai badan hukum 

tidak bisa mC:lakukan kegiatannya sendiri, Namun, tidak seperti manusia. 

Perseroan Terbatas sebagai badan huk:um tidak memiliki daya pikir, kehendak dan 

kesadaran sendiri. Dalam bertindak, Perseroan Terbatas harus bcrtindak dengan 

perantaraan orang alamlah yang menjadi pengurns Perseroan Terbatas. Untuk itu, 

dalam Pcrseroan Terbatas terdapat organ·organ perseroan untuk mengurus 

kepentingannya, Ada tiga organ dalam Perseroan Terbatas. yaitu Rapat Umum 

Pemegang Saham, direksi dan dewan komisaris. 

Rapat Umum Pemegang Sa ham, atau yang sering disingkat dengan RUPS, 

da[am Bahasa Inggris disebut dengan General Meeting of Shareholder:,·, dan 

dalam Bahasa Be Janda disebut Algemene Vergadering van A.ndeelhouders. 25 

Dalam tesis ini, akan dibicarakan lebih jauh mengenai RUPS, khususnya 

mengenai permohonan kepada pengadifan negeri untuk menyelenggarakan RUPS. 

Para pemegang sabam dalam suatu perseroan terbatas bukanlab organ 

perusahaan, karena dalam banyak hal, pemegang saham hanya dapat bertindak 

~~ Dhaniswara 1<, Harjono, Petnbartmu Hukum Perseroo.n Terbaras, Tinjauan Terhadap 
Urrdang~Uttdr1ng No. 40 Taltu11 1007 terrlcmg Perseroan Terbatas, cct I, (Jakana: PPHBI), hal. 
181-184. 

25 RidwanKhainmdy, op.cit., hat 17&. 
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lewat mekanisme RUPS,26 para pemegang saham merupakan pihak yang paling 

berkepentingan dalam suatu perseroan terbatas, dalam menyalurkan kepentingan 

para pemegang saham diadakail organ yang dinamakan RUPS, sedangkan 

menurut Roclunat Soemitro, "RUPS adalah rapat dari pemegang~pemegang 

saham:•l7 

Menurut l.G. Rai Widjaya, RUPS adalah rapat yang diselenggamkan oleh 

Direbi Perseroan setiap tahun dan setiap waktu berdasarkan kepentingan 

perseroan, ataupun atas pennintaan pemegang saham sesuai undang atau anggaran 

dasar.28 Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai 

wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam 

batas yang ditentukan dalam UUPT dan/ atau Anggaran Dasar. 29 

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan di atas mengenai RUPS. 

dapat disimpuJkan bahwa RUPS mempunyai wewenang yang sangat penting yaitu 

rnenentukan arab dan tujuan di daJam suatu perseroon termasuk juga 

mengevaluasi secara rutin apa:kah Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan 

perseroan sesuai dengan garis yang telah ditetapkan di dalam RUPS. Namun 

demikian, kewenangan RUPS tersebut mempunyai batasan~batasan, yaitu 

UUPerseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroa~ sebingga RUPS dalarn 

membuat suatu keputusan harus selalu mengutamakan kepentingan perseroan 

bukan kepentingan pernegang saham. 

Selain itu, RUPS bukanlah organ yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

dua organ lainnya. direksi dan dewan komisaris. Karenanya, RUPS tidak dapat 

bertindak sewenang-wenang terhadap organ perseroan 1ainnya., termasuk tidak 

dapat membatalkan transaksi yang dilakukan direksi, dalam hal temyata direksi 

melakukan tindakan tersebut hanya demi tujuan dan kepentingan perseroan. 

RUPS hanya memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau 

dewan komisaris. Dengan demildan, dapat disimpulkan pula, untuk direksi atau 

H Munlr fuady, Hukum Pernsahaa11 Dalam Parodigma Hukum Blsnis (bandung: PT. 
Citra Adityu Bakti, 2002), haL 43. 

:n Rochmat Socmitro, Pcnumrm Pern:rorm Terbatas drwgart Undang.-Umirmg Pajak 
Pcrseraan, (Jakarta-Bandung: PT. Ereseo, 1983), hal. 63. 

15 L 0. ftai Widjaya, op. cit., hal 257. 
19 Indonesia (a}, op. cit., Pasall ayal (4). 
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dewan komisaris mempunyai wewenang yang tidek dapat dipengarolri oleh 

RUPS. 

2.1.2.2 Maeam RUPS 

Dalam UU Perseroan Terbalas, ade 2 (dua) RUPS yang dikenal, yaitu: 

a. RUPS Tahunan den 

b. RUPS !ainnya.30 

a. RUPS Tahunan 

RUPS Tahunan (Annual General Meetings) wajib diadakan dalam jangka 

waktu paling lamhat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. 31 Dalam RUPS 

Tahunan, semua dokurnen dari laponm tabunann perseroan harus diajukan. 

Adapun RUPS Tahunan antara lain bertujuan untuk menilai dan memberikan 

keputusan atas Japoran direksi mengenai kegiatan perseroan pada tahun yang 

lampau dan rencana kegiatan direksi pada tahun berikutnya. 33 

b. RUPS Lainnya atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 

RUPS lalnnya ini ada1ah apa yang di dalam masya.rakat atau praktik 

dikenal sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Extra Ordinary 

General Meetings). Bila RUPS Tahunan diadakan setahun sekali, maka RUPS 

lainnya atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) dapat 

'
0 Ibid., Pasa! 78 ayat (l), 

11 !bit/, Pasa! 7S ayac (3). 

n Lapomn Talmnan sekurang~kurangnyn memuat: 
L Laporan keuangan; 
2. Lapoom kegiatan pcrseroan; 
3. l.apuran pelaksanaan l.anggongjawab sosial dan Hngh'llngan; 
4. R.incian nrusalah yang timbul selama tahun buku yang mempen~ruhi ke.gjalan usaha 

perseroan; 
5. Laporan mengenai tugas pengawasan yang Ielah dilaksanakan oleb dewan komisaris. selama 

talmo buku yang lampau; 
G_ Nama anggO!a direksi dan dcwan komisaris; 
7. Gaji:, tunjangan bagi anggota direksi dart dcwan komtsaris pcrscroan urnuk lahun yang 

lampau. 

ll Anisitus Amanat, Pembohasan Undang..Undang Perscraan Terbotas 1995 Dan 
Penerapannya Dalam Aida Notaries, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hai. 106-107. 
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diadal<an setiap waktu berdasark:tn kebeluhan untuk kepentingan petseroan.l4 

Biasanya, RUPS Luar Biasa diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan 

atas masalah-masalah yang timbul secara mendadak dan mernerlukan penanganan 

segera. Jika tidak segera dilak:ukan penanganan terbadap permasalah tersebut, 

akan mengbambat operasionalisasi pe:rseroan. 

Dalam praktek seringkali ada kesalahan dalam memabami kedua bentuk 

RUPS tersebut Seringkali sebuah Perseroan Terbatas menyelenggarakan kedua 

RUPS tersebut pada hari yang sama. Pertama diadakan RUPS Tahunan, kemudian 

diadakan RUPS Luar Biasa. Misalnya, dalam RUPS diagendakan acara Iaporan 

pertanggungjawaban direksi atas jalannya perseroan tahun buku dan laporan 

keuangan perushaan yang telah diaudit, kemudian RUPS Luar Biasa diagendakan 

acara tentnng penlngkatan modal dasar perseroan. Disini sebenaroya tidak ada 

urgensinya penyelenggaraan RUPS Luar Biasa, karena tidak ada masalah 

rnendadak yang harus segera diputus, Jadi kedua mata acara tersebut dapat 

dijadik.an satu dalam RUPS tahunan saja. 

2.1.2.3 Tempat Penyelenggaraan RUPS 

RUPS diselenggarakan di tcmpat kedudukan perseroan atau tempat 

perseroan me1akukan kegiatan usahanya, atau tempat perseroan melakukan 

kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan da1am anggarnn dasaL 

Jika dalam RUPS hadir danlatau diwaklli semua pemegang saham dan semua 

pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu. RUPS 

dapat diadakan di manapun. Namun, ketentuan itu tetap mengacu bahwa tempat 

diadakannya RUPS haruslah di dalam wilayah negara Republik lndonesia.35 

Sekarang ini, dengan perkembangan teknoJogi elektronik dan komunikasi. 

para pemegang saham tetap dapat menyelenggarakan RUPS, walaupun secara 

fisik tidak berkumpu1 dalam satu ruangan. Pemegang sabam dapat 

rnenye1enggarakan RUPS, melalui media telekonferensi) video konferensi atau 

sarana media elektronik lairmya. UU Perseroan Terbatas mengakomodasi 

H tndones[a (a), op. cit., Pasal78 ayat (3). 

J) Ibid., Pasal76 ayat(3j. 
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penyelenggaraan RUPS tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 77 ayat 

(1): 

Selain penyelenggarnan RUPS sebagaimana maksud dalam Pasal 76, 
RUPS dapat juga dilakukan melalui media telelmnferensi, video 
konferensi atau samna media eiek.tronik lainnya yang memungkinkan 
semua peserta RUPS sal~ melihat dan mendengar secam langsung sert:a 
berpartisipasi dalam rapat. 3 

Hal ini merupakan hal yang barn dalam UU Perseroan Terbatas, karena 

sebelumnya dalam UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas. hal btl tidak 

diatur. 

2.1.2.4 Kewenangan RUPS 

Perseroan Terbatas pada hakikatnya adalah wadah kerjasama dari para 

pemilik modal atau pemegang saham yang dijelmakan dalam RUl)S. Oleh 

karenanya adalah wajar jika RUPS mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang 

tidak dimiJiki oJeh organ Perseroan Terbatas yang lain. Pasal 75 ayat (1) UU 

Perseroan Terbatas menyatakan hahwa RUPS merupakan organ perseroan yang 

mempunyai wewernmg, yang tidak diberik:an kepada direksi atau komisaris dalam 

batas yang ditentukan dalam undang·undang ini danlatau anggaran dasar. Dari 

ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa RUPS bukanlah organ tertinggi dalam 

perseroan. Organ ini hanya memlliki kew~nangan ekskluslf yang tidak diberikan 

kepada dlreksi atau dewan komisaris. 

adalah: 

Kewenangan yang diberikan oleb UU Perseroan Terbatas kepada RUPS 

Mengubah anggaran dasar perseroan.:H 

Membeli kembali saham yang telah dikeluarkan perseroan. J& 

Menambah modal perseroan. }9 

Mengurangi modal perseroan. 40 

~Ibid., Pasa177 ayat (l). 
11 Ibid., Pasal 19 ayat (I). "Pcrubahan anggaran dasar ditctapkan oleh RUPS."' 

]B Ibid., Pasal 38 aya.t (I). "Pemhelian kcmbali saham sebagaimana dimoksud dalam pasal 
3 7 ay.J.t (I) at au pcngalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, 
kecuati ditcntubm lain dalam peralur.rn perundang-undangan dl bidan pasar modaL" 

H Ibid,, Pasal 41 ayat (1). ''Penambahan modal perseroan dilakukan berdasarkan 
pc:rsctujuan RUPS." 
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Menyetujui rencana ketja tahunan.41 

Menyetujui laporan tahunan dan menyerahkan laporan keuangan.42 

Menentukan jumlah penyisihan dana cadangan:0 

Meminta sega!a keterangan yang berkaita.n dengan perseroan 

Mengangkat anggota din::ksf44 

21 

Menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi dan 

menentukan gajinya.4s 

Memberikan persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan 

utang seluruh a tau sebagian besar kekayaan perseroan. 46 

Mernberi persetujuan untuk mengajukan pennohonan pailit kepada 

pengadilan negeri.47 

Memberhentikan anggota direksi.43 

Memberhentikan anggota direksi untuk sementara.49 

Mengangkat komisaris,50 

4
\l Ibid .• Pasat 44 nyat {1). "Kepulllsan RUPS untuk pengurangan modal pcrncroan adalah 

sah apabila dilakukan dengan mcmpematikan persyar<~.tan ketentuan kunrum dan jumlah sum 
setuju untuk perubahan .anggamn daS<tr sesoai kctcntuan d,alam undang-undang ini danlatau 
anggaran. dasar," 

41 Ibid., Pasal 64 ayat (2). "Anggaran dasar dapat menemukan rencana l«:rja yang 
disampalkan okh diroksi scbagaimana dimak.$ud pad-a ayat (l) harus mendapat pcrsetujuan Dewan 
Komisasris a1au RUPS, kecuali ditentllkan lain dalam pcrundang-undang,an." 

42 Ibid., Pasal 68 ayat (3). "Laporan atas hasil audit aktmtan publik sebagaimana 
dirrtaksud pada aydt (l) disampaikan secara tcrtulis kcpada RUPS melalui Dircks!.'' 

~) Ibid., Pasa! 71 ayut ( 1). "Penggl.lnaan laba bcrsih tcnnasuk pcncntuan jumlah 
penyisih.an untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (l) diputuskan oteh 
RUPS,'' 

~~Ibid., Pasal94 ayat {I). "Anggota Direksi diangkat oleh RUPS." 

~' /bid.,Pasal 96 ayat(l). "Kctentuan lenlang besamya gaji dan tunjangan anggota Dircksi 
ditctapkan berdasarkan kcpu1Usan RUPS." 

« lbid.,Pasal 102 ayat (l), ''D[rek<H wajib memlnta persetujuan RUPS untuk 
a. Mengnlihkan kekayaan Perseroan atau; 
b. Menjadikan jaminan utang lmkayaan Pe~." 

d Ibid. , Pasal to4 nyat {Jl "Direksi tidak berwenang mengajukan pennohonan pailit alas 
perseroan scndiri kcpada pengadilan nll\ga sebelum memperoleh persmujuan RUPS dengan th:iak 
mengurangi ketentuan sebag,aimana diatur dalam undang-undang tcnt:lng kepailiun dan 
pcnundaan kewajiban pembaynran utang." 

45 
Ibid., Pasal 105 ayal (l). "Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu·waklu 

berdasarkan keputusan RUPS dengan menyc:bulkan alasannya." 

d Jbid., Pasal 106 ayat (4). "Oalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga pulub.) hari 
sete!ah tanggal pemb<:rhentinn sementara harus disc:nggarakan RUPS." Jo. ayat (6) "RUPS 
rncm:abut atau menguatkan keputuwn pcmberhen.tillll sememara tcrsebu!." 
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Memberhentikan komisaris baik tetap atau sementara.51 

Menyetujui rancangan penggabungan. peleburan atau pengambil alilum.52 

Memberikan keputusan tentang pembubaran perseroan'' 

Menerirna pertanggungjawaban lilruidator. 54 

2.1.2.5 Penyelenggaraan RUPS 

Yang dimaksud dengan penyelenggar:aan RUPS adal.ah proses 

terlaksananya RUPS, baik ti.ndakan fisik maupun admini'ittasinya. dari awal 

sampai akhlr, yakni dari proses pemanggilannya sampai dengan pembuatan 

risalah rapat dan penandatangannya.55 

Penyelenggara RUPS Tabunan dan RUPS Luar Biasa ada!ah direksi. 56 

Tetapi1 dalam hal-hal tertentu (bila direksi bechalangan atau ada pertentangan 

kepentingan antara direksi dengan perseroan) sesuai dengan ketentuan anggaran 

dasar, maka pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Komisaris. 

PenyeJenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dapat dilakukan 

atas perrnintaan: 

a. Satu orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 

(satu persepuluh) atau Iebih dari jumlah selumh saham dengan hak suam yang 

"'Ibid., Pasal lll ayat (l~ "Anggorn Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS." 

ll Ibid., Pasal l 19. "Ketentuan mengenai pcmbcrhcntian tmggota Direksi sebagaimana 
clirnaksud dalam Pasal 105 mutalis mutandis berlaku bagi pemberhenlian anggota Dewan 
Komisaris." 

'
2 ibid., Pasal 123 ayat (3). "Rmtcangan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ay.tt 

(2) setclah mcndapat perseWju;m Dewan Komisaris dari setiap Perseroan diajukafl kepada RUPS 
maslng-masing unruk rnendapat persctujuan." 

Pasal 125 ltyat {4). "Pengambilalihan yang dilakukan oleh hadan hukum bcrben!uk 
Pcrseroan, Direksi sebe!um melakukan pcrbuatan hukum pengambilnlihan ha11.1S t-dasarkan 
kepurusan RUPS yang mcmcnuhi kuorurn kehadiran dan ketemuan tentang persyara!an 
pcngambilan keputusan RUPS sehagaimana d(maksud dalam pasnl 89." 

51 Ibid., Pasal 142 ayat (1) poin a. "Pcmbubaran Perseroan lerjadi bcrdasarkan keputusan 
RUPS." 

$~Ibid., Pasal !52 a;-at (1). "Lik:uida!m bertanggunyjawab kepada RUPS atau pengadilan 
yang meng;;~ngkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan." 

51 Munir Fuady, Per5eroan Tcrhatas Paradigma Bam, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 
2003), haL 135. 

$Q Indonesia {a), op. cit., Pasal 79 ayat (I) "Oireksi menyclcnggarakan RUPS Tahunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sc::bagaimana dimaksud da!am 
Pasal 78 ayat (4) dengan didahu~ui pemanggilan RUPS." 
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sah atau suatu jumlah yang lebih kecil, hila diperbolehkan oleh anggaran dasar 

persetaan. 

b. Dewan komisaris. 

Pennintaan tersebut diajukan kepada direksi, dengan surat tercatat. disertai 

dengan alasan diajukannya perm.intaan penyelenggaraan RUPS tersebut. Surat 

tercatat yang disampaikan oleh pemegang sabam juga menyertakan tembusannya 

kepada dewan komisaris. Alasan yang menjadi dasar permintaan diadakannya 

RUPS, an,.ra lain karena direkai tidak mengadakan RUPS Tahunan sesuai dengan 

batas waktu yang te1ah ditentukan, atau masa jabatan anggota direksi danlatau 

anggota dewan komisaris akan bemkhir. 

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS, dalam jangka waktu paling 

lambat 15 (lima betas) hari, terhitung sejak tangga1 permintaan penyelenggaraan 

RUPS diterima. RUPS ini akan membicarakan masalah-masalah yang berkaitan 

dengan alasan~alasan pennintaan RUPS yang diajulam dan acara rapat lainnya 

yang dipandang perlu oleh direksi,57 

Apabila direkai tidak me!akulam pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 

tersebut di atas, maka; 

a. Dalarn hal permintaan penyelenggaraan RUPS diajuk:an atas permintaan 

pemegang saham, maka barns diajukan permintaan penyelenggaraan RUPS 

kembaH kepada dewan komisaris. 

Atas pennintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana disebut pada poin a di 

atas, dewan komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS, dalarn jangka 

waktu paling lambat 15 (lima betas) hari terhitung sejak tanggal permintaan 

penyelenggaraan RUPS diterima. 

b. Dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan atas permintaan 

dewan komisaris, maka dewan komisaris melak.ukan pemanggilan sendiri 

RUPS. RUPS tersebut hanya rnembicarakan masalah yang berkaitan dengan 

alasan dari permintaan diselenggarakannya ·RUPS. 

Pemanggllan RUPS dilakukan dalam jangka wak:tu paling lambat 14 

{empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak 

memperhitungkan tanggal pemanggltan dan tanggal RUPS. Pemanggilan 

~ 7 Ibid., Pasal 79 ayat (8). 
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dilakukan dengan surat tercalat danlatau dengan iklan da!am surat kabar." Jangka 

waktu 14 lam ada!ah jangka waktu minimal untuk memanggil rapat. O!eh katana 

itu, da1am anggaran dasar tidak dapat menentukanjangka waktu lebih singkat dari 

14 hari kecuaii untuk RUPS kedua atau RUPS ketiga sesuai dengan ketentuan 

UUPT. 

Untuk pemanggilan RUPS kedua dan ketiga, di!akakan da!am jangka 

waktu paling lambat 1 (tujuh) hari sebalum RUPS lredua atau RUPS ketiga 

dilangaungkan." RUPS kedua danlatau RUPS ketiga di!angsungkan dalam 

jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) lam dan paling lambat 21 (dua puluh satu) 

hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan. 60 

lsi panggilan RUPS, sedikitnya mencantumk.an: 

a. Tanggal panggilan 

b. Waktu akan dilaksanalrennya RUPS 

c. Tempat akan d:ilangsungkannya RUPS 

d. Mata Acara RUPS 

e. Pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS terSedia 

di kantor mulai pemanggi1an sampal hari RUPS diselenggarakan. Salinan 

atau copy bahan rapat wajib diberikan secara cuma-cuma oleh perseroan. 

Untuk panggilan RUPS kedua atau RUPS ketiga harus disebutkan bahwa 

RUPS sebelumnya (RUPS pertama danlamu RUPS kcdua) telah dilangsungl<an 

dan tidak mencapai kuorum.61 

Untuk RUPS pada Perseroan Terbuka, pcnyelenggaraan RUPS nye tunduk 

pada ketentuan UU Perseman Terbatas, sepanjang peraturan perundang-undangan 

di bidang pasal moda1 tidak rnenentukan lain. Termasuk dida1amnya hal ketentuan 

rnengenai pemanggilan RUPS, Sebelum pemanggilan RUPS dilakukan, wajib 

didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakannya pemanggilan RUPS. 

Pengumuman ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan pada para pemegang 

saham, hila ingin mengusulkan penambahan acarn RUPS kepada direk:si. 

n Ibid., Fa.nl 82 «}'<It ( 1}. 

Sll lbid,, Pasal 89 ayat (S}. 
60 Jbid., Pasal R9 ayar (9). 

fl ibid., Pasal 86 ayat (3}. 

Universitas lndonesia 

-

Analisa Yuridis..., Ingrid Vera Mour, FH UI, 2009



25 

Pengumuman ternebut dilakukan ditlam jangka waktu paling lambat 14 (empat 

belas) hari sebelum pemanggilan RUPS. 

Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan di atas. keputusan 

RUPS tetap sahjika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili 

dalam RUPS dan keputusan tenrebut disetujui dengan suara balal" Apabila sudah 

dapat dipedcirakan bahwa seluruh pemegang saham akan badir dalam RUPS, 

make panggilan RUPS daput diabaikan. Artinya, punggilan RUPS tidak wajib 

dilaksanakan. apabila seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir 

atau diwakili dalam RUPS, atau dengan kata lain apabila seluruh pemegang 

saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka 

panggilan sebelum RUPS dilaksanakan tidak menjadi syarat dan RUPS dapat 

mengambil keputusan yang sah dan mengik:at, 

Dalam setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuat risalah RUPS~nya. 

RisaJah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedilcit 

l (saru) orang pemegang sabarn yang dilunjuk dari dan oleh peserta RUPS. 

Penandatanganan ini dirttaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi 

risalah RUPS tersebut. Bila risatah RUPS dibuat dengan akta notaris, maka tanda 

tangan tersebut tidak. disyarat.kan. 

Selain pengambilan keputusan dengan mengadakan RUPS, Pasal 91 UU 

Perseroan Terbatas juga memherikan kesempatan kepada pemegang saham untuk 

mengambil keputusan tanpa mengadakan RUPS. Dalam ha1 ini, pemegang sabam 

dapat mengambil keputusan yang menglkat diluar RUPS dengan syarat semua 

pemegang saharn dengan hak suara rnenyetujui secara tertuJis dengan 

menandatangani usul yang bersangkutan. Pengambilan keputusan yang demikian 

dalam praktik dikenal dengan usut keputusan yang dieda:rkan (circular 

resolution). 

Circular resolution mecupakan cara pengambilan keputusan para 

pemegang sabam tanpa me1akukan RUPS secara fisik. Keputusan diambH dengan 

cara mengirim secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang 

saham, dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saba.rn. 

62 Ibid., Pasal82 ayat (5). 
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Keputusan yang diambi1 mempunyai kekuatan mengikat, seperti halnya keputusan 

RUPS. 

RUPS dengan cara circular resolutio11 atau circular letter bukan 

merupakan bentuk RUPS tersendiri, seperti RUPS Tahunan dan RUPS Luar 

Biasa. Ini hanya merupakan cam untuk mclaksana:kan RUPS, Cara ini dap.at 

diterapkan untuk pelaksanaan RUPS Taltunan atau RUPS Luar Biasa. 

2.1.3 Kuorum RUPS 

Komm RUPS adalahjumlah minimum pemcgang saham dengan hak suara 

yang sah, yang hams badir dalam rapat. Jurnlah ini dihitung menurut banyalmya 

saham yang dipegangnya atau yang dikuasakan kepadanya, sebagaimana yang 

ditentukan dalam angga:ran dasar danlatau peraturan perundang-undangan. Jika 

koorum tidak mencukupi. rapat tidak boleb mengambi1 keputusan apapun. Seteiah 

k:uorum terpenuhi. rapat dapat dilanjutkan, dan dapat mengambi1 keputusan.<H 

Kuorum yang dicapai bagi sahnya suatu RUPS berdasarkan undang­

undang berbeda~beda, menurut rnateri atau masalah yang akan diputuskan. Begitu 

juga besamya jumlah pemegang saham yang harus memberik.an persetujuan agar 

putusan menjadi sah. 

Dilihat dari besar kecHnya persyaratan suatu kuorum, kuorum RUPS dapat 

dibagi ke dalam empat kategori sebagai berikut: 

a. Kuorum mut1ak; 

Kuorum mutlak adalah suatu RUPS yang baru dikatakan sah dapat 

mengambil keputusan jika seluruh pemegang saham dengan hak suara yang 

sah hadir dalarn rapat tecsebut. Kuorum semacam ini teljadi seperti dalam 

RUPS yang pemanggiLmnya tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU 

Perseroan Terbatas. tetap dapat mengambil keputusan yang sah jika semua 

pemegang saham hadir dan disetujui dengan suara bulat 

b. Kuorum mayoritas super; 

Kuorum rnayoritas super adalah suatu RUPS yang baru dinyatakan sah dan 

dapat mengambil keputusan manakala presentasc tertentu dengan hak suara 

yang sah hadir dalam rapat. Contohnya kuorum untuk perubahan anggaran 

;;J Ridwan Khal11111dy, op. cil.., haL 194. 
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dasar, RUPS untuk membah anggaran dasar baru dapat dilakaanakan jika 

dihadiri 213 (dua pertiga) bagian dari jumlah pomegang saharn dan 

lrepurusan sahjika diserujui paling sedikit 213 (dua pertiga) bagian dari suara 

yang dikeluarkan. 

e. K.uorum mayoritas simpel; dan 

K.uorum mayoritas simpel (mayoritas biasa) adalah suatu RUPS yang baru 

dinyatakan sah dan dapat mengarnbil keputusan jika lebih setengah 

pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir delam rnpat tersebuL 

d, Kuornrn non mayoritas. 

Kuorum non mayorltas adalah suatu RUPS yang sudah dinyatakan sah dan 

dapat mengambil keputusan meskipun tidak: sampai lebih dati Y2 pemegang 

saham dengan bak suara yang sah yang hadir adalam rapat tersebut 64 

Kuorum RUPS dalam UU Perseroan Terbatas 

Dalam Pasal 86 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, diatur besamya kuorum 

RUPS, yaitu sebagai berikut: 

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam dalam RUPS lebih dari Y1 (satu 
perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau 
diwalcili, kecuali Undang-Undanf dan/atau anggaran dasar menentukan 
jumlah kuorum yang lebih besar.6 

Dalam hal kuorum RUPS di atas tidak tercapai, dapat dilangsungkan 

RUPS yang kedua. Kuorum RUPS kedua ini ditentukan lebih kecil dari kuorum 

RUPS pcrtama. Ketcntuan kuorum RUPS kedua terdapat dalam Pasal 86 ayat {4), 

yang berbunyi demikian: 

RUPS kedua sehagaimana dimaksud pada ayat (2) sab dan berbak 
mengambil keputl.lsan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) 
bagian dari jumlah seluruh saham dengan bak suara hadir atau diwakili, 
kecuall anggaran dasa.r nrenentukan jumlah kuorum yang lebih besar.56 

Sua:tu Perseroan Terbatas tidak boleh menentukan kuorum yang lebih rendah 

daripada kuornm yang ditentukan oleh UU Perseroan Terbatas. 

*' Ridwan Kilairnndy, ap. cit., hal. 196. 

's Indonesia {a), op. cit., Pasal S6 ayat (1), 
911 ibid., Pasa! Bi; ayal (4}. 
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Jika RUPS kedua lrembali lidak teroapai lreorum, dapat dimohonkan 

kepada Ketua Pengadilan Negeri. yang daerah hukumnya meliputi tempat 

kedudukan persero~ untuk menetapkan kuorum RUPS ketiga. Disini diperJukan 

penetapan ketua pengadilan negerl ut1tuk rnenetapkan kuorum RUPS ketiga. 

Selain menetapkan mengenai kuorum untuk RUPS dengan agenda yang 

umum. UU Perseroan Terbatas juga menetapkan kuorum RUPS untuk mengubalt 

anggaran dasar, 57 sebagaimana tercantum da1am Pasal 88 ayat (1) UU Perseroon 

Terbatas: 

RUPS u.ntuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam 
rapat paliog sedikit 213 (dua pertiga) bagian dari jumlab seluruh saham 
dengan hak suara hadir atau diwaldli dalam RUPS dan keputusan adaiah 
sah jika disetujui paling sedikit 213 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara 
yang dikeluarkan, kecuali anggamn dasar menentukan kuorum kehadiran 
dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih 
besar.0t! 

DaJam hal kuorum kehadiran dalam RUPS untuk mengubah anggaran 

dasar tersebut tidak teroapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua 

sah dan berbak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 315 (tiga 

perlima) bagian dari jumlah seJuruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili 

dalam RUPS. Kepulusan RUPS sah jika disetujui paling sedikit 213 (dua pertiga) 

bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali jika anggaran dasar 

menentukan kuorum danlatau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS 

yang lebih besar. 69 

Sedangkan untuk tindakan-tindakan khusus, yaitu penggabungan, 

peleburan) pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan pennohonan kepailitan 

61 Anggaran dasac sekurn.ng-kunngnya memuat: 

a, nama dan tcmpat kedudukan perscroan, 
b. maksud dan lujuan sem kogiam:n usaha perseroan. 
c. jangka waktu bctdirirtya perseroan, 
d. besarnyajumlah modal dasar, modal di!empalkan, dan modal disctor, 
c. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikuf jurnlah saham untuk tiap klasifil\;~si hak· 

hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap salu:!m, 
f. nama jabatan dan jumlah anggola direksi dan dewan komisaris, 
g. pc:netapan tempa! dan lata cam pen)'Cicnggarrum RUPS, 
h. lata cara pengangkalan, pcnggantlan, pembtrhentlan anggota direksi dan Dewan Komi saris, 
i. tMa cara penggunaan laha dan pemhagiao dividco. 

*1 Indonesia {a), op.. cit., Pasal 88 ayat (1). 

41 !bid., Pasal8Ra}<Lt{3}. 
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perseroan. perpanjangan jangka wak:tu berdiri perseroan dan pembubaran 

perseroon, UU perseroan Terbatas mengatur dengan besaran k:uomm yang lebih 

besar. yaitu ¥. (tiga perempat). sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 89 ayat 

(!): 

RUPS urrtuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau 
Pemisahan, pengajuan pennohonan agar PerSeroan dinyatakan pailit, 
perpanjangan jangka waktu berdirinya. dan pembubaran Pen1.eroan dapat 
dl!angsungkan jika da!am rnpat paling sedildt % (tiga perempat) bagian 
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam 
RUPS dan keputusan ada!ah sah jilol disetujui paling sedikit ¥. (tiga 
perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali angganm 
dasar menentukan kuorum kebadiran dan atau ketentuan tentang 
persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. 70 

Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS pertama tidak tercapai, dapat 

dise1enggarakan RUPS kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3} UU 

Perseroan Tetbatas: 

RUPS kcdua sehagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak 
mengambil kepulusan jilol dalam rnpat paling scdikit 213 (dua pertiga) 
bagian da.ri jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili 
dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit % 
(tiga perempat) bagian dari jumlah suarn yang dikeluarkan, kecuali 
anggaran dasar menentukan kuounn kehadiran danlatauketentuan tentang 
persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.'H 

SeJain itu, ketentuan kuorum sebagairnana diatur dalam 89 UU Perseroan 

Terbatas. juga berlaku bagi RUPS untuk menyetujui tindakan direksi sebagaimana 

dimaksud Pasal102 (1) jo. Pasall02 ayt~t (5). 

Pasall02 (!) UU Perseroan Terbatas: 
Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: 
a. mengalihk.an kekayaan Perseroan~ atau 
b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; 

yang merupakan lebih dati 500/o (lima puluh persen) jumiah kekayaan 
bersih Perseroan dalam 1 {satu) transaksi atau lebib, baik yang berkaitan 
satu sama lain rnaupun tidak72 

Pasall02 ayat (5): 

Ketentuan kuomm kehadiran danlatau ketentuan tentang pengarnbilan 
keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 mutatis mutandis 

w Ibid, Pasal 89 ayat ( 1). 
7

' Ibid., Pasal 89 ayat {3}. 
71 1bid., Pasal 102ayat {I). 
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berlaku bagi keputusan RUPS untuk menyetujui tindakan Direksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). 73 

Mekanisme keputusan RUPS didasarkan pada kuorum yang ditentukan 

dalam anggaran dasar perseroan. Bila kuorum tidak tercapai, maka RUPS akan 

gagal dalam mengambil keputusan. Penyimpangan atas ketentuan tersebut hanya 

dimungkinkan dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang. 

Walaupun k:uorum suatu RUPS tidak tercapai, rapat tetap harus tetap 

dibuka dan kemudian ditutup dengan membuat notulen rapat yang menerangkan 

bahwa RUPS tersebut tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan 

selanjutnya dilakukan pemanggilan RUPS kedua. 

Konsekwensi tidak dapat terlaksananya RUPS dapat bermacam-macam, 

tergantung dari agenda RUPS tersebut. Akibat macetnya penyelenggaraan RUPS 

juga dapat berakibat pada kinerja perusahaan. Contobnya, dalam hal direksi 

membutuhkan persetujuan RUPS untuk menjaminkan sebagian besar aset 

perseroan guna memperoleh kredit dari bank. Bila RUPS mengalami kebuntuan, 

dana yang seharusnya dapat diperoleh perseroan juga tidak bisa didapat, karena 

tidak ada persetujuan RUPS. Hal ini tentu akan mempengaruhi kinerja perseroan. 

2.2 Permohonan Penetapan Kuorum Kepada Pengad.ilan Negeri menurut 

Teori dan Praktik 

2.2.1 Pengertian Permohonan dan Dasar Permohonan Penetapan 

Dalam hukum acara perdata, pennohonan sering juga disebut gugatan 

voluntair. Sebutan ini dapat dilihat dahulu dalam Penjelasan Pasal2 ayat (1) UU 

No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kelruasaan Kehakiman, 

sebagaimana diubah dengan UU No. 35 tahun 1999, yang menyatakan 

"Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan 

mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan 

dengan yurisdiksi voluntair." 

Ketentuan Pasal2, maupun penjelasan tersebut tidak diatur lagi dalam UU 

No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai pengganti UU No. 14 

tahun 1970, namun ketentuan itu merupakan penegasan, disamping kewenangan 

7
l Ibid., Pasal 102 ayat (5). 
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badan peradilan penyelesaian masalah atau perkarn yang barnangkutan dengan 

yurisdik:si contentiosa yaitu pet'kara sengketa yang barnifat partai (ada pihak 

penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau 

perkara voluntair yaitu gugatan permohonan secata sepihak tanpa ada pihak lain 

yang ditarik sebagai tergugat. 

Permohonan atau gugatan volwrtair adalah permasafahan perdata yang 

diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatang:ani pemohon atau kuasan)'a 

yang ditujukan kepada Ketua PengadiJan Negeri 74 Ciri dari permohonan adalah: 

a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepiliak semata (for the benefit of 

one party only), maksudnya: 

Benar·benar mumi untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang 

sesuatu perrnasalahan perdata yang memerlukan kepastian bukum. 

- Pada prinsipnya. apa yang dipennasafahkan pemohon tidak terkaft dengan 

hak dan kepentingan orang lain. 

b. Pennasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri. pada 

prinsipnya tanpa sengketa dengan pibak lain. Berdasarkan ukura.n ini, tidak 

dibenarkan rnengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau 

pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau 

pibak ketiga. 

c. Tidak ada orang Jain atau pihak ketiga yang ditarik seba.gai iawan, tetapi 

bersifat ex-partr:;.15 

Fundamentum petet~di atau posita16 (disebut juga pcsitum) pennohonan, 

tidak serumit dalam gugatnn perkara contentiosa. Landasan hukum dan peristiwa 

yang menjadi dasar pennohonan, cukup memuat dan menjeiaskan hubungan 

hukum {rechtsver houding) antara diri pemohon dengan permasalahan hukum 

yang dipersoalkan. Pada prlnsipnya, fundamentmn petendi atau posi!a 

'
4 lbitl., hal. 1 10 :angka 5 huruf(a). 

15 Benar benar mumi dan mutlak satu pihak.. 
16 Dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari 

suatu mntutan. 
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permohonan dldasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menja.di aJasan 

pennohonan,. dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa yang 

dihadapi pemohon, 

Dalam UU Perseroan Terbatas, dideskripsi apa saja yang dapat dijadikan 

da.sarhukum (rechlsgrond, hemic law) penllQhonan secara voluntair, antara lain: 

a. Permohonan pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan pasal 7 ayat (6) 77
. 

Dimana orang yang berkepentingan dapat mengajuka.n permohonan 

pembubaran ke pengadilan negeri atas alasan apabila telah lewat ena:m bulan 

pemegang saham kurang dari dua o.rang; 

b. Pennohonan izin melakukan sendiri pemanggi1an RUPS kepada Ketua 

Pengadilan Negeri berdasarkan Pa.sal 80 ayat (1), yaitu dimana pemegang 

saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat rnengajukan pennohonan 

kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meUputi tempat 

kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin pada pemohon 

melakukan sendiri pem£mggilan RUPS tersebut1s 

c. Pennohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan kuorum 

RUPS ketiga> apab:ila kuorum RUPS kedua tidak tercapai. Sesuai dengan pasal 

86 ayat (5) UU Perseroan Terbatas. 

11 Indonesia (a), ap.cit. Pass.! 7 ayat (6). "DaJam hal jangka waktu sebagalmlml'l- dimaksud 
pada ayat (5) telah dilamp4ul, pcmcgang saham letap kurang dari 2 (dua) orang, pcmegang saham 
bertanggu-ng jawab sccara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas 
pcnnohonan pihak yang bcrl:cpenlingan, pengadilan negeri dapat memb\lba;kan PerserQl'in 
tersebut." 

n Ibid., Pasal 80 ayat (i). "Dalam hal Direkst dan Dewan Komisaris tidak me\akukan 
pemanggilan RUPS dalam j:mgka waktu sebagaimtma dimakstul dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat 
(7), pcme,gang saham yan_g meminta penyelenggaman RVPS dapat mengajukan permohf:l11an 
kepada ke!Ua pcngadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tcmpat kedudukan Perscroan 
un!Uk meneu'lpk.an pcmbcrian izin kepada pemohon melakukan scndiri pcmanggi!an RUPS 
ten;ebut." 
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d. Pcrmohonan paitit ofeh direksi secara voluntary petitiOfl (atas permohonan 

seruliri) berdasarlmn pasa1 104 ayat (1) asa11mn pennohonan tersebut 

berdasarkan pntusan RUPS79; 

e. Permohonan pemeriksaan oieh Pengadi1an Negeri mengenaJ perbuatan 

meJawan hukum yang dilakukan perseroan atau yang dilakukan dfreksi 

maupun dewan komisaris yang merugikan perseroan, berdasarkan pasal 138 

ayat{2)."' 

f. Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan penggantian 

seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan perseroan kepada pernohon. direks~ 

atau dewan komisaris, berdasatkan pasall41 ayat (3).a~ 

g. Pennohonan pembubanm perseroan kepada PengadiJan Negeri berdasarkan 

Pasal146 ayat {!). 

h. Pcrmohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mengangkat lik:uidalor 

baru dan menghentikan lik-uidator lama berdasarkan pasal 151 ayat ( 1 )82 ata."l 

al.asan tidak melaksanakan tugas. 

1> Ibid., Pasal 104 ayat {I). "Oireksi tidak berwenang mcngajukan permohonan pailit atas 
Perset¢aft sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum mempuoleh persetujuan RUPS Oengan tidak 
mengunmgi kelentuan sebagaimana diatur daiam Undang-Undang tcntang Kepai\ltan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." 

wlbid., Pasal 139 ayat (2}. "Pemeriksaan sehagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan 
dengan mengajokan permohonan secarn tertulis bescrta a!asannya ke pengadllan oegeri yang 
daerah hukumnya melipo!i tempat kedudokan Perseroan.." 

111 Jbid., Pasal 141 ayat (l). "Kctua pengadi!an negeri ata'l; pennQhonan P!!r:roroan dapat 
mcmbcbankan pengguntinn seluruh atau seb.lgian btaya pemeriksaan sebaga1m;ma dJmaksud puda 
ayat {2) kep;u:la pemohun, anggaota Dircksi, dania tau anggota Dewan Komisaris." 

u Jbid., Pasal J5l ayat (l ). "Dalam hal likuidator tidak dapat melaksanakan kcwajibannya 
scbagalrnana dimaksud dafam Pasal 149, alas permohonan pibak yang berkepenlingan alau alas 
pcrmohonan kejaksaan, kc!Ua pengadi~an ncgcri dapat mengangkat likuidalor &aru dan 
memberhenlikan likuidator lama." 
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Oleh karena yang terlibat dalam pennohonan banya sepihak, yaitu 

pemohon sendiri. proses pemeriksaan pennohonan hanya secara sepihak atau 

bersifat ex pCirte. Pihak yang hadir dan tampil dalam pemeriksaan persidangan 

hanya pemohon atau kuasanya, tidak ada pihak lawan atau tergugat. Pemeriksaan 

sidang benar~benar badir untuk kepentingan pemohon. Oleh karenanya, yang 

tedibat dalam penyelesaian pennasalahan hukum, hanya sepibak yaitu 

pennohon. B:l 

Pada prinsipnya proses ex~parte bersifat sederhana, yaltu: 

a. Hanya mendengar keternngan pemohon atau lruasanya sehubungan dengan 

permohonan; 

b_ Memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon. dan 

c. Tidak ada tabap replik duplik dan kesimpulan. 

Jika pennobonan uru.umnya bersifat ex-parte. bagaimana hafnya dengan 

permobonan penetapan kuorum RUPS ketiga'l Jika kita 1ihat iebih daiam, maka 

gugatan vofu,uair daiam masalah perseroan bjasanya tidak hanya melibatkan safU 

pihak saja, tetapi juga melibatkan pihak lain. Sebagai contoh, permohonan 

penetapan kuorum RUPS ketiga suatu perseroan. Dalam permohonan penetapan 

kuorum ketiga, ada kcpentingan pihak lain, yaitu pemegang saham yang tidak 

hadir dalam RUPS pertama dan RUPS kedua. 

Karena menyangkut kepentingan pihak ketiga, tentulah perneriksaanya 

tidak dapat disamakan dengan pennohonan pada umumnya. Mengenai 

pemerlksaan atas permohonan penetapan kuorum RUPS ket1ga, Mahkamah 

Agung Repuhlik Indonesia sudah mengak:omodasikannya dalam Pedoman Teknis 

Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Utnum Edisi 2007, yang selengkapnya 

berbunyi: 

Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan 
permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 

13 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persida11gan, Penyitaa/1, 
Pcmbuktiu11 dun Putusau Pengadilan, (Jakarta: Sinar Graflka, 2005), hal. 38. 
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~ :o Walaupun dalam redaksi undang-undang disebutkan bahwa pemeriksaan yang 
akan dilakukan oleh pengadilan atas pemohonan dari pihak yang 
berkepentingan antara lain sebagaimana tersebut dalam Pasa] 70 Undang­
Undang 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan AltematifPenyelesaian Sengketa, 
Pasal 110 dan 117 Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan 
Terbatas, namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai perkara voluntair 
yang diperiksa secara ex parte, karena di dalamnya terdapat kepentingan orang 
lain sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara contentiusa, yaitu 
pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai Termohon, sehingga 
asas audi et alteram partem terpenuhi. 84 

Dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum 

Edisi 2007 tersebut, diatur bahwa walaupun dalam undang-undang disebutkan 

sebagai permohonan, namun tidak dapat diartikan permohonan tersebut akan 

diperiksa secara ex-parte. Dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis 

Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, disebutkan beberapa contoh pasal mengenai 

permohonan ini yang ada dalam UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. 

An tara lain adalah Pasal 110 dan 117. 

Pasal 110 UU No. 1 tahun 1995, berisi mengenai pennohonan ke 

pengadilan negeri bila ingin melakukan pemeriksaan terhadap perseroan, dalam 

hal adanya dugaan bahwa perseoan atau anggota direksi atau komisaris yang 

melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham. 85 

Sedangkan Pasal 117 UU No. 1 tahun 1995, mengenai permohonan kepada 

pengadilan negeri untuk membubarkan perseroan. 86 

Pada prinsipnya, sama dengan yang dimaksud dalam Pedoman Teknis 

Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, pennohonan 

penetapan kuorum RUPS ketiga ke pengadilan negeri juga melibatkan pihak lain 

84 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pedomon Teknis Administrosi don Teknis 
Perodilan Perdoto Umum Buku fl. (MART, 2007), hal.44. 

85 Indonesia (c), Undong-Undon.g Perseroo11 Terbotas, UU No. I Tahun I995, LN No. 13 
Tahun 1995, TLN No. 3587 , Pasal 110 ayat ( 1), (2) dan (3). 

86 !bid., Pasal 117 ayat (1 ). "Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan alas: 
a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan kuat perseroan melanggar kepentingan umum 
b. permohonan I (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1110 (sam persepuluh) 

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; 
c. pennohonan kreditor berdasarkan alasan: 

(\) perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau 
(2) harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya setelah 

pemyataan pailit dicabut; atau 
(3) permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam 

Akta Pendirian Perscroan." 
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yang berkepentingan, selain pemohon. Dengan mengacu pada Pedoman Teknis 

Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum di atas, maka dapat 

disimpulkan, bahwa walaupun diajukan dalam bentuk pennohorum, tidak dapat 

diartikan permohonan penetapan kuorum RUPS ketiga banya diperiksa secaro ox­

parte. Karena adanya kepentingan pihak lain, selain pemohon, sudah sewajamya 

pengadilan negeri juga mendengatk.an pihakwpihak yang berkepentingan, dalam 

hal ini pemegang saham perseroan., te-rutama pemegang saham yang tidak datang 

dalam RUPS pertama dan kedua, sehingga asas audi et alteram partemf/7 

terpenuhi. Dengan mendengar dari pihak lai~ selain pemohon, diharapkan hakim 

dapat melihat. dengan obyektif, Jatar belakang tidak tercapainya kuorurn RUPS 

pertama dan kedua. 

Hakim harus dapat meJibat,. apakah ada itikad baik dari si pemohon yang 

meminta penurnnan kuorum RUPS ketiga, dengan tujuan dapat mengambil 

keputusan RUPS tanpa kehadiran pernegang s.aham tertentu. Hakim dapat 

mempertimbangkan alasan~a_lasan ini dengan cara rnendengarkan keterangan darl 

pihak yang berkepentingan,. yaitu pemegang saham lain yang tidak hadir dalam 

RUPS pertama dan RUPS kedua. 

2.2.2.2 Upaya Hukum Terhadap Penetapan 

Dalam ha1 permohonan penetapan kuorum tersebut dikabulkan oleh 

pengaditan negeri, apakah ada upaya hukum yang dapat diJakukan oleh pihak 

yang berkepentingan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, akan 

dijelaskan hal~hal berkenaan dengan penetapan, sebagai berikut: 

a. Pcnetapan atas pennohonan meropakan putusan tingkat pertama dan terakhir. 

Hal ini tentu sesuai dengan doktrin dan praktik yang berlaku, dimana 

penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk pennohonan atau 

voluntair. pada umumnya merupakan putusan yang bersifat tingkat pertama 

dan terokhir. 

~1 Aw.li ct aJternm partem merupakan asas yung dikenal dalam pemcriksaan gugatan 
contentiosa, climana pcmerikiiaan p¢rS[dangt~n lHH\lS mendengar kedua belah pibak see<:~ra 
seimbang. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdala fentang Ougatan, Per.si.:/anga1J, Pcnyilam1, 
Pcmhukiir:m dw! Pu.tusan P;mgadila11, (Jakarta: Sinar Orafika, 20(}5), hal 72. 
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b. Terhadap putusan peradilan tingkat pertama yang bersifat pertarna dan 

terakhir, tidak dapat diajukan banding. 

Terkadang, undang-undang sendiri secara tegas mengatakan, bahwa penetapan 

atas permohonan itu, bersifat tingkat pertama dan terakhir. Namun, ada juga 

yang tidak secara tegas mengatakan terhadap penetapan yang dijatuhkan atas 

permohonan, tidak tunduk. pada peradilan yang lebih tinggi. 

c. Upaya hukum yang dapat diajukan adalah kasasi. 

Kebolehan mengajukan kasasi terhadap penetapan atas permohonan merujuk 

secara analogis kepada penjelasan Pasal43 ayat (1) UU No. 14 tahun 1985, 

tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan UU No. 5 tahun 

2004. 

Pasal 43 ayat (I) UU No. 14 tahun 1985, mengatakan bahwa "permohonan 

kasasi dapat diajukan hanya jika permohonan terhadap perkara telah 

menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh undang­

undang."88 Penjelasan pasal tersebut berbunyi "Perigecualian dalam a:yat (I) 

pasal ini diadakan karena adanya putusan pengadilan tingkat pertama yang 

oleh UU tidak dapat dim chon banding. "89 

Dengan memperhatikan penjelasan pasal di atas, maka disimpulkan bahwa 

oleh karena penetapan yang dijatuhkan terhadap permohonan tidak dapat 

dibanding, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah kasasi 

berdasarkan pasal43 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal43 ayat (1) tersebut. 

Bagaimana hila penetapan yang dihasilkan itu merugikan pihak lain yang 

turut berkepentingan dengan hasil penetapan? Menurut Yahya Harahap, dalam 

bukunya disebutkan, apabila tetjadi peristiwa pengajuan permohonan atau 

gugatan voluntair yang keliru, pihak yang dirugik:an dapat mengoreksi dengan 

cara: 

l. Mengajukan perlawanan terhadap permohonan selama proses 
pemeriksaan berlangsung. 
Perlawanan ini sangat bermanfaat untuk menghindari terbitnya 
penetapan yang keliru. Dengan demikian, memberi hak kepada orang 
yang merasa dirugikan kepentingannya: 

88 Indonesia (d), Undang-Undang Mahkamah Agung, UU No. 14 Tahun 1985, LN No. 73 
Tahun 1985, TLN No. 3316, Pasal43 ayat (1). 

89 Ibid., Pcnjelasan Pasal43 ayat (1). 
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• Dasar per1awanan, ditujukan kepada pengajuan perrnohorum 
gugatan voluntair tersebut. 

Z. Mengajukan gugatml perdalll. 
Apabi1a isi penetapan mengabulkan permohonan dan pibak yang 
merasa dirugikan baru mengetahui setelah pengadilan menjatuhkan 
peneta.pan tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan 
perdata biasa. Dalam hal ini: 
• Pihak yang merasa dirugikan bertindak sebagai penggugat, dan 

pemohon ditarik sebagai tergugat; 
• Dalil gugallln bertitlk tolak dari hubungan hukum yang terjalin 

antara diri penggugat dengan permasalahan yang diajukan 
pemohon dalam pennohonan. 

3. Mengajukan perrnintaan pembata1an kepada Mahkamah Agung atas 
penetapan. 

4. Mengajukun upaya Peninjauan Kembali (PK)."' 

Menurut pendapat penulls, upaya-upaya bukum tersebut di atas merupakan 

hal-hal yang dapiJ.t dilakukan pihak yang dirogikan atas permohonan penetapan 

pada umumnya. Sebagaimana diketahui, perrnohonan pada umumnya bersifat ex­

parte, tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan. Sedangkan dalam 

pennohonan penetapan kuorum RUPS, ada pihak yang ditarik sebagai pihak 

termohon, yaitu pihak yang berkepentingan, dalarn hal ini pemegang :saham 

perseroan yang rnenjadi tennohon. 

Dengan adanya pemegang saham sebagai pihak dalam permohonan, maka 

hakim pengadilan negeri juga akan mendengarkan jawaban, alasan ketidak 

hadiran dan pendapat da.ri para pemegang saham mengenai diajukannya 

permohonan penetapan itu oleh pecseroan. Oleh karenanya, dapat teljadi 

pemeriksaan yang seimbang. dari sisi pemohon dan tennohon. 

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan, apakah atas penetapan kuorum 

RUPS ketiga juga dapat di!akukan upaya hukum sebagaimana disebut di atas? 

Untuk melihat kemungkinan apa yang dapat dilak:ukan oleh pihak lain atas 

penetapan, maka harus meliltat kembali pada peraturan yang mengatur pengajuan 

permohonan tersebut. Untuk melihat bagaimana atumn mengenai pemohonan 

~11 Yahya Harahahap, op. cit,, hat 44-45. 
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penetapan Rill'S ketiga, dapat dilihat pada Pasal 86 UU Pereoroan Terhatas yang 

menjadi dasar dapat dilakukannya perm.ohonan ini. 

Dalam Pasal 86 ayat (7) UU Perseroan Teibatas, disebutken dengan tegas bahwa 

Penetapan ketua pengadi1an negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mornpunyai kekeatan bulrum tetap. 

Tentang apa yang dirnaksud bersifat final, dan mempunyai kekuatan hukurn yang 

tetap, dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 86 ayat (7) UU Perseroan Tetbutas, 

yaitu bahwa atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi atau 

peninjauan kemba1i.91 Sehingga. bila pennohonan ditoiak, maka pemohon tidak 

dapat melakukan banding atau pun kasasi atau peninjauan kern bali. 

Bila, memang pemegang saham tidak dimasukkan sebagai pihak dalam 

permohonan penetapan ini. maka pemegang saham yang merasa dimgikan dengan 

hasil penetapan, dapat mengajukan upaya hukum atas penetapan ini, Upaya 

huk:um tersebut adalah dengan mengajukan perlawanan terbadap permohonan 

selama proses pemeriksaan berlangsung, mengajukan gugatan perdata, 

mengajukan pennintaan pembatalan kepada Mahkamah Agung atas penetapan, 

dan mengajukan upaya peninjauan kembali, sebagaimana disebutkan di atas. 

2.3. Penetapan Pengaditan Negeri Jakarta Selatan No. 240/Pdt.P/ 2008/ 

PN.JKT. Sci. tentang Penetapan Kuorum Rill'S ketiga PT BS 

Para pfhak dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 240/Pdt.P/ 

2001l/PN.JKT. SeLadalah: 

Pemohon : PT BS 

Termohon : PT SMS 

Turut Tennobon: 1L (M) Sdn. Bhd. 

2.3.1 Latar Belakang Diajukannya Permobonan Penetapan Kuorum 

RUPS ketiga oleh PT BS 

Latar belakang diajukannya permobonan penetapan kuorum ini dapat 

dilihat daiam Pennohom:m yang diajukan oleh PT BS, yang telah terdaftar di 

*1 lndonesia (a), op. cit., PcnJclasan Pasal 86 ayat (7}. 
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Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Agustus 2008 

dibawah Register No. 240/Pdt.P/2008/PN.JKT.Sel. PT BS adalah suatu perseroan 

terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. PT BS 

merupakan perusahaan PMA 92 yang bergerak dala:rn bidang perkebunan kelapa 

sa wit. 

Pemegang saham temkhir PT BS1 berdasarkan Akta Pernyataan tenrang 

sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 6 

tanggal I 8 Juni 2007. yang dibuat dlhadapan H. Parlindungan L. To bing, SH., 

Notaris di Jakarta. ada!ah: 

I. 1L (M) Sdn. Bhd.," selakn pemegang 1.249.4ll (satu juta dua ratus empat 

puJuh sembiJan empat ratus sebelas) saham, atau seluruhnya mewakili 56% 

(lima puluh enam persen) dari jumlah total modal yang telah ditempatkan dan 

diambil bagian dalam PT BS. 

2. PT SMS,94 selaku pemegang 981.679 (sembilan ratus delapan puJuh satu ribu 

enam ratus tujuh puluh sembilan) saham, atau seluruhnya mewakili 44% 

(empat puluh empat persen) dari jumlah total modal yang telah ditempatkan 

dan diambil bagian dalam PT BS. 

Jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor pada PT BS adalah 

2.231.090 (duajuta dua ratus tiga puluh satu ribu sembilan puluh) saham. 

Dengan lahimya UU Perseroan Terbatas, PT BS bennaksud untuk 

menyesuaikan anggaran dasar PT BS dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas. 

Sebagairnana diketabui, UU Perseroan Terbatas mewajibkan seluruh perseroan 

yang teJah memperoJeh status badan huk:um untuk menyesuaikan angga.ran 

42 PMA mempalrun singkaian dari Pcrumaman Modal Asing. Menurut Hu!man Penjaltan, 
dan Anner Mangatur Sianipar., PMA adalah sut~tu kegiatan penanaman yang di dalamnya terdapat 
unsur asing iforeigll element), unsur asing mana dapal dilcntukan oleh adanya kc.warganrgaraan 
yang berbeda, asal modal dnn sebagainya. Holman Panjaitan dan Anner Mang:<~tur Slanlpar, 
Hukum PenQJraman Modal Asit~g, (Jakarta: CV. Indhill Co, 2008). 

93 Suutu pcrusahaan yang didirikan bcrdasarkan Malaysian Companies Acr !965, dibawah 
nomor reistrasi 3.127!5, berkcduduktll1 di Tiara Labuan, Jahm Tanjung Batu, 8700G F.T. Lab-tmn, 
Malaysia. 

94 Suatu Perseroan Terbataa yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Ncgara 
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakana, berkantor di Gajah Mada Tower, lantai 20, Suhe OJ, 
Jalan Gajah Mada NQ. 19-26, Jakarta Pusat. 
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dasamya dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas.95 Penyesuaian mana harus 

dilalrukan paling lambat tanggal16 Agustus 2008. 

Untuk meJakukan penyesuaian anggaran dasar tersebut, maka perlu 

dilakukan perubahan anggarnn dasar PT BS. Keputusan untuk melakukan 

perubahan anggaran dasar wajib ditetapkan oleh RUPS. Karenanya, PT BS 

bennaksud untuk menyelenggarakan RUPS Luar biasa. Untuk keperluan RUPS 

Luar Biasa ini~ direksi PT BS telah melakukan pemanggi.Jan kepada para 

pemegang saham PT BS. Pemanggilan di!akukan dengan mengirimk:an s:urat 

rercatailundangan tertanggal 29 Juli 2008 yans dilujukan kepada pemegang saltam 

PT BS, dengan agenda yaitu penyesuaian Anggaran Dasar PT BS dengan UU 

Perseroon Terbatas. RUPS Luar Biasa terse-but akan dilakukan pada tanggal 14 

Aguslus 2008. 

Pemanggilan untuk menghadiri RUPS tersebut, telah memenuhi ketentuan 

yang disyaratkan dalam UU Perseroan Terbatas, yaitu pasal 81 ayat (1 )9:> dan 

Pasal 82 ayat (1), (2), (3) dan (4),91 dimana pemanggilan untuk RUPS Luar Biasa 

PT BS telan dilakukan seltagai berikut 

a. Pemanggilan RUPS Luar Biasa pertama PT BS dilakukan direksi PT BS 

dalam waktu jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum RUPS Luar Biasa 

pertarna diselenggarakan. 

b. Pemanggilan dilakukan denga.n cars mengjrimkan surat tercatat 

c. Daiam surat tercatat/undangan telah dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan 

mata acarn mpat; dan 

'l$ Indonesia (a), op. cit., Pasal 157 {3). "Pcr:rero;m yang tdah memperolch status badan 
hukurn bcrdasarkan pcraturan pcmndang-undangan, dalam jangka wak1u l (satu) tahun sctclah 
berlalrunya undang-undang ini wajib mcnyesuaikan anggarao das.arnya dcngan kerentu:m undang­
undang ini." 

9~ ibid., Pasal 81 ayat {l). "Dtreksi melakukan pemanggilan kepada pcmegang sah<tm 
scbeh1rn rnenyelenggarakan RUPS!' 

'11 ibid., Pasal S2 ayat ( l}, (2), (3) dan (4). 
"(l}Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling Iambat 14 {empat bclas) hari 

sebelum tanggal RUPS diadakan, dengao tidak mempcrhitungkan tanggal pernanggilan dan 
tanggal RUP;;t 

(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surol Tercatat danlatnu dengan ik!an dalam Sural 
Kabar; 

(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, wak:tu, tcmpat dan mata acara ropm discrtai 
p~mbcritahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia dl Kantor Pcrscroan 
scjak tanggal di!akukan pemanggilan RUPS sarnpai dengan tanggal RUPS diadakan; 

(4) Perseroan wajtb memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada 
pcmegang suham secarn cuma-cuma jika dtminta;" 
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d. Bahan RUPS Luar Biasa Pertama telah dikirimka.n dan diterima oleh para 

pemegang saham, yaitu PT SMS dan TI. (M) Sdn. Bhd. 

Namun, pada hari pelaksanaan RUPS Luar Bjasa tersebut. tangga1 14 

Agustus 10081 tidak seluruh pemegang saham hadir. Meskipun seluruh pemegang 

saham telah dipanggil secata patu4 RUPS Luar Biasa PT BS hanya diliadiri oleh 

satu pemegang sahillllllyll, yaitu TL (M) Sdn. Bhd., selaku pamilik dan pamegang 

1.249.411 (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sebela:s) 

saham atau sebesar 56% (lima puluh enam person) dari total modal yang telah 

ditempatkan dan diambil bagian dalam PT BS. Sedangka.n pernegang saham yang 

lainnya, yaitu PT SMS, tidak badir da.lam RUPS Luar Biasa tersebut 

Ber<lasarkan pasal 25 ayat (I) huruf a anggaran dasar PT BS, RUPS untuk 

mengubah anggaran dasar hanya dapat diiangsungkan jika dalam rapat paling 

sedilcit dibadiri oleh 213 (dua pertiga) bagian atau 66,6% (en.am puluh enam koma 

enam persen) dari jurnlah seluruh saham1 dan keputusan ~isetujui oleh 213 (dua 

pertiga) bagian atau 66.6% (enam puiuh enam koma enam persen) dari jumtah 

seluruh saham. 96 

Meskipun kuorum kehadiran pada RUPS Luar Biasa tersebut tidak 

teroapai, namun RUPS Luar Biasa PT BS. tanggall4 Agustus 1008, tetap dibuka 

dan kemudian ditutrtp. Selanjutnya, dalam notulen rnpat. dicatat rnengenai tidak 

tercapainya k:uorum kehadiran. Hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 86 ayat 

(2) UU Perseroan Terbatas.99 

Karena kuorum kehadiran pada RUPS Luar Biasa pertama tidak tercapai, 

maka PT BS bermaksud kembali menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang 

:f& Pasal25 ayat{l) huruf a Angga~n Dasar PT BS. 

"Perubahan anggaran dasar harus diputuskan berdasarkart suatu keputusan Rapat Umum 
Pemegang Sa:ham Luar Biasa, yang dihruiiri o!cll para perncgang saham dan/atau kuasa para 
pcmegang sabam yang mewakili paling sedikit 2/3 {dna pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham 
yang tclah dilreluarkan dengan hak SU:ml yang soh, dan kepucusan harus diambil ben:.lasarkan suara 
setuju paling sedikit 213 (dua per liga bagian dari jumlah selurub saham yang dikeluarkan dengan 
hak suara yang sah. '' 

"
9 Indonesia (a), op. cit., Penjdasan Pasa! &6 ayat (2). "Dalam hal kuorum RUPS pertama 

tidak tcreapai, rapat harus t~tap dibuka dan kemudian ditutup dengan mcmbuat notukn rapat yang 
mcnel"l'lngkan buhwa RUPS penama tidak dapat dilanjur.kan karena kuorum tidak tercapai dan 
selanjutnya dapat diadakan }J(!manggilan RUPS yang kcdua." 
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kedua. Untuk lreperluan penyolenggaraan RUPS Luar Jliasa kedua, PT BS 

melakukan pemanggilan dengan cara mengirlmkan sum! tereatat, terlanggal 20 

Agustus 2008, yang ditujukan kepada seluruh pemegang saham PT BS. Seluruh 

pemegang saham PT BS diminta. agar hadir daiam RUPS Luar Biasa kedua, 

dengan agenda rapat yang sama, yaitu penyesuaian anggaran dasar PT BS dengan 

UU Perseroan Terbatas. RUPS Luar Biasa kedua PT BS alan diselenggarnkan 

pada tanggal 28 Agustus 2008. 

Pemanggilan untuk menghadiri RUPS kedua ini telah memenuhi ketentuan 

pasal 81 ayat (I) UU Perseroan Terbatas, Pasal 82 ayat (!), (2), (3) dan (4) UU 

Perseroan Terbatas dan Pasa[ 86 ayat (3) UU Perseroan Terbatas. karena 

pemanggilan RUPS Luar Biasa kedua PT. BS telah dilakukan dengan cara: 

a. Pemanggilan RUPS Luar Biasa kedua dilakukan direksi PT BS dalam jangka 

waktu 14 {empat belas) hari sebelum RUPS Luar Biasa kedua 

diselenggarakan; 

b. Pemanggilan dilakukan dengan cara mengirimkan surnt tercatat; 

c. Dalam surat tercatat/undangan telah dicantumkan tanggal) wak:tu, tempat dan 

mata acara rapal; dan 

d. Bahan RUPS Luar Biasa kedua telah dikirlmkan dan diterima oleh PT SMS 

dan TL (M) Sdn. Bhd.; 

e. Dalam surat tercatat/undangan diberitahukan bahwa bahan RUPS Luar Biasa 

kedua tersedia di kantor PT BS sejak tangga1 pemanggilan RUPS Luar Bia.sa 

kedua;dan 

t Dalam surat tercatat/undangan disebutkan bahwa RUPS Luar Biasa pertama 

telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. 

Namun, sepcrti halnya dengan RUPS Luar Biasa pertama, meskipun te1ah 

dilalrukan pemanggilan secara patut kepada seluruh pemegang sabam PT BS. 

RUPS Luar Biasa kedua PT BS hanya dihadiri oleh satu pemegang saham yaitu 

TL (M) Sdn. Bhd., pemegang 1.249.411 (satu juta dua ratus empat puluh sembilan 

ribu empat ratus sebelas) saham atau sebesar 56% (lima puluh enam persen) dari 

total modal yang telah ditempatkan dan diambil bagian dalam PT. BS. Sedangkan 
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pemegang saham lainnya, yaitu PI SMS, tidak hadir dalam RUPS Luar Biasa 

kedua rersebut. 

Berdasarkan pasal 88 ayat (3) UU Perseroan Terbatas, 100 maka RUPS Luar 

Biasa kedna, dimana bertujuan untuk mengubah anggaran dasar. dapat 

dilangsungkan jilal dalam rapat paling sedikit dihadiri oleh 3/5 (tiga perlima) 

hagian atau 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh saham dan keputusan 

disetujui oleh 2/3 (dua per liga) hagian atau 66,6% (enam puluh enam koma enam 

persen) dari jnmlah seluruh s:uara yang dike1uarkan. Karena hanya dihadiri oleh 

56% (lima puluh enam persen) dari jumlah seluruh saham PT BS, maka RUPS 

Luar Biasa kedua PT BS kembali tidak dapat dilanjuilaln. 

Dengan melibat kuorum kebadimn yang tercapai pada RUPS Luar Biasa 

pertama dan kedua hanya sebesar 56% (lima puluh enam persen) dari jumlah 

scluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakilkan. maka apabila RUPS Luar 

Biasa ketiga diselenggarakan tanpa ditetapkan kuorum yang lebih kecil, dan PT 

SMS tidak juga hadir, maka RUPS Luar Biasa ketiga yang alum diselenggarakan 

tetap tidak dapat dilangsungkan maupun mengambil keputusan. Pada akhlmya, 

PT BS tidak akan pernah dapat menyesuaikan angganm dasarnya dengan UU 

Perseroan Terbatas. Padahal, penyesuaian inl wajib di1akukan oleh setiap 

perseroan termasuk oleh PT BS. 

Oleh karena itu, agar pen~esuaian anggaran dasar PT BS tidak terhambat 

karena tidak tercapainya kuroum kehadiran, maka PT BS mengajukan 

pennohonan pada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar diterapkan 

kuorum kehadir:an dan kuorum pengambilan keputusan yang lebih kecil yaitu: 

50'!. + I (lima puluh persen plus satu) bagian dari jumlah seluruh saham 

dengan hak suara hadir atau diwakili da1am RUPS Luar Biasa ketiga 

(kuorum kehadiran), dan 

100 lndonts!a {e.}, op. cit, Pasal 88 ay.at (3). "RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada 
ayat {2) sab dan berhak mengamhil kepulusan jika dalam rapai paling >iedikit 3/5 (tiga per lima) 
bagian dari jumlah seluruh saham dcngan hak suarn hadir atau diwakili dalam RUPS dan 
kepulusan a¢l!ah sah jika disetujui paling, sedildt 213 (dua pertiga) bagian Wlrl jumlah suara yang 
dikeluarkan. kecuali ll11ggamn dasar menentuknn kuorum kehadiran yang lehih hesar." 
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SO% + I (lima puluh person plus satu) bagian dari jumlah suara yang 

dikeluarkan secara sah dalam RUPS Luar Biasa ketiga (kuorum pengambil 

keputusan). 

Alaoan Ketidak Hadiran Pemegang Sabam (PT SMS) Dalam RUPS J,uar 

BiasaPTBS 

Walaupun sudah diurnlang secam patut oleh direksi PT BS, PT SMS 

berpendirian untuk tidak datang dalam RUPS Luar Biasa PT BS. Alasan PT SMS, 

Presiden Direktur dan anggota direksi PT BS serta anggota komisaris PT BS, 

diangkst berdasarkan keputusan RUPS Tahunan PT BS yang tidak sab, dan RUPS 

Tahunan yang dasar hukum penyelenggarnannya ada1ah cacat hukum, dengan 

penje1asan sebagai berikut; 

a. Bahwa Keputusan RUPS Tahunan PT BS tanggal 15 Juni 2007, yang 

memutuskan mengangkat anggota direksi dan komisaris PT BS yang 

sekarang, sebagaimana dimaksud dalam akta notaris nomor 6, dibuat 

dihadapan notaris aji Parlindungan Lumban Tubing, SH., adalah 

keputusan RUPS yang tidak sah, karena: 

a) Dalam Pasal 10,1 anggaran dasar PT. BS yang berbunyi .. Direksi 

terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota, melipuri 4 (empat) orang 

anggota warga negara asing dan 3 (tiga) orang anggota Warga 

Negara Indonesia, dengan susunan sebagat berikut: 

l (satu) ornng Presiden Direktur; 

l (satu) orang wakil Presiden Direktur, dan 

5 (lima) orang Dimktur." 

Hal ini tentu bertentangan dengan keputusan RUPS Tahunan tersebut 

karena direksi banya terdiri dari 4 ( empat) orang direksi dan selurubnya 

adatah Warga Negara Asing dan tidak ada seorangpun direksi yang Warga 

Negara Indonesia. 

b) Dalam pasal 13.1 anggaran dasar PT. BS yang berbunyi "Dewan 

komisaris terdiri atas 7 (tujub) orang anggata, mellputi 4 (empat) 

orang anggota warga Negara asing dan 3 (riga) orang anggota 

warga Negara Indonesia, dengan sustma:n sebagai berikut: a) 
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seornng PresideD Komisaris; b) I (satu) orang waki! Presiden 

Komisaris~ dan c) 5 (lima) orang komisaris." Hal :ini bertentangan 

dengan keputusan RUPS Tahunan rersebut, karena haeya diangkat 

4 (empat) orang dan seluruhnya adalah Warga Negara Asing dan 

tidak ada seorangpun Warga Negara Indonesia. 

c) Dengan berubahnya jumlah anggota direksi dan kontisaris yang 

diangkat berdasarkan RUPS Tabunan ilu, maka PT SMS menilai 

bahwa keputusan yang dikeluarkan dalam RUPS Tahunan itu 

merupakan keputusan yang merobah anggaran dasar perseroan. 

Menurot Pasal 88 UU Perseroan Tetbatas jo. Pasal 75 UU No. 1 

Tahun 1995 jo. Pasal 25 Anggaran Dasar PT SS, kuorum 

kehadiran untuk mengnbah anggaran dasar adalah 213 (dua pertiga) 

bagian dari jumlah seluruh sa ham dengan hak suara yang sah yang 

telah dikeluarkan dan pengambiJan keputusan sah apabiJa disetujui 

oleh paling sedikit 213 (dua partiga) bagian dari jumlah seluruh 

suara yang dikeluarkan. 

Pada kenyataannya, keputusan RUPS Tahunan tetsebut hanya 

dihadiri oleh TL (M) Sdn. Bhd., pemegang saham sebesar 56% 

(lima puluh enam persen), dengan dcmiklan keputusan RUPS 

Tahunan tersebut adalah tidak sah; 

b. Bahwa RUPS Tahunan ~rtanggal 15 Juni 2007 tcrsebut. dilak.sanakan 

berdasarkan Penetapan Pengadilan Ncgeri Jakarta Pusat Nomor: 

68/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST tertanggal 16 Mei 2007. 101 Terhadap 

Penetapan Nomor: 68/PdtP/2007/PNJKT.PST ini, PT SMS telah 

mengajukan upaya bukum sebelum RUPS Tahunan tersebut dilaksanakan, 

Upaya hukum tersebut adalah dengan mengajukan gugatan perbuatan 

melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan saat ini sedang 

dalarn tahap banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta; 

Nl lsi penetapan ini ndalah mengutrulkan permohomm TL (M) Sdn. Bhd., s:ehagai salah 
saN pcmegang saham dalam PT BS, untuk meminta diselenggarakannya RUPS Tahunan PT BS, 
karcna sejak tahun 2002 hingga 2007, PT BS !alai menyelenggo.rakan RUPS Tabonan. 
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c. Bahwa yang menjadi keberatan PT SMS terhadap Penetapan Nomor: 

68/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST ini: 

Karena, menurut PT SMS, Penetapan Nom or: 

68/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST tersebut dikeluarkan berdasarkan 

bukti-bukti palsu dan basil rekayasa dari TL (M) Sdn. Bhd. 

PT SMS dan komisaris PT BS tidak pemah dipanggil dan didengar 

keterangannya dalam perkara permohonan penetapan Nomor: 

68/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST tersebut. Hal ini, menurut PT SMS, 

bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 

Olffuada Pdt/2007 tentang pennohonan yang diajukan berdasarkan 

pasa167 Undang-Undang No. 1 tahun 1995. 102 

d. Bahwa, dengan telah diajukannya upaya hokum oleh PT SMS melalui 

gugatan perbuatan melawan hokum, maka Penetapan Nomor: 

68/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST tersebut belum berkekuatan hokum tetap 

sampai dengan putusan atas gugatan perbuatan melawan hokum tersebut 

memperoleh keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan 

demikian, menurut PT SMS, RUPS Tahunan yang dilaksanakan 

berdasarkan Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2007/PNJKT.PST adalah tidak 

sah dan secara otomatis pula keputusan yang disahkan dalam RUPS 

Tahunan tersebut adalah tidak sah pula a tau tidak mengikat bagi PT. SMS. 

Jawaban TL (M) Sdn. Bhd. 

Atas perrnohonan yang dilakukan PT BS, TL (M) Sdn. Bhd., juga 

menyampaikan jawabannya. Pada intinya TL (M) Sdn. Bhd., tidak keberatan atas 

pennohonan PT BS dan mohon agar hakim memeriksa permohonan tersebut agar 

menetapkan kuorum rapat, sehingga PT BS dapat menyesuaikan anggaran 

dasamya dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas. Dengan demikian, PT BS 

dapat melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

102 Mcnurut surat Mahkamah Agung No. Olrruada Pdt/2007, para pihak yang 
berkepentingan dalam pcrmohonan penyelenggaraan RUPS harus didengar keterangannya di 
pcrsidangan. 
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Pertlmbangan Hakim 

Dalam menanggapi alasan ketidak hadinm PT SMS dalam RUPS Luar Biasa 

pertama dan kedua PT BS, make hakim: 

Mempertimbangkan keberatan PT SMS dengan alasan, bahwa PT BS diwakili 

oleh Presiden Direktur yang tidak memiliki kualitas (legal standing) untuk 

mengajukan permohonan ini. Sebabnya. karena Presiden Direktur PT BS tersebut 

beserta anggota direksi Jainnya serta anggota komisaris PT BS diangkat 

berdasarkan keputusan RUPS Tahunan yang tidak sah. RUPS Tahunan ternebut 

dise1enggarakan atas dasar penetapan Pengadilan Tinggi yang mengabulken 

pennohornm TL (M) Sdn. Bhd., sebagai pemegang saham PT BS, untuk 

menyclenggarakan RUPS Tahunan. Untuk itu. PT SMS telah mengajukan gugatan 

perbuatan melawan hukum di PengadiJan Negeri Jakarta Pusat No. 

2131Pdt.G120071PN. lkL Psi., guna memhatalkan Penetapan Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat yang menjadi dasar peJaksanaa:n RUPS Tahunan tersebut Gugatan 

p<!rbuatan melawa:n hukum itu sendiri telah di.nyatakan ditolak oleh MajeHs 

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusannya tertanggal Maret 

2008. Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, PT SMS sebagai 

penggugat, melakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 

Atas hal ini hakim menimbang, bahwa sepanjang belum ada pembatalan 

dan perobahan tentang kepengurusan direksi dan komisaris PT BS, baik 

berdasarkan suatu keputusan RUPSIRUPS Luar Biasa PT BS maupun suatu 

keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, maka 

kepengurusan direksi dan komisaris PT BS sebagaimna yang ada pada saat inl 

adalah tetap be-rlaku. Oleh karena itu, direksinya dapat dan berkualitas bertindak 

untuk dan atas nama PT BS sebagaimana ketentuan Pasal 98 UU Perscroan 

Terbatas. 

Selanjutnya hakha mempertimbangken fakta-fakta hukum sehubungan 

dengan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT BS yang pertama dan lredua yang 

diperoleh dari buk:ti~bukti yang diberikan pemohon dan tennohon sebagai berikut: 

1) Mempertimbangkan bahwa PT BS, dengan suratnya tertanggal 29 Juli 2008 

te1ah mengundang para pemegang sa.ham PT BS. yakni: 
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• PT SMS, selalru pemilik 44% (empat puluh empat persen) saham dnlam 

PTBSdnn, 

• 'IL (M) Sdn. Bhd., selaku pemilik 56% (lima puluh enam persen) saham 

da1amPTBS, 

untuk mengadakan RUPS Luar Biasa pada tanggal14 Agustus 2008 dengan 

agenda rapat pemberian persetujuan atas perubahan angaran dasar PT BS 

sesuai dengan UU Perseroan Terbatas. 

2) Mempertimbangkan isi pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 

88 (1) UU Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa RUPS untuk 

mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkanjika dihadiri paling sedikit 2/3 

bagian dari jumiah seluruh sabam dan keputusan disetujui oleh sek:urang­

kurangnya 2/3 bagian atau 66,6% dari jum1ah suata yang dikeluarkan. 

3) bahwa ternyata pada RUPS Luar Biasa tanggal 14 Agustus 2008 tersebut 

kuorum kehadiran pemegang saham hanyalah sebaganyak 56% (lima puluh 

enam persen) sehingga rapat tidak dapat dilanjutkan; 

4) bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan anggaran dasar PT BS Pasal 25 

ayat (4) malru PT BS dengan suratnya tertanggal 20 Agustus 2008 Ielah 

mengundang kcrnbali seluruh pemegang sabam PT. BS untuk mengadkan 

RUPS Luar Blasa kedua pada tanggal 28 Agustus 2008. Tetapi, kuorurrt 

kehadiran pemegang saham sebesar 2/3 bagian darijumlah seluruh saham PT 

BS juga tidak terpenuhi karena yang hadir hanyalah TL (M) Sdn. Bhd. 

(pemilik 56% saham), sedangkan PT SMS (pamilik 44%) tidak hadir dnlam 

RUPS Luar Biasa lcedua tersebut 

5) bahwa oleh karena itu PT BS berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat 4 UU 

Per:seroan, mengajukan permohonan kepada Ketua PengadiJan Negeri Jakarta 

Selatan untuk mengadakan RUPS Luar Biasa ketiga dcngan kuourm kehadiran 

sekurang¥kurangnya 50% + 1 dari jumlah seJuruh saham yang diterbitkan oleh 

PT. BS dengan suara yang sah dan keputusan adalab sah jika disetujui oleh 

sekun.mg~kurangnya 50% + 1 dari jum lah suara yang dikeluarkan. 

Selanjutnya hakim mempertimbangkan aturan yang rnengatur mengenai syarat 

dimohonkannya penetapan kuomm RUPS ketiga daiam anggaran dasar perseroan 

dan UU Perseroan Terbatas, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini: 
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Menimbang bahwa untuk rapat/RUPS ketiga, Pasal 22 ayat ( 6) UU anggaran 

dasax PT. BS menentukan sebagai beriknt: 

"Apabila kuorum yang disyaratkan dalarn Rapat Umum Pemegang Saham kedua 

tidak tercapai maka atas permintaan Perseroan, kuorum ak:an ditentukan oleh 

Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan hukum 

perseroon." 

Menimbang bahwa ketentuan Anggaran Dasar PT BS, sejalan pula dengan 

Pasal && ayat (4) UU Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa ketentuan 

sebagairnana dimaksud dalam Pasal86 ayat (S), (6) dan ayat (7) dan ayat (8) dan 

ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS untuk mengubah anggaran dasar. 

Hakim juga menimbang, bahwa memperhatikan permohonan dihubungkan 

dengan pasal 157 ayat (3) UU Perseroan Terbatas, dimana. hlla amanat dan 

perintah Undang-Undang tersebut tidak dilak.sanakan. maka Perseroan 

sebagaimana kelentuan Pasal !57 ayat (4) dapat dibubarkan. Apabila PT BS 

dibubarkan, rnaka da)?at dapat terjadi kerugian yang lebih besar dan luas. 

Kerugian mana tidak hanya terhadap para pemegang saham yakni termohon dan 

turut termoho, tetai juga terhadap karyawan dan pihak ketiga lainnya yang 

mernpunyai hubungan kerja dan hubungan hukum dengan PT BS. 

2.3.2 Analisa alas Peoctapan No. 240/Pdt.P/2008/PN.JKT S.l 

2.3.2.1 Dasar Dikabulkannya Permohonao Penetapao No. 240/Pdt.P/ 

2008/PN.JKT Sel 

Dalam menerima perrnohonan penetapan kuorum RUPS ketiga, 

Pengadilan Negeri tidak hanya dapat menga.bulkan, namun juga dapat menolak 

permohonan, Hal itu tergantung dari dapat tidaknya pemohon membuktikan dasar 

permohonannya. dan apak.ah pennohonan mempunyai aJasan hukum, yaitu bahwa 

pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS. 

Untuk melihat apa yang menjadi dasar suatu permohonan diterima oleh 

Pengadilan Negeri, ldta dapat melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam 

Penetapan No. 240/Pdt.P/2008/PN.JKT Sel. Pada dasamya, pertimbangan hakim 

dalam penetapan ini terbagi dalarn 3 (tiga) bagian, yaitu pertimbangan terhadap: 
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I. Jawaban termohon, yaitu PT SMS, yang isinya fakta-fakta atau alasan ketidak 

hadirannya dalam RUPS pertama dan kedua. 

2. Alasan normatif, yaitu aturan huk:um yang menjadi dasar dikabulkannya 

permohonan penetapan kuorum RUPS ketiga. 

3. Asas kemanfaatan atas hasil penetapan, yaitu sehubungan dengan 

kelangsungan hidup perseroan. 

2.3.2.1.1 Pertimbangan atas fakta-fakta dari Termohon 

Seperti telah diuraikan dalam bagian pengertian mengenai permohonan, 

salah satu ciri permohonan secara umum adalah bersifat voluntary yurisdiction 

dimana mengikat dan mempunyai akibat hokum hanya terhadap pemohon, 

sehingga tidak mengikat pihak ketiga. Dasar pemeriksaan permohonan adalah 

prinsip ex-parte, yaitu pemeriksaan hanya mendengar keterangan sepihak, dengan 

memandang bahwa esensi dari gugatan tersebut dilakukan untuk kepentingan 

sepihak semata (kepentingan pemohon). 

Namun, jika kita lihat lebih dalam lagi, terhadap permohonan penetapan 

kuorum RUPS ketiga dari suatu perseroan. pada pokoknya tidaklah bersifat 

sepihak, sebagaimana perkara permohonan pada umumnya. Permohonan 

penetapan k:uorum RUPS, berkaitan dan mempunyai hubungan serta mempunyai 

akibat hokum terhadap para pemegang saham, terutama bagi pemegang saham 

yang tidak hadir dalam RUPS pertama dan kedua. Dengan demikian, sifat 

permohonan yang demikian bergeser, dari yang bersifat hanya untuk kepentingan 

sepihak semata, menjadi bersifat corztentiosa, yaitu mengandung sengketa. 

Karenanya, dalam permohonan ini, harus ada pihak lain yang ditarik menjadi 

pihak dalam permohonan, yaitu sebagai termohon. Hal ini sejalan dengan prinsip 

persidangan yang adil dan tidak berpihak (impartial) berdasarkan azas Plurium 

Letis Consorsium. 103 

Dari basil pengamatan penulis, proses pemeriksaan penetapan tersebut 

adalah sudah tepat. Dalam mengajukan permohonan penetapan No. 

103 Azas Pfurium Lelis Consortium, merupakan asas yang dikenal dalam gugatan perdata 
berbentuk co11tentioso, dimana pihak yang bertindak sebagai tergugat atau yang ditarik sebagai 
tergugat harus lcngkap, jangan sampai kurang pihak. Kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan 
tidak terpenuhinya syarat formil, dan lebih lanjut dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Yahya 
Harahap, op. cit., hal112-113. 
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240/Pdt.P/2008/PN.JKT Sel., PT SMS (pemegang saham yang tidak hadir dalam 

RUPS Luar Biasa perlama dan kedua PT BS) dan TL (M) Sdn. Bhd. (pemegang 

saham yang hadir dalam RUPS Luar Biasa pertama dan kedua PT BS), teiah 

dimasukkan menjadi pihak dalam pennohonan sebagai tennohon dan turut 

tennohon. Dengan kebadiran pihak yang berkepentingan tersebut,. maka hakim 

dapat mendengarkan dan memperoleh informasi dengan seimbang, dari sisi 

pemohon dan termohon. Termohon dan turnt 1ermohon diberikan kesempata.n 

untuk memberikan jawaban atas permohonan pemohon. Dengan kesempatan inl~ 

maka termohon dapat menjelaskan alasan ketidak hadirannya, mernberikan fakta­

fakto yang tidak diberikan permohon, menyangkal fakto-fakta yang diberikan 

pemohon atau menyatakan segala sesuatu yang dapat membenarkan tindakannya 

untuk tidak datang dalam RUPS perseron Dengan demikian, penetapan yang 

dihasilkan diharapkan adalah penetapan yang benar-benar adiL 

Pada intinya~ pemegang saham, sebagai piha.k yang berkepentingan 

dengan permohonan itu, harus dimasukkan sebagai pihak dalam pennohonan. 

Bila dalam permohonan penetapan kuorum RUPS ketiga, pemegang saham tidak 

dimasukkan menjadi pihak, rrmka PengadiJan Negeri dapat menolak permohonan, 

karena tidak memenuhi syarat formJL Hal tersebut, penulis Iibat dalam Penetapan 

No. 223/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel. Dalam Penetapan No. 223/Pdt.P/2008/PN.Jl.~.Sel, 

hakim pengadilan menyatak.an permohonan tidak dapat diterima karena tidak 

mernenuhi syarat formiL Tidak terpenuhlnya syarat fonnil, adalah lalrena tidak 

semua pemegang saham dimasukkan sebagai pihak (termohon) dalarn 

perm.ohonan tcrsebut. 104 

Dalam Permohonan Penetapan No. 240/Pdt.P/2008/PN.JKT SeL1 PT SMS 

dijadikan pihak dalam permohonan sehingga PT SMS mempunyai kesempatan 

untuk menjawab atau merespon pennohonan yang diajukan PT BS. Dari jawaban 

PT SMS. rnaka dapat dik:eta~ui adanya keberatan PT SMS atas legalitas direk.<:ii 

dan komisaris PT BS. Menanggapi keberatan PT SMS ini, hakim menilai bahwa 

sepanjang belum ada. pembatalan dan perubahan tentang kepengurusan direksi dan 

komisaris PT BS, maka kepengurusan direksi dan komisaris sebagairnana yang: 

104 Pengadilan Negeri Jakarta Selalan, Penetapan Nn. 223/PdtP/2008/PN.JktSel, tanggal 
13 November 20G8, h!IJ32w33 
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ada saat ini adalah tetap berlaku. Hal ini dinyatakan dalam pertimbangan hakim 

sebagaimana berikut: 

Menimbang, bahwa sepanjang belum ada pembatalan dan perubahan tentang 
kepengurusan, direksi dan komisaris PT BS, baik berdasaxkan suatu 
keputusan RUPSIRUPS-LB PT BS maupun berdasaikan keputusan 
Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, maka kepengurusan. 
direksi dan komisaris PT BS sebagaimana yang ada saat ini adalah tetap 
berlaku dan direksinya dapat dan berkualitas bertindak untuk dan atas nama 
Perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 98 UU No, 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas. 105 

Menurut penulis, memang gugatan yang diajukan oleh termohon (PT 

SMS) berkenaan dengan dasar pengangk:atan direksi dan komisaris PT BS, belwn 

memperoleb putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkraht van gewijdsde) 

sehingga tidak rnempengaruhi basil pengangkatan direksi dan komisaris yang 

dipi1ih dalam RUPS Tahunan PT BS. Hakim da:Iam hal ini lebih memilih untuk 

r.neiihat dari segi manfuat yang dapat diambil dengan dilaksanakanya RUPS Luar 

Biasa ketiga PT BS. 

2.3.2.1.2 Pertimbangau Normatif 

Pertimbangan norrnatif disini yaitu melihat bagaimana aturan hukum yang 

menjadi dasar dikabulkarutya permohonan. Pertama, hakim me1ihat secant 

seksama proses dan persyaratan yang ha.rus dipenuhi, dalam pelaksanaan RUPS 

Luar Biasa pertama dan kedua. Hakim mempertimbangkan prosedur yang telah 

dilalui oleh RUPS Luar B!asa pertama dan kedua dan membandingkan dengan 

aturnn dalam anggaran dasar PT BS dan UU Perseroan Terbatas. 

Dalam Penetapan 240/Pdt.P./2008/PN.lkt Sel., hakim telah mempertimbangkan: 

1) Cara pemanggilan untuk pelaksanaan RUPS Luac Biasa pertama, tennasuk di 

dalamnya jamk waktu pemanggilan dengan acara RUPS Luar Biasa, 

bagaimana pemanggilan dilakukan, apa saja yang ada dala.m 

panggilanlundangan. 

2) RUPS Luar Biasa pertama yang tetap dilangsungkan dan ditutup dengan 

dibuktikan oleh Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 

105 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penctapan No. 240/PdLP/2008/PN.JKT.Sel, 
langgal25 September 2008, ha!25. 
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PT BS No. 8 tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat oleh H. Parlindungan L. 

Tobing, SH., Notaris di Jakarta. 

3) Cara pemanggilan untuk pelaksanaan RUPS Luar Biasa kedua, termasuk di 

dalamnya: jarak waktu pemanggilan dengan acara RUPS Luar Biasa kedua, 

bagaimana pemanggilan dilakukan, apa saja yang ada dalam 

panggilan/undangan. 

4) RUPS Luar Biasa kedua yang tetap dilangsungkan dan ditutup dengan 

dibuktikan oleh Ak:ta Berita Acm Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 

PT BS No. 22 tanggal 28 Agustus 2008 yang dibuat oleh H. Parlindungan L. 

Tobln& SH .• Notaris di Jakarta. 

Segala ketentuan dan syarat-syarat untuk melaksanakan RUPS, yang diatur 

dalam UU Perseroan Terbatas, sebagaimana ditulis dalam bagian 2.1 tesis ini, 

harus terpenuhi. Bila salab satu tidak terpenuhi, maka sudah sepantasnya 

Pcngadilan Negeri menolak permohonan tersebul Contohnya. hila pemanggilan 

RUPS pertama kurang dari 14 (empat belas) hari atau Perseroan Uinpa 
• 

melaksanakan RUPS kedua, karena RUPS pertama tidak terpenuhi kuorum, 

langsung mengajukan permohonan pcnetapan kuorum ke pengadilan negeri. 

Setelah melihat bagaimana proses berlangsungnya RUPS Luar Biasa 

pertama dan kedua, selanjutnya bakim melihat, apakah memang ada atunm yang 

dapat dijadikan dasar hukum untuk mengajukan permohonan ini. Dalam hal ini, 

aturan yang dilihat adalah UU Perseroan Terbatas dan anggaran dasar PT BS. 

Sebagaimana dijelaskan di bagian 2.2.1 tesis ini, permohonan hanya boleh 

dilakukan terhadap masalah yang yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, 

yang menjadi dasar pennohonan, Dalam hal ini, pemohon telah memasukkan 

Pasai 86 ayat (5) UU Persezoan Terbatas sebagai dasar permohonan penetapan. 

Dengan melihat bagaimana peiaksanaan RUPS pertama dan RUPS kedua, 

permohonan untuk meminta penetapan kuorum ini telah memenuhi semua 

pcrsyaratan dalam UU Per.s.eroan Terbatas dan anggaran dasar PT BS. 

2.3.2. 1.3 Asas Kemanfaatan 

Dalam penetapan ini, yang juga menjadi pertimbangan hakim schingga 

mengabulkan perrnohonan PT BS, ada1ah kepenringan dari diselenggarakannya 
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RUPS itu sendiri. Pasal 86 ayat {6) UU Per.;eroan Terbatas, tidak mengharuskan 

hahwa RUPS ketiga harus dilaksanakan. Hanya saja, dikatakan dalam Pasal itu 

bahwa perseroan dapat memohon kepada ketua pengadUan negeri setempat untuk 

menetapkan kuorum ketiga, Jadl pilihan untuk meneruskan melakukan RUPS 

ketiga ada di tangan perseroan. Tentu saja, pilihan untuk meJakukan RUPS ketiga, 

berhubungan dengan urgensi RUPS itu sendirL PT BS merulai agenda RUPS Luar 

Biasa yang akan dilakukan PT BS saugat penting bagi kelangsungan perseroan. 

Dalam Penetapan No. 240/Pdt.P./2008/PN.lkt. Sel., Penulis melihat bahwa 

Hakim secam tegas mencantumkan dalam pertimbangan hukurnnya mengenai 

kepentingan (urgensi) agenda RUPS Luar Biasa PT BS. Untuk: mengetahui 

urgensi agenda RUPS tersebut, kita harus mengetahui apa akibatnya bila agenda 

RUPS tersebut tidak. dapat dijalankan, daJam hal ini penyesuaian anggaran dasar 

perseroan dengan UU Perseroan Terbatas. 

Sebelum lahimya UU Perseroan Terbatas, UU No. l/1995 tentang 

Perseroan Terbatas te1ah mengatur tentang pengertian Perseroan Terbatas sebagai 

badan hukum. 1116 Syarat-syarat pendirian Perseman Terbatas rnenurut UU No. 

1/I 9:95~ telah diaturjelas dalam anggaran dasar yang termuat dalam akta pendirian 

pendirian perseroan terbatas. 107 Dengan demikian, anggaran dasar yang termuat 

dalam akta pendirian perseroan terbatas, menurut UU No.lfl995, menjadi sah 

kerika anggaran dasar perseroan tersebut telah dilaporkan kepada menteri dan 

didaftarkan da1am daftar perusahaan. 108 Dengan sahnya akta pendirian Perseron 

Terbatas tersebut maka status hukum Perseroan Terhatas sebagai badan hukum 

sab. sesuai dengan UU No. 1/1995. 

Berdasarkan UU No. l/1995, PT BS merupakan perseroan terbatas yang 

telah memperoleh status badan hukum. Dengan lahimya UU Perseroan Terbatas, 

yang menggantikan UU No.l/1995) badan hokum Perseroan Terbatas yang 

angganm dasamya sudab mengikuti ketentuan UU No. 1/1995, diberikan 

HKi Indonesia (c), op.cit., Pasal I ayat {l), "Perseroan Terbatas yang sclanjumya disebut 
pcrscroan ada!ah badnn hukum yang dididkan berdasarkan pcrjanjian, mclakukan kcgialan usaha 
dengan modal dsar yang seluruhnya tcrbagi da!am saham, dan memenuhi pcrsyaratan yang 
ditctapkan dalam undang•undang ini sena pemturan petaksananya." 

!<li lhid,, Pasal8 ayat (!). 
108 Ibid., Pasal21. 
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kesempatan dalam batas wak:tu satu tahu.n, untuk melakuk:an kewajiban 

menyesuaikan anggaran dasamya, sesuai dengan ketentuan UU Perseroan 

Terbatas. 109 Oleh karena itu! dalam batas waktu penyesuaian anggara.n dasar 

kurang dari satu tahun7 maka anggaran dasar Perseroan Terbatas yang tela.h 

memperoleh status badan hukum yang masih mengikuti ketentuan UU No.l/1995 

masih dianggap tetap bedaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perseroan 

Terbatas. 

Selanjutnya) bagaimana bila sampai pada batas waktu. perseroan tidak 

kunjung menyesuaikan anggaran dasamya dengan UU Perseroan Terbatas? UU 

Perseroan Terbatas telah rnenentukan akibat hokum yang timbul terhadap 

Persecoan Terbatas yang belum melakukan kewajibannya untuk menyesuaikan 

anggaran dasamya dengan ketenruan yang baru. Perseroan Terbatas yang tidak 

menyesuaikan anggaran dasamya dalam waktu satu tahun.uo dapat dibubarkan 

berdasarkan putusan pengadilan negeri, atas permohonan pihak lrejaksaan atau 

pihak yang berkepentingan. 111 Hal ini berbeda dengan Undang-undang Penreroan 

Terbatas yang lama, yaitu UU No. 111995 Pasal125 ayal (3), dimana kewajiban 

penyesuatan anggaran dasar perseroan tanpa adanya sanksi/ancaman sanksi 

apapun. 

Apabila PT BS dibubarkan, maka &pat teljadi kerugian yang lebih besar 

dan lebih luas, yang tidak hanya berdampak terhadap para pemegang saham yakni 

PT SMS dan TL (M) Sdn. Bdn. Kelangsungan hidup suatu perseroan. dalam hal 

ini sebuah PMA. berdampak dan menguntungkan bagi banyak pihak, diantaranya: 

• Para pemegang saham perseroan, 

Dengan dibubarkannya perseroan, para pemegang saham tidak dapat lagi 

melakukan usaha, melalui perseroan yang memberikan keuntungan bagi 

pemegang saham. 

1
w Indonesia (a), (lp, cit., Pasal 157 ayat (3). "Perseroan yang telab mcmperob:h slatus 

badan hukum berdasarkan perawr.m pcrundang·undangan, dalam jangka waktu I (aalu) tahun 
sctclah bcrlakunya Undang-Undang inL wajih mcoyesuaikan anggaran dasacnya dengan ketentuan 
Undang-Undang ini." 

1 ~0 Batas waktuternkhir penyesualan yang diamanatkan menurut UU Perseroan Terbatas,. 
adalah langgal 16 Agustus 2008, yailu satu !ahun sejak diundangkannya UU Pcrseroan Tcrbalas, 
l:mggal 16 Agustus 2007. 

111 Indonesia (a), cp. cit., Pasall57 (4). 
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• Hubungan kelangsungan bidup perseroan dengan lapangan kerja, 

Dengan masuknya modal asing, maka tetbuka· kesempatan kelja yang lebih 

luas, sehlngga akan dapat mengurangi jumlah pengangguran. 

• Pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan ker:ja dan hubungan hukum 

dengan perse:roan. 

Contohnya, seperti kreditur. Bila perseroan dibubarkan maka kreditur akan 

kesulitan dalam meminta penyelesaian kewajiban perseroan. 

• Hubungan dengan perekonomian negara 

Dengan masuknya investasi asing ke Indonesia, maka dengan sendirinya 

akan dapat meningkatkan ekspor Hal ini akan mengak:ibatkan bertambahnya 

penerimanaan negara dari sumber devisa, yang nantinya akan dipergunak.an 

sebagai biaya pembangunan nasional. 

Selain hal-hal sebagaimana disebut diatas, PefSeroan Terbatas yang belum 

meJakukan penyesu.aian ·anggaran dasamya dengan UU Perseroan Terbatas dalam 

waktu yang ditetapk:an UU Perseroan Terbatas, maka nama perseroannya tidak 

akan terdaftar lagi dalam data base Direktorat Jenderal Administrasi Hukum 

Umum, Departemen Hokum dan Hak Manusia Republik: Indonesia. Aklbatnya, 

nama Perseroan Terbatas yang belum melakukan penyesuaian itu dapat dimohon 

lagi oleh pihak lain dan dapat dikabulkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia cq, Direktorat Jenderal Administ.rasi Hukum Umurn.112 Bila hal ini 

teljadi, tentu akan merugikan perseroan yang tidak melakukan penyesuaian itu. 

Akan banyak waktu yang tersita untuk mengurusnya. be1um lagi biaya-biaya yang 

harus dikeluarkan karena rnasalah tersebut. Jadi sebaiknya perseroan yang belum 

menyesuaikan anggaran dasamya dengan UU Perseroan Terbatas) barns segera 

disesuaikan sehingga menjamin kepastian hukum bagi perbuatan hukum yang 

akan d1lakukan oleh Perseroan temebut agar tidak bertentangan dengan UU 

Pecseroan Terbatas. 

Disini pengadi1an neg:eri berperan dalam melindungi kelanjutanleksistensi 

suatu perseroan. Dalam proses lahimya hukum, hal ini dikenal sebagai asas 

112 Helena F. Saragih Sitio, "Dampak Dari Bel urn Dipenuhinya Kcwajiban Melakukan 
Pcnycsuaian Anggaran Dasar Berdasarkan Urtdang-Undang No. 4012007 ," Tes[s Universilas 
Indonesia, Depok, 2007, 'haL 45. 
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keman.fuatan. Artinya, bahwa hukum dibuat berguna unruk orang banyak dan 

masyarakat "Penekanan azas Kemanfaatan, lebih bernuansa ekonomi. Dasar 

pemikirannya adalah bahwa hukum adalah untuk manusia atau orang banyak, oleh 

karena itu tujuan hukum harus berguna untuk manusia atau orang banyak 

tersebut. .., 11 3 

Dalam Penetapan No. 240/PdtP J2008/PN.Jkt Sel, Hakim Pengadilan 

Negeri mempertimbangkan bahwa banyak pihak yang hergantung pada 

kelangsungan PT BS, sehingga akhimya haldm berpendapat bahwa teroapat 

kepentingan yang wajar dari pemohon untuk disetenggarakannya RUPS Luar 

BiasaPTBS. 

2.3.2.2 Upaya Hukum Termohon 

Sebagairnana teJah dije1askan pada awal bagian ini, bahwa permohonan 

penetapan kuorum RUPS ini merupakan permohonan yang diselesaikan secara 

contensiosa, dan tidak bisa secara ex-parte. Oleh karenanya, dengan ditariknya 

pihak yang berkepentingan dalam pennohonan maka sesungguhnya pemegang 

saham yang tidak hadir dalam RUPS te-rse but dapat mengemukakan jawaban atau 

alasannya sebagai pertirnbangan hakim. 

Dalam penetapan ini, PT SMS, sebagai pihak yang berkepentingan dengan 

hasH penetapan, juga menjadi baglan dalam pemohonan ini sebagai pihak 

termohon. Sehingga, fakta~fakta yang dikemukakan oleh PT SMS, sebagai 

termohon, dapat didengar dan menjadi pedoman hakim pengadilan negeri dalam 

mengeluaikan penetapan ini. Jadi pada prinsipnya, telah ada posisi yang adil, 

antara pemohon dan termohon. OJeh karenanya, penetapn yang dihasilkan 

tentunya diharapkan pula memberikan rasa keadilan hagi pemohon dan termohon. 

Namun. hila permohonan dikabulkan, dan dirasakan tidak adil o1eh 

termobon, apakah atas penetapan kuornm RUPS ketiga juga dapat dilakukan 

upaya hukum? Untuk menjawab ini. maka kembali hatus dilihat bagaimana aturan 

mengenai permohonan ini diatur dalam UU Persero.an Terbatas. Masing-masing 

lu Lintong 0. Siahaan, '"Perun Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum 
("Rech!svfoding") dan Penclptaan Hukwn {"Rechlsschepping") Pada Bra Rcformast dan 
Tnmsformasi," (Tu!isan disampaikan untuk memcnuhi salah satu s.yara( mengiku!i seleksi Calon 
Hakim Agung, Jakarta. 6 Juni 2006}, bal. 13. 
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pennohonan memiliki atunm sendiri sebagai landasan dapat diajukannya 

permohonan, dan dJ dalam aturannya juga diatur mengenai upaya hulrum yang 

dapat ditempuh. 

Landasan dapat diajukannya peimQhonan penetapan kuorwn oleh 

pengadilan dapat dilihat dalam Pasal 86 UU Pen>eroan Terbatas, Dalam Pasal 86 

ayat (7) UU Perseroan Terbatas disebutkan dengan tegas bahwa Penetapan ketua 

pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud -pada ayat {5) 

bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Tentang apa yang dimaksud 

bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat dilihat dalam 

penjelasan 86 ayat (7) UU Perscroan Terbat.as, yaitu bahwa atas penetapan 

tefliebut tidak dapat diajukan banding. kasasi atau peninjauan kembalL 114 

Sehingga. bila permohonan ditolak. rnaka pemobon tidak dapat melakuk:an 

banding atau pun kasasi atau peninjauan kembali. Lalu bagaimana halny.a bila 

permohonan dikabulkan? 

PenuJis menyimpuJkan babwa sebaliknya pun demikia11; bahwa PT SMS, 

dalam hal ini telah ditarik menjadi termohon, tidak dapat mengajukan banding. 

kasasi atau peninjauan kembali atas penetapan ini. Ketentuan ini dimaksudkan 

agar pelaksanaan RUPS ketiga tidak dapat ditunda lagi dengan alasan penetapan 

belum mempunyai kek:uatan buk:um yang tetap. Bila RUPS tertunda lagi, maka 

akan berdampak pada kelangsungan perse{oan, sebagaimana dibahas dalam 

bagian 2.3.2.1.3 tes:is ini, tentang asas kemanfaatan. 

Bila PT SMS, tidak dapat menerirna basil penetapan tersebut maka dia 

dapat mengajukan gugatan perdala sendiri atas hal yang ditentangnya, Dalam hal 

ini adalah mengenai keabsahan pcngangkatan direksi dan dewan kornisaris PT BS. 

Gugatan perdata itu sendiri telah dilakukan oleh PT SMS, dan sedang dalarn tahap 

banding di Pengadilan Tinggi DKJ Jakarta. 

Sesungguhya, antara pemegang sabam yang satu dan yang lainnya telah 

teijadi sengketa, sehingga sulit untuk ada kexjasama yang baik, demi kemajuan 

usaha perseroan. Secara Jogika, dilihat dari tujuan pemegang saham untuk 

berinvestasi dengan mendirikan Perseroan Terbatas, sepatutnya. diantara 

pemegang saham ada rasa saJing mendukung karena mereka mempunyai tujuan 

IU lndunesia (a}, cp. cit., Penjelasan Pasal86 a}11t tn 
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yang sama yaitu, memperoleh keuntungan dari ja1annya usaha perseroan. Jadi bila 

ada ketidakhadiran pemegang saham dalam suatu RUPS, yang mengakibatkan 

terhambatnya jaian dan kelangsongan hidup perseroan, sulit untuk meneruskan 

jalannya perseroan. 
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3.1 Kesimpulan 

BABm 

PENUTUP 

Dalam penelitian ini, penulis mengetahui bahwa dalam pemeriksaan perrnohonan, 

tidak selalu hanya didasarkan pada kepentingan sepihak saja, atau kepentingan pemohon 

saja. Tapi, dalam perkara yang menyangkut perseroan terbatas, dalam hal ini permohonan 

penetapan kuorum RUPS, pemeriksaan pennohonan dilakukan dengan melibatkun pihak 

lain, yang berkepentingan dengan pennohonan tersebut. Pihak yang berkepentingan 

dalam permohonan ini adalah pemegang saham perseroan. OJeh karena itu, dalam 

mengajukan permohonan penetapan kuorum RUPS ketiga, para pernegang saham juga 

hams dij adikan pibak, yaitu sebagai te:rmohon. Dari peneiitian ini, penulis 

menyimpulkan: 

1. Permohonan penetapan kuorum RUPS, tidak serta merta dipenuhi oleh Pengadilan 

Negeri. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukun atas Penetapan No. 

240/Pdt.P./2008/PN.Jkt. Sel., maka apa yang menjadi dasar diterimanya 

permohonan, adalah sebagai berikut: 

a) Tanggapan Pernegang Saham alas pennohonan penetapan tersebut. 

Pada intinya disini adalah pemegang saham harus dijadikan pihak dalam 

pennohonan. Dengan posisinya sebagai pihak dalam pennohonan, maka 

pemegang saharn juga dapat didengarkan infonnasinya oleh hakim. Bila dalarn 

perrnohonan penetapan kuarum RUPS ketiga, pemegang saharn tidak dimasukkan 

menjadi pihak, maka Pengadilan Negeri dapat menolak pennohonan, karena tidak 

memenuhi syarat formiL Dengan adanya pemegang saham sebagai pihak, maka 

ada kesempatart baginya untuk menyampaikan alasa.n serta tanggapan atas 

pengajuan permohonan tersebut. Dengan dernikian informasi yang didapat oleh 
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hakim Pengadilan Negeri dapat lebih seimbang, dan menghasilkan penetapan 

yang lebih adil. 

b) T erpenuhinya syarat nonnatif, yaitu segala ketentuan yang disyaratkan dalarn 

pelaksanaan RUPS harus lerpennhi dalarn RUPS pertama dan kedua. Dalam 

mengajukan permohonan penetapa.n kuorum ketiga, pemohon harus memastikan 

bahwa segala tahapan penyelenggaraan RUPS pertarna dan kedua yang 

disyaratkan dalaru UU Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan hams 

terpennhi. 

c) Adanya asas kemanfaatan dari terselenggaranya RUPS ketiga. 

Disini pengadilan negeri berperan dalarn mellndungi kelanjutan/eksistensi suatu 

perseroan. Dalam proses Iahirnya hukum, hal ini dikenal sebagai asas 

kemanfaatan. Artinya, bahwa hukum dibuat berguna untuk orang banyak dan 

masyarak:at. Dasar pemikirannya adalah bahwa hukum itu untuk manusia atau 

orang banyak, o~eh karena itu tujuan hukum harus bergun' untuk manusia atau 

orang banyak tersebut. Terhalangnya pelaksanaan RUPS Luar Biasa PT BS, 

karena tidak terpenuhinya kuorum, dapat merugikan banyak pihak, bukan hanya 

pemegang saham PT BS. 

2. Pihak yang berkepentingan dalarn hal ini pemegang saham, Ielah ditarik menjadi 

sebagai pihak dalam pennohonan, yaitu sebagai termohon, maka dia plli1 terikat 

dalam hasil penetapan itu. Dengan dlkabulkannya permohonan penetapan kuorum 

RUPS ketiga, maka selain terhadap pemohon, penetapan ini juga mengikat 

tennohon. Untuk itu, ketentuan bahwa penetapan knorum RUPS bersifat final dan 

mempunyai kekuatan hukum tetap, juga berlaku kepada tennohon. Sehingga, bila 

permohonan diterima, maka tennohon tidak dapat melakukan banding atau ptm 

kasasi atau peninjauan kembali. Dnlam UU Perseroan Terbatas, hal ini diatur 

demikian agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda. 

Namun, bila termohon tetap tidak puas atas basil penetapan, atau merasa 

dirugikan, maka termohon dapat mengajukan gugatan perdata barn. Tentu saja 

gugatan tersebut tidak akan menunda dilaksanakannya RUPS ketiga1 karena 

kepentingan banyak pihak bergantung pada pelaksanaan RUPS tersebut. 
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Dengan demikian permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini sudah 

teijawab. Bahwa dasar diterimanya permahonan tergantung pada diterima atau tidaknya 

alasanljawaban pihak terrnohon oleh hakim, terpenuhinya syarat normatif. dan adanya 

manfaat dikeluarkannya penetapan, Sedangkan atas penetapan ini, terrnohon lidak dapat 

mengajukan banding atau pun kasasi atau peninjauan kembali, karena hasil penetapan 

juga mengikat pemegang saham, sebagai termohan. Yang dapat dilaknkan pemegang 

saham yang tidak puas akan basil penetapan adalah mengajukan gugatan bam. 

3.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di at!ls, penulis menyamukan: 

I. Agar dalam permobonan penetapan kuorum RUPS, pemegang saham ikut 

d.imasukkan menjadi pihak. Hal ini karena pennohonan penetapan kuorum RUPS 

tidak dapat diartikan sebagai perkara voluntair, tetapi harus dipandang sebagai 

perkara contentioso. Maka, bila ingin mcngajukan permohonan penetapan 

kuorum, pibak yang berkepentingan dalam hal ini, pemegang saham juga 

dimasukkan menjadi pihak dalam perrnohonan, yaitu sebagai termohon. Karena 

bila pemegang saham tidak ditruik sebagai termohon, permohonan dapat ditolak 

oleh Pengadilan Negeti, atau pemegang saham dapat mengatakan, bahwa ia tidak 

terikat dengan hasil penetapan tersebut, karena ia buk:an pihak: dari pennohonan, 

2, Agar RUPS selalu diselenggarakan sesuai dengan UU Perseroan Terbatas dan 

anggaran dasar perseroan. Karena jika nanti temyata kuorum RUPS tidak 

terpenuhi dan harus mengajukan pennohonan penetapan kuorum ke Pengadilan 

Negeri, tidak ada celah bagi pengadilan negeri untuk menolak permohonan, yang 

dlsebabkan tidak terpenuhinya syarat nonnatif Bl!a ada dalam proses 

penyelenggaraan RUPS pertarua atau RUPS kedua yang bertentangan dengan UU 

Perseroan Terbatas dan anggaran dasar, pemegang saham dapat menjadikannya 

alasan agar hakim pengadilan negeri menolak permohonan tersebut 
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P E N E T A P A N 
No. 240fPdt.Pf200BJPN.JKT Set. 

"OEMI KEADILAN BEROASARKAN KETUHANAN YANG MAHA EsA" 

Pengadllan Negeri Jakarta Se!alar1 yang memeriksa dan mengadi!i perkara 

permohonan pada tingkat pertema, telah memberikao Penelapan sebagai betlkut di bawah 

ini a!as perrnohonan dari : 

PT. BUMlPERMAI SURYALESTAF!I, 

Suatu perseroan terbatas yang didirlkan menun.rl dan berdasarkan hokum Negara 

Repub1ik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang dalam hal ini memllih domisili 

hukum di afamat Kuasanya yaitu Agus Soetopo, SH.MH., Advokat pada Kan(or 

Hukum ADAMS & CO, Counsel!ors~at Law, berkantor di Wisma Bumi Putera, 

Umtai 15, Jalan Jer.den:~l Sudlrman Kav, 75, Jakarta Selatan, berdasar1<an Surat 

Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2008, selanju~nya disebu! PEMOHON ; 

MELAWAN:. 

I. PT. SADIN MULTIAGRO SENTOSA, 

Suatu perseroan tcrbatas yang d!dinKal'l menurut dan bel'dasarkan hukum 

Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Gajah 

Mada Tower, Lanfal20. Suite 01, Jalan Gajah Mada No, 19-26, Jakart~ Pusat. 

selan]ulnya disebut TERMOHON : 

II. TE~AGA LESTARI {M) Sdn. Bhd., 

Suatu perq$ahaan yang didlrikan berdasarkan Malaysian Companies Act 

1965, tlibawah noniDf registrasi 312715, berkedudukan di Tiara Labuan, Jalan 

Tanjung Baiu, 870"00 F.T" Labuan, Malaysia. melalul Kuasa Hukumnya yaftu 

David M.L Tob1ng, SH,M,Kn., berkantor dl Wisma Bumi Putera, laniai 15, 

Jafan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan. selanjutnya disebut 

TURUT TEF!MOHON ; 

Pcngadilan Negeri tersebut : 

T efah memba~ surat-surat dalam berkas permohonan ; 

Te!ah ... /2 
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Telah mendengar keterangan Pemohon, Terrnohon dan Turut Tennohon di 

persidangan ; 

Terah memperajari buktl~buktr tertu!is yang dlajukan di persidangan ; 

TENTANG DUDUKNYA PERKARA 

Menimbang, bahwa Pemohon me!alui KualSia Hukumnya te!ah mengajukan 

Perrnohonan tertanggal 29 Agustus 2008, yang telah lerdaftar di Kepaniteraan 

Pengadi!an Negeli Jakarta Selatan pada tanggat 29 Agus1us 2008 dfbawah Reg!stet 

No. 2401Pdt.P/2008/PN,JKT Set. te!ah men:gemukakan hal~hal sebagai belikut ·:. 

A. KEWENANGAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN UNTUK 

MEMERIKSA PERMOHONAN AQUO 

1. Bahwa Pemohon/Perseroan ada!ah suatu perseroan 1erbatas yang berdornisili 

di Jakarta Sefatan dimana domisili Pemohon/Perseroan tersebut berada da!am 

wf!ayatt hukum Pengadffan Negeri Jakarta Sefatan. Oleh karena itu, sesuai 

dengan kelentuan Pasal as ayat (4) juncto Pasa! 86 ayat (5} UU PT, 

permohonan a quo harus diajukan kepada Kefua Pengadilan Negerl yang 

daerah hukumnya meliputi domisili Pemohon. Dengan demiklan, Ketua 

Pengadilan Neger1 Jakarta Selatan berw€-nang untuk memeliksa permohon.an ; 

Pasal 88 ayat (4) UU PT: 

~(If) Ketentuan sebagalmana dimaksud dalam Pasaf 86 ayat (5), ayat (~). ayat 

(7). ayal (8), dan ayat (9) mutaUs mutandis berlaku l>agi RUPS 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )". 

Pasal 86 ayat {5) UU PT : 

'(5) Da!am hal kuorom RUPS kedua sebagaimana dimC~kStJd pada ayar (4) 

tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan 

neqeri yang daerah hukumnva melfputi tempar kedudukan Perseroan 

atas petmohortan Persaroan agar diletapkan kuorom untuk RUPS ketfgao 
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B. SUSUNAN PEMEGANG SAHIIM PEMOHON/PERSEROAN 

2. Bahwa susunan terakhlr pemegang saham Pemohon/Perseroan berdasarkan 

Aida Pernyataan Tantang Sebagian Kaputusan Rapat Umum Pemegang 

Saham Tahunan Perseroan No. 6 tanggat 18 Junl 2007, yang dibuat 

d'Jhadapan H. ParfJnduflgan L Toblng, SH., Notarls di Jakarta, sebagalmana 

te!ah dan dicatat dalarf! Slsminbakum Menteri Hukum dan Hak Asast AI . . 
langgal 21 Junl 2007, dan ~e!ah mendapatkan penerimaan pemberltahuan ,dari 

Manteri Hukum dan.HAM N'o. \'V?·HT.OU0-9050 tanggal21 Juni 2007, adslah 

sebagai barfkut : 

a. Tenaga Leslarl (M) Sdn. _Shd., selaku pemegang 1.249.41 i {satu jula dua 

ratus empat. puluh sembllan ribu empa1 ratus sebelas) saham, atau_ 

seruruhnya mewakili 56~ {lima ptduh enam persea} darl jumlah total modal 

yang telat'! dltempatkan·tdan diambil bagian da!am Pemohon/f'erseroan 

dan r ., 

b. PT. Sadin Mu!Uagro Sentosa, selaku pemegang 981.679 (sembitan ratus 

delapan pu!uh saw ribu enam ratus tujuh puluh sembiian) saham, atau 

scluruhnya mewak!!l 44% (empat puluh empat persen) darl jum!ah total 

modal ~yang~ telah dilempatkan dan diambil bagian dalam 

Pemohon/Perseroao ; 

C. FAKTA HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENYELENGGARAAN AUPS LB 

PERSEROAN 

Penyesuatan Anggarao Oasar Perseroan 

3, Bahwa sejak UU PT diUndangkan J diberlakukan, UU PT pada Pasat 157 ayat 
' 

(3) telah mengamana~mewaJibkan kepada seluruh perseroan yang telah 

me'mperoleh status· badan hulwm berdasarkan peraturan perundang-undangan 

· (termasuk Pemohon) unluk menyesua!kan anggaran dasamya dengan 
~ ' I 
ketentuan UU PT. P'enyes~aian iUJ sendiri harus dllakukan paling !ambat 

sampai dengan tenggal 16 Agustus 2008 ; 

Pasal ... /4 
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Pasa/157 ayat (3) UUPT : 

"(3) Per.;eroan yang Ieiah memperoleh s/atus baden hukum betdaserl<an 
• 

paraturan parondang-undangan, dalam jangka waktu 1 (se/u) tehun 

setelah berlekunye Undeng-.Undang fni W!iiiP menyesuslkan engg_srea 

dasamYJ! dengan katentuan Undeng-Undrmg In!.: 
_, 

,. 
perubaha:n ftu sendiri wajlb diteta.Qkan oleh RUPS. Hal ini sesuai dengan 

ketentuan Pasal )9 ayat (1) yang selengkapnya menyatakan bahwa 

"Perubahan anggaran_dasar ditetapkan RUPS"; 

5, Bahwa agar PefTiohon/Perseroan dapat melaksanakan/memenuhi amanat 

UU PT khususnya Pasal 157 ayat (3) UU PT, maka :Pemohon/Perseroan 

harus terlebih -dahulu menyelenggarakan RUPS dimana RUPS tersebut 

menyetujui untuk dilakuk;~mnya perubahan anpgaran dasar Pemohonl 
I . ' -

Pers~roan yang dfsesuaikan dengan ketentUan UU PT ; 

Pemanggllan RUPS ~B Pertama 
' 

' 6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayal (1) UU PT, Direksi Pemohonl 

Perseroan wajib melakukan pemanggi!an RUPS kepada para pemegang 

saham sebelum RUPS LB Pertama dlselenggarakan Oleh karena ltu, 

Pemohon/Perseroan telah melakukan pemanggilan dengan cara 

mengirimkan surat tercatatlundangan te~nggal 29 Juli 2008. yang. 

ditujuk.an kepada pemegang saham Pemohon/Perseroan {in casu Terinohon 

dan Turut Termohon). agar Termohon dan Turut Termohon hsdir dalam 

RUPS LB Pertama dengan meta aeara/ag~nda rapat yaitu penyesualan 

anggaran dasar Perseroan dengan UU PT, pada tanggal 14 Agustus 

2008; 

Pasal81 ayat (1) UU PT: ,, 
"{1) Direksi mslskukan pemanggilan kspada pemsgang saham ~b~lum 

menyelengarokan RUPS". 

I 
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1. Bahwa pemanggifan A.UPS LB Pertama yang dllakvkan ltu sendlri te!ah 

sesuai dengan keteotuao Pasal81 aya! (1) UU PT dan Pasal82 ayat (1), (2), 

(3) dan (4) UU PT,karena pemanggilan RUPSLB Pertama dilakukan dengan 

cara: 

( a. ::~::~~~:~ ::~ ~ :m~: ~~:~"::; :~:~:~p::;~o:::::: 
\ disP.fenggarakan ; 

' D. Pemanggl!an dilakukan dengan cara mengirimkan surat tercatat; 

c. Dalam surat tercatatlundangan telah dicantumkan tanggal, waktu, tempat 

dan mala acara rapat ; dan 

d. Bahan RUPS lB Pertama tefah dikirimkan dan rliterima oleh Termohon 

dan Turut Termohon; 

Dengan demlkian, telah terbul<:ti hahwa pemanggllan RUPS LB Pertama 

yang dilakukan oleh PemohoniPerseroan !Blah sesuai dengan keten!uan 

Pasal81 aya! (1) UU PT dan P'asal82 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU PT; 

Pasal82 UU PT : 

"(1) Pemanggilan RUPS dilakukan, dalam jangke waktu paling lambat 14 

lwmat be/as) hari ~abe/um t~ngg§l R,UPS (!iad~kan. dengan tidak 

memperhilungkan langga/ pemanggil?n dan langgal RUPS; 

"· ~· (2) Pemsnggilan RUPS dilakukan dengan Sural Teroatat danlatau dengan 

/klan dalam Surot Kabar ;, :: 

(3) Da!am panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mala 

acara rapat disertai f.¥Jmbsritahuan bahwa bahan yang akan 

dibicarakan dalam RUPS' lersedia di K~ntor Perseroan sejak tanggal 

dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS dladakan; 

(4) Perseroan wsjib fi1embenkan safinan bahan sebagaimana dimaksud 
-' 

pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cuma~cuma jika_ _ :1 
dimi'nta; 

. 

(5) Dalam hal .. ... dsf'; 

Ponyelenggaraan .. ./6 

.. ( 
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,. 
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• 
P&nyelenggaraan RUPS LB Portama 

8. Bahwa RUPS LB Pertama Ielah diselenggarakan pada !anggel 14 Agus!us 

2008, bertempa! di Kantor No!aris Parlindungan L Tobing, SH., Notarts di 
' 

Jakarla, sebagaimana dapat dibuktikan dengan Akia Beri!a Acara No. 8 

!onggal14 Agustus 2008, yang dibuat oleh H. Parlindungan L Tobing, SH., 

Nolaris di Jakar!a ; 

9. Bahwa meskipun telah dilakukan pemanggilan RUPS LB Per!ama, faktanya 

' pada RUPS LB Per!ama hanya dihadiri oleh 1 (satu) dart 2 (dua) pemegang 

saham Pemohon/Perseroan yang ada yaitu Turut Termohon selaku 

pemegang 1.249.411 (satu juta dua ratus empat puluh sembifan libu empat 

ra!us sebelas) saham, alau seluruhnya mewakili 56% (lima puluh enam 

persen) dari jumfah total modal 'yang telah ditempatkan dan diambil bagian· 

<;lalam Pemohon!Perseroan. Sedangkan pemegang saham Pemohon/ 

Perseroan lainnya tidak h;!dir dalam RUPS LB Pertama yaitu Termohon, 

se/aku pemegang 981.679 (sembilan ratus delapan puluh satu enam ratus 

tujuh puluh sembilan) saham, atau seluruhnya mewakili 44% (empat puluh 

empal persen) dari jumlah total modal yang telah ditempatkan dan diambil 

bagian da!am Pemohon/Perseroan ; 
' 

10.Bahwa oteh !<arena pada RUPS LB Pertama.hanya dihadiri 56% dart jumlah 

se!uruh saharn Pemohon/Perseroan dirnana jum!ah saham. seluruhnya 

adalah 2.231.090 maka RUPS LB Pertama tldak dapat dilanjutkan. Hal ini 

dikarenakan Pasal 88 aya! (1) UU PT dan Pasal 25 ayat (1) huruf a 

Anggaran Dasar Pemohon/Perseroan mensyaratkan bahwa RUPS untuk 

mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling 

, sedlkit dihadiri oleh 213 (dua per tlga) bagian atau-66,6% dari jumlah se!uruh 

·Saham (kuoru~ kehadiran) dan keputusa~ disetujui oleh 213 (dua per tiga) 

bagian atau 65,6% dart jumlah seluruh daham (kuorum pengambilan 

!<eputusan} ; 

Pasal 88 ayal (1) UU PT: 

"(1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar datiat dilangsungkan jlka dalam 

rapat paling sedik/1 213 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham ' . . 
dengan hak suara hadir atau (liwakifi da/am RUPS dan keputusan 

' 
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f 

sdalah sah ;7~e diS1Jiujui paling sed/kit 2/3 (duo porligo) bag/an dsrf 

jumlah suara yang dikBluarkan, kecuali anggat'fm dasar memmtukan 

kuorom kehadiran denlatau kelentuen tenteng pengembilan keputusan 

RUPS yang lebih beset"; 

Pasal25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan : 

"Pewbahan Anggemn Dasar hams diputuskan berrJasarkan suatu keputusan 

Rapat Umum Pe(flegang Saham Lusr Biasa, yang dlhadiri oleh para 

penregang saham- dan/atau kuasa para pemegang saham yang mewakili 

paling sediklt 2/3 {dua per t.iga) bagian dari jumiah seluruh seham yang· teleh 

dikeluarkan dengan hak suera yang ~u3h1 den keputusan harus (;Jiambl! 

berdasari<an suara seiJ.tju paling sedikil 2/3 (dua per Uga) bag/an dar/ jumlah 

seluruh saham yang diksluarkan dsngan hak suara yang sah"; 

11. Bahwa rneskipun kuorum kehadiran pada RUPS LB pertama tidak tercapai, 

namLin RUPS lB Pertama tetap d!huka dan kemudian ditutup selanjutoy~::. 
mengenai tldak tercapa!nya kuorum kehadiran telah dicatat dafam notulen ·~ 
rapat. Hal ini S<lsuai dengan ketentuan Pasal88 ayht (4) junc!o Pasal 86 UU 

PT. yang pada pokoknya menyatak~n bahwa suatu RUPS harus tetap 

dibuka meskipun kuorum kehadiran tidak tercapai ; 

Pasal 88 a'l"t (4) UU PT: 

"(4) Ketontusn sebagaimana dimeksud deism Pass/ 86 aye/ (5), eyat (8), 

ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutaffs mulsndis berlaku bagi RUPS 

sebagaimana dlmaksud psda ayat (1) ; 

r.o-
Paool 86 UU PT : Penjalasan Pasal86 UU PT: 

"(1) RUPS dapal dilangsungksn .... as/; ' 

(2) Dal13m hal kuorom sebagaimana "(2) Datam hal kuorum RUPS parlama 

dimaksud pada ayat (1) Udak tidak tercapai, I!!P•t harus tetae 

tercapai, dapat dladokan r.!ibuka dan kemudlan diwwp 

pemanggifan RUPS Kedua ; 

I 
dengan membuat notolen rapet 

\ 
yang menerangkan bahwa RUPS 

Pertama tidek dapat dilanjutkan 
' ' karena kuorum tidak tercapai dan 

! sefanjutnya dapat diadakan 
' . . pemanggilan RUPS yang kedua"; 

~----

(3) Dalam .. .I 8 
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Pasal 157 UU PT : 

"(3) Perseroan yang tolah memperolah status badan hukum berdasarkan 

peraturan parondeng-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun 

seteleh berlakunya Undang-Undang ini wajlb menyesuaikan anqggren 

dasamya denQ!IIl ka(gntull!J Ungsng-Un(lang /ni"; 

(4) Perseroan yang tidWi menV<>sueikan anqgaran dassni~~ dalam jsngkB 

waktu sebagaimana dlmaksud pads eyat (3) dapaf dibubarkan 

bardssarkan putusan penge.dilan nageri ales p9rmohonan ke}aksaan 

atau pihak yang berkfJpentlngan~; 

18. B"ahwa mengingat kuorum kehadiran yang tercapal pada RUPS LB P~rtama 

dan RUPS LB Keduahanya Hbesar 56% dari jumlah seluruh saham dengan 

hak suara hadir atau diwakilkan dalam kedua RUPS LB !ersebut, sedangkan 

kuorum kehadiran RUPS LB Pertama menuOJl PasaJ-86 ayat (1) UU PT dan 

Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Pemohon!Parseroan adalah sebesar 

66,6% dan kuprum kehadiran RUPS LB Kedua menurut Pasal 88 ayat (3) 

UU PT adalah sebesar 60%, make apabila RUPS LB Ketiga diselenggarakan 

tanpa ditetapkan kuorum yang lebih kecil dan Termohon tetap, tidak hadi~ 

RUPS LB Ketiga yang akan diHienggarakan tetap tidak dapa! 

dl!angsungkan maupun mengambilkan keputusan dan pada akhimya 

Pemohon/Perseroan tidak akan pematl dapat menyesuaikan anggaran 

dasarnya dengan UU PT. Padahal, penyesuaian ini wajib dilakukan oleh 
·• 

set!ap perseroan tennasuk Pemohon/Perseroan senlllri; '· 

Dengan demikian, agar penyesualan anggaran dasar Pemohon/Perseroan 

tidaK terhambat o!eh karenn disebabl<~ tldak tercapainya kuorum keh8.diran, 

maka Pemohon/Perseroan perlu mengajukan permohonan untuk ditetapkan 

kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan yang lebih kecil • 

yaitu : (i) 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) bagian darl jumlah seluruh 

saham dengan hak suara hadlr atau diwakili dalam RUPS LB Katiga (kuorum 

kehadlran) ; dan (ii) 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) bagian dari jumlah 

suara yang dikefuarkan secara sah dalam RUPS LB Ketiga (kuorum . ' 
pengambilan keputusan), sehingga RUPS LB Ketiga yang akan datang 

dapat dilal<sanakan dan mengQmbil kep'utusQn untuk disetJ)uinya 

dilakukannya panyesuaia.n anggaran dasar Pemohon/Petseroan dengan 

UUPT; 

19. Bahwa :, /12 
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19. Bahwa mehgacu pada ketentuan Pasal 88 ayat (9) UU PT. RUPS LB Kettga 

haws dise!enggarakao dalam jangka waldu paling capat 10 (saputu~) harl 

dan paling lamba! 21 (dua puluh • satu) hari setelah RUPS LB Kedua 

dita.ngsungkan sehlngga apabna mangaou pada ketentuan tersebut, 

pemanggilan RUPS LB Ketiga harus dilakukan paling lambat tanggal 10 

§eptember 2008 dan RUPS LB Ketlga sendiri diselenggarakan paling lambat 

pada tanggal 18 Saptemll!!r 2QQ6. Dangan demikian, Pemo~on bemarap 

agar Ketua Pengadiran Negeri Jakarta Se!atan berkenan mengeluarkan 

penet.apan atas permohonan aquo paling lambat tanggal 9 September 2006 

(satu hari sebelum jangke waktu maksimal dilakukannya pemanggilali RUPS 

LB Ketiga); 

Namun, Pemohon juga sadar a:kan ketentuan hokum acara pemeriksaan 

penmohonan dimana pihak-pihak yang berkepentingan harus turut dipanggil 

dan cleh karenanya proses pemeriksaan akan memakan waktu me'iebihi 

jangka waktu makslmal untuk diselenggarakannya RUPS LB Ketiga 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 88 ayat (9J UU PT yaitu p~da tanggal 

18 September '2008. Dengan Oemikian, apabila penetapan atas perrnohonan 

aquo tidak dapat diberikan dalam jangka waktu 10 {sepuluh) hari sebelum 

RUPS LB Ketiga dlselenggarakan maka Pemohon memohon kepada Ketua 

Pengadilan Negerl Jakarta Sefatan agar dalam amar penetapan ditetapkan 

bahwa. peoyelenggaraan RUPS LB Ketiga dise!engqarakao dalam fangka 

waktu paling cepat 10 (sepuluhl hari dan paling l!imbat 21 (llua puluh satul 

hari setal< :@nggal penetapao atas peo;nohonao aquo ditetapkao ; 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon/Perseroan dengan ini memohon 

kepada Ketua Pengadi!an Negerl Jakarta Selatan agar kiranya berkenan untuk 

membenl<an amar Penetapan sebagai berikut : 

MENETAPKAN 

1. Mener1ma dan mengabulkan Perrnohonan Pemohon untuk seluruhnya: 

2, Menetapkan kuorum kehadiran untuk dapat diselehggarakannya Rapat Umum 

Pemegang Saham Luar Siasa PT Bumipermai Suryalestari Ketiga adalah paling 

sedikit 50%+ 1 {lima puluh persen plus satu) baglan dari jumlah seruruh saham 

dengan hak suara hadlr atau dlwaklli dalam Rapat Umum Pemegang Saham 

Luar Biasa tersebut ; 

3. Menetapkan l/13 
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3. Menetapkan kuorum pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang 

Saham Luar Blasa PT Bumlpennai Suryalestari Ketiga adalah paling sedi~ 50% 

+ 1 {lima puluh persen plus satu} bagian dari jumfah suara yang dikehJarkan 

secara sah da!am Rapat Umum Pemegang Saham Luar Siasa PT Bumiperrnai 
' Swyalestan tersebut ; 

4. Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemagang Saham Luar Blasa PT 

Bumipermal SuryQiestarl Ketiga dengan kuorum kehadlmn dan J::uorum 

pengambflan keputusan berdasarkan Penetapan inf dise!enggarakan dalam jangka 
·. 

walctu paling cepat 10 (sepuluh) hali dan paling lambat 21 {dua puluh ~u) hari 

sejak tanggaf Penelapan ini ; 

5. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bumipermai 

Suryalf!,!stari Ketiga yang diselenggarakan dengan kuorum kehadlr.an dan kuorum 

pengambilan k.eputusan berdasarkan Penetapan lni adalah sah dan meng!kat : 

6. Menelapkan blaya permohonan menurut hukum; 

Apablla Hakim yang memeriksa pennohonan in! berpendapat lain, mohon penelapan 

yang seadil-adllnya (ex ae(luo et bono) ; 

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang tetah dl'letapkan, Pemohon 

hadir menghadap Kuasanya tersebut df atas, Tennohon hadir kuasanya bemama 

Oantes Hutagaof; SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 

2008 dan Turut Termohon hadir kuasanya bemama David ML Toblng, SHM.Kn., 

berdasarkan Sural Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2008 ; 

Menimbang, Dahwa oleh karena sebagaimana UU No. 40 Tahun 2007 

terrtang Persoroan T erba1as bahwa pemerlksaan permohonan sebagaimana. yang 

disebutkan datam UU No. 40 Tahun 2007 tersebut ada!ah bersifat sumir maka dfimgan 

demikian Permohonan ini tidak terrnasuk kepada perkara yang wajib dimediaslkan ; 

Menimbang, bahwa o!eh karena itu pemeriksaan diteruskan dengan 

, membacakan su~ permohonan Pemohon tersebl.rt di aias dan Pemohon menyatakan 

lidak ada perut>ahan dari permohonannya tersebut ; 

Menimbang, bahvta atas permohonan Pemohon tersebot rermohon telah 
1 pula mengajukan jawabannya tertanggal 19 September 2008 yang pada pok~nya: 

mengemukakan sebagai belikut : 

1. Bahwa ,. l14 
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1. Bahwa Pemohon dalam halinl PT. Bumlpennai Suryalestari yang diwaklli oleh 

Sunny Ng Kim Poh selaku Preslden Oineklur tldak memllll<l kualitas (Legal 

Standing) untuk mengajukan Pennohonan ini karena Sunny Ng Kim Poh dan 

anggota Direksi tainnya dan Anggota Komisaris perseroan diangkat berdasari<an 

keputusan RUPS Tahunan yang tidak sah dan RUPS Tahunan yang dasar 

hukum penye/enggaraannya adalah cacat hukum dengan penjelasan sebagai 

berikul : 

a. Kepulusan. RUPS Tahunan perseroan tertanggal 15-06-2007' yang . ' 
memutuskan mengangkat anggota direksi dimana Sunny Ng Kim Poh duduk 

sebagai Presiden Dlrektur dan mengangkat anggota komlsaris perseroan 

sebagaimaoa dimaksud dalam Akta Notans Nomor 6 dibuat dihadapan 

Notaris Haji Parllndungan Lumban Tobing, Satiana Hukum adalah keputusan 

RUPS yang tidak sah karena : 

a.1. Bertentangan dengan Pasal 1 0.1. yang berbunyi "Dlreksi terdirl atas 7 

(tujuh) orang anggota, melfputi 4 {empat) orang anggota warga Negara 

asing dan 3 (tiga) orang anggota warga .. Negara Indonesia, dehgan 

susunan sebagai berikut : a) seorang Preslden Dlrektur ; b) 1 (satu) 

orang wakil Presiden Direklur, dan c) 5 (lima) orang dlrektur, 

sedangkan dalam l.(eputusan RUPS Tahunan tersebut hanya terdi.ri dari 

4 (empat) orang direksi dan seluruhnya adalah warga Negara as!ng 

tidak ada seorangpun direksi yang berkewarganegaraan Indonesia ; 
I . 

a,2. Bertentangan dengan pasal 13.1. yang berbunyi ~Dewan komisaris 

lerdiri atas 7 (tujuh) orang anggota, meliputi 4 (empat) orang anggota 

warga Negara asing dan 3 (tiga) orang anggota warga Negara 

Indonesia, dengan susunan sebagai bertkut : a} seorang Presiden 

Komisa.ris : b) 1 (satu) orang wak.!l Presiden Komisaris, dan c) 5 (lima} 

orang Komisaris, sedangkan dalam keputusan RUPS Tahunan t~rsebut 

hanya terdiri dati 4 (empat} orang dan seluruhnya adafah warga Negara 

asing tidak ada seorangpun warga Negara Indonesia : 

a.3. Bahwa keputusan RUPS Tahunan yang mengangka! anggo!a direksi 

dan anggota Komisaris yang baru adalah merupakan sustu keputusan 

yang mengubah anggaran dasar perseroan yaitu mengubah paS131 28 

tentang susunan 'anggota dimksi dan dewa~ komfsaris, bahwa mentirut 
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pasal 75 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Jo. Pasal 88 Undang­

Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Tarbatas Jo, Pasa! 25 

Anggaran Dasar Perseroan menyalakan bahwa kuorum kehadiran 

untuk mengubah anggaran dasar adalah 2/3 (dua pertiga) baglan dan 

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang . sah yang telah 

dikeluarkan dan pengambi!a:n keputusan san apabila disetujui oleh 

paling sadlkit 213 (dua partiga) baglan dari jumlah seluruh suara yang 

dike!uarkan, fakfanya Keputusan RUPS T ahunan tersebut hanya 

dihadiri oleh pamegang saham '!"besar 56% demikian juga keputusan 

tersebut haoya disetujui oleh pemegang saham sebesar 56% dengan 

demikian keputusan RUPS Tahunan tersebut adalah tidak sah ; · 

b. Bahwo RUPS Tahunan lartanggal 15-06-2007 tersebut dilaksanakan 

berdasarkan Penetapan Pengadilat;l Negert Jakarta Pusat Nomor : 

681Pdt.P/20071PN.JKT.PST lerlanggal 16 Mel 2007, dlmana terhadap 

Penetapan tersebut Tenmohon Ielah mengaju•an upaya hukum sebelum 

RUPS Tahunan tersebut dllaksanakan yaitu upaya hukum dengan 

mengajukan gugatan perbuatan ·melawan hukum di Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat dlmana salah satu petitumnya adalah menyatakan batal dan 

tidak bcrkekuatan hukum panetapan Nomor : 68/Pdi.P/2007/PN.JKT.PST 

tersebut dlmana prosez: gugatan perbuatan melawan hukum tersebut pada 

saat inr berada dalam tahap bandin~ di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ; 

c. Bahwa adapun yang menjadl keberatan Termohon terhadap Penetapan No. 

68iPdlP/20071PN.JKT.PST tersebut sebagalmana dluralkan dalam gugatan 

perbuatan melawan hukum tersebut yaitu : 1} bahwa penetapan tersebut 

diputuskan berdasarkan bukli-buktl palsu dan hasll rekayasa darl Pemohon 

dalam panmohonan tersebut (Tenaga Lestari (M) Snd Bhdffurut Termohon 

dalam perkara lni} dengan P(asiden Direktur Perseroan Tuan." Syed Abu · 
' 

Bakar ; 2) Tenmohon (PT. Sadin Multlagro Sentosa) dan Komls.a[is 

Perseroan tidak 'pemah dipanggil dan didenga.r ket:erangannya dalam pekara 

permohonan penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2007JPN.JKT.PST tersebut, hal ini 

bertonlangan dengan Yurisprudensi I Pendapat Mahkamah Agung tentang 

permohonan yanQ diaju!-::an berdasarkan pasal 67 Undang~Undang No. 1 

T mhu11 1995 sebagaimana disampaikan da!am suratnya Ketua Mud a Bidang 

Perdata Mahkamah Agung Rl Nomor : 01ffuada Pdt/112007 tertanggal 15 

Jam.12ri 2007 ; 

d. Bahwa f I 16 
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d. Bahwa rlengan telah clia]ukannya upaya hukum oleh Termoh~!'t melalui 

gugaian perbuatan melawan hukum, maka Penatapan · Nomor 

68/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST tersebut belum berkekuatan hukum tetap 

sampai dengan p<rtusan alas gugatan perbuatan melawan hukum tersebut 

memperoleh k.eputusan yang telah berl\ekuatan hukum tetap, dengan 

demikian RUPS . T ahunan yang dilaksanakan bardasarkan Panetapan 

Nomor 66/Pdt.P/2007/PN,JKT.PST tersabut adalah tidak sah dan secara 

otomatis pula keputusan yang disahkan dalaffi RUPS Tahunan 

tersebut adalah tidak sah pula atau setidak-tidaknya dengan mengacu 

kepada Yurtsprudensi/ Pendapat Mahkamah Agung Rl sebagalmana Ieiah 

dluraikan diatas maka Penetapan Nomor : 68/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST 

tersebut tldak mengikat bagi Terrnohon dan secara otomatis pula 

keputusan yang dlsahkan dalam RUPS Tahunan tersebut juga tidak 

f(E;;ngikat bagi Termohon ; 

e. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas 

maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat dHerima ; 

2. Bahwa yang dlmaksud dengan Kuorum dalam pasal 86, pasal 88 dan pasal 89 

Undang-Unoang No. 40 Tahun 2007 adalah kuorum kehadiran. dalam RUPS, 

sedangkan kuorum pengambilan keputus~n dalam RUPS tidak dikenal dan tidak 

diatur, yang diatur adalah ketenruan tentang parsyaratan pehgambilan 

keputusan yang sah dalam RUPS, diaturdalam pasal 87, 86 dan S9; 

Bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasa! 66 ayat (5) Undang­

Undang No. 40 Tahun 2007 tldak dapat ditafsirkan lain adalah permo~onan 

penetapan kuorum kehadiran untuk RUPS ketfga hal ini sejalan dengan alasan 

permohonan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu dengaQ alasan 

kuorum kehadiran pada RUPS pertama dan kedua tidak tercapai : 

Bahwa dalam pasal 86 ayat (5} secara' limitative telah diatur bahwa penetapan 

pengadilan hanyalah dalam hal menetapkan kuorum untuk RUPS ketiga saja, 

oleh karena ltu petitum permohonan Pemohon point 3, point 4, dan point 5 

ada!;,;h tidak berdasar hukum oleh karena ftu haruslah dinyatakan ditolak : 

3. Bahwa sebagai bahan renungan dan pertimbangan bagf Bapak: Hakim yang 

terhormat dalam menga,nbil keputusan daham perkara ini perlu 

sampafkan hal-hal sebagai berikut : 

- Bahwa ~ 117 
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Bahwa Perseroan PT. Bumipermai Suryalestali adalah perusahaan PMA 

Joint Venture antara Tenaga Lestari (M) Sdn Bhd (Turut Termohon) selaku 

pemegang saham sebesar 56% dan PT. Sadin Multiagro Sentosa 

(T ennohon) selaku pemegeog saham sebesar 44% ; . 
Bahwa yang memimpin operasional perusahaan adalah Presiden Direktur 

yang dalam hal inl adalah orang yang dHun)uk oleh pemegang saham 

mayorttas, sedangkan anggota dlreksi dan anggola komisaris dari pemegang 

saham Indonesia tidak memiliki kewenangan apapun dalam p_erseroan 

tersebut; 

Bahwa sejak tahun 2001 alas adanya dugaan penyelewengan keuangan 

perusahaan yang dHakukan oleh Presiden Direktur, maka Termohon selaku 

pemegang saham sudah berufang kali meminta kepada perseroan dan juga 

telah meminta kepada T enaga Lestari {M) Sdn Bhd agar dl!akukan audit 

investigasi terhadap perseroan akan tetapi bafk perseroan ma~pun 

pemegang saham mayoritas menolak usulan dari Termohon temebut ; 

Bahwa atas penolakan audit tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 

110 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, Termohon tetah mengaju~an 

perrnohonan pemerfksaan terhadap perseroan dan atas permohonan 

tersebut Pengadilan Negen Jakarta Pusat Jo. Pengadilan Tinggi DKl Jakarta 

Jo. Kasasi Mahkamah Agung Jo. PK Mahkamah Agung Ieiah mengabulkan 

Permohonan Termohon tersebut dan menunjuk auditor independent untuk 

mengaudil perseroan tersebut. akan tetapi meskipun Penetapan 

Pemerlksaan Perusahaan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, 

perseroan tetap tidak bersedia diaudit dimana setiap auditor datang pihak 

perseroan selalu menggembok pintu perusahaan dan tidak mengijinkan 

auditor untuk masuk ke dalam kantor perusahaan, hal rni menunjukkan 

arogansi dan ketidaktaatan peroeroan terhadap hukum yang ber1aku di 

Indonesia; 

BahV/1! sejak tahun 2001 sampai dengan eaat ini, Termohon selaku pemillk 

saham sebesar 44% tidak pernah mendapatkan devlden dati perseroan 

tersebut, demikian juga tentang kondisi hutang perseroan t~rhadap May 

Brtnk Malaysia dlmana sebagai jaminan hutang tersebut adalah saham dari 

Tem1chon dengan cara gadai, Tennohon tidak pemah mendapat infOnnasi 

darl p~rusahaan berapa :3ebenarnya sisa hutang perusahaan yang belufJ1 

dibayar; 

Bahwa f /18 
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Bahwa keputusan RUPS Tahunan tertanggal 15~06~2007 tersebut semakin 

menunjukkan arogansi dan itikad buruk deli Tenaga Lestali (M) Sdn Bhd yaitu 

1) Oiref<si yang lama belum mernpertanggung jawabkan keuangan perusahaan 

sEJjak tahun 2003 s/d 2007 akan tetapi direksl lama telah dlganti dengan dlreksf 

yang baru. 2) anggota direksl dan anggOla Komisarls yang seharusnya diisj 

oteh orang fndonesla secSra sengaja dibuat !owong sehingga Termohon tidak 

memiliki akses lagi ke perseroan ; 

Bahwa untuk mengatasl pennasalahan yang te~adl antara Termohon~ rJi satu 

pihak dengan Pemohon dan Turut Termohoo disatu pilulk, mal<a Terrnohon 

sesuai Undang-Undang Perseroan telah menawarl<an kepada perseroan agar 

membeli sa ham T ermohon sesual dengan harga pasar akan tetapl Pemohon 

dan Turut Termohon menolak; 

Bahwa puncak dari arogansi dari Pemohon dan Turut Termohon, YlititU 

melaporkan Preslden Direktur dari Termohoo k:epada Kepolisian Daer~h 

Bangka Belitung dengan tuduhan pencwian dokumen perusahaan ; 

Bahwa berdasarksn kronologis singkat pen;nasalahan antara Termohon 

dengan Pemohon dan Turut Terrnohon lersebut dl alas, maka Joint Venture 

didalam perseroan tersebut sudah tidak memungkinkan lagi untuk diterul!.~an, 

dan unluk mengakh!ri kerjasama atau joint venture tarsebui menurut undang~ 

undang No. 40 tahun 2007 adalah mele!ui pembubaran perseroan. oleh .' 

karcna itu permohonan Pemohon dengan tujuan untuk merubah i.mggaran 

dasar perseroan guna rnenghindari pembubaran sudah tfdak relevan. lagi, 

karena Termohon sendlri yang akan mengajukan permohonan pembobaran 

perseroan dengan alasan untk menghindari kerugian yang lebi!:l besar yang 

akan dialaml oleli Termohon apabi!a perseroan ini tetap dija!ankan; 

Menimbang, bahwa atas pennohonan PemohOn, maka Turut Termohon juga 

telah mengajukan jawabannya tertangga! 19 September 2008 yang pada pokolmya 

mengemukakan sebagai belikut : 

1. Bahwa Turut Termohon adalah pemegang saMm da1 PT. Bumipennai 

Suryalestan' ("Perseroan") (in casu Pemohon) sebanyak 1.249.411 (satu juta dua 

ratus empa\ puluh sembilan ribu empat ratus sebelas} sallam, alau seluruhflya 

mewakili 56"/a {lima pulvh enam persen) dati jum!ah total modal yang ~elah 

ditempatkan dan dlamb!! bag!an dalam Perseroan: 

2. B•hw•r 119 

Analisa Yuridis..., Ingrid Vera Mour, FH UI, 2009



2. Bahwa berdasarkan panggi1an Rapat Umum Pemegang Saham (~RUPSn) yang 

dfsampaikan oleh Pemohoo, Turut Termohon menghadlri Rapat Umum Pamegang 

Saham Luar B!asa Perser<>an yang disefenggaral<an pada tanggal 14 Agustus 

2008 dengan agenda rapat yallu penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan 

ketentuan Undang-Undang No. 40 1ahun 2007 lentang Perseroan Terbatas 

\RUPS lB Pertama") ; 

3. Ba.hwa RUPS LB Pertama hanya dihadirl oleh Turur Termohon saja, sedangkan 

pemegang saham Perseroan lafnnya yang tidak hadir yakn1 Termohon ; 

4, Bahwa oleh karena kuorum kehadiran pada RUPS LB Pertama hanya sebesar 

56% sadangkan kuorum k:eh:adiran yang harus dfpenuhi ilda!ah sebesar 66,6*/o . . . 
maka kuorum /(ehadiran pada RUPS LB Pertama tidak tercapai ; 

5. Bahwa Turut lermohon kembal! menerima panggi~an RUPS dar! Perseroan. Oleh 

ka:rena ilu Turut Termohon menghadlti Rapat Umum Pemegang Saham Luar 

Siasa Perseroan dengan a'genda ra,pat yaitu penyesuaian Mggaran dasar 

Perseroan dengan ketentuan Undang-Undang Nb. 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas yang dlselenggarakan pada 1anggal28 Agustus 2008 ("RUPS 

L8 Kedua"); 

6. BahwR. sama seperti halnye dengan RUPS LB Pertema, Termohon teta~i. 

tidak hadir pada RUPS LB Kedua sehlngga kuorum RUPS LB Kedua. totap tidak 

terpenuhi; 

1. Bahwa meskipun telah diselenggarakan RUPS LB _Pertarna dan RUPS LB Kedua · 

namun oyatanya kuorum rapat tetap tidak lercapaL Oleh karenanya _Turut 

Termohon memandang perlu ditetapkannya kuorum yang leblh kecil agar f:tUPS 

LB Ketlga yang akan dls~!enggarakan dapat dilangsungkan dan dapat mengarnbil 

keputusan; 

Bardasarkan hal tersebut di alas, Turut Termoho'l ME\IYATAKAN TIDAK 

KEBERATAN atas permohonan Pemohon dan mohon Kopada yang Mulia Hakim yang 

memeriksa permohonan ir11 agar meonetapkar! l<uorum rapat sehlngga Perseroal"i dapat 

msnyesuaikan anggaran dasamya dengan ketentuan Undang·Undang No" 40 Tahun 

2007 tenfang Perseroan Terbatas. Dengan demiklan, Perseroan dapat melaksanakan 

keglatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang·undangan yang berlaku; 

Menimbang f/20 
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Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah 

mengajukan alal buktl surat sebagai berilrut : 

i. Buktl P·1 

2. Bukti P-2 

_-·-, . \ (!) Bukti P-3 

Surat Keterangan Domlsill Perusahaan No. 807/1.824.7/08 

tanggal 10 September 2008, yang d!k:eluarkan oleh Pemerlntah 

Proplnsl Oaerah Khusus lbukota Jakarta, Kotamadya Jakarta 

Selat.an, Kecamatan Setiabudl, Kelurahan Setlabvdi; 

Tanda Oaftar Perusahaan Perseroan terbatas No. 
< 

00.03,1.01.53232 dengan Agenda Pendaftaran No. 893 

RUB.09.05~V/2000 tangga! 13 Agustus 2007, yang dikeluarkan 

olah Pemerlntah Kotamadya Jakarta Selatan, Suku Oinas 

"Perlndustrian dan Perdagangan, yang barlaku sampai dengan 

29 Maret 2010: 

Akta Pemyataan Tentang Sebagian Keputt.Jsan Rapat Umum 

Pemegang Saham Tahunan PT. Bumipenna! Suryalestari No. 

6 tanggal 18 Junf 2007, yang dJbuat dihadapan H. Parfindungan 

L. Tobing, SH., Notaris di Jakarta ; 

4. Bukti P·4 : Surat Departemen Hukum dan Hak AsasJ Manusia AI Nomqr : 

5. Bukli P·S 

7. Buk\i P-7 

9. Bukti P-9 

10. Bukti P-10 

11. Bukti P-11 

W'l~HLOU0-9060 tanggal 21 Juni 2007, Perihal : Penerimaan 

Pemberitahuan Perubahan Direksi dan Kornisaris PT. 

Bumlpermai Surya!estari ; 

Berita Negara Republik Indonesia No. 77, tangga! 26 September 

2000. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 258 : 

6erita Negara Republlk Indonesia No.22, tanggal 16 Maret 

1999, Tambahan Berita Negara Rep1.1blik Indonesia No. 1675; 

Berita Negara Republik Indonesia No. 79, tanggal 1 Oktober 

1996, Tambahan Sarita Negara Republlk Indonesia No. 8391 ; 

8erita Negara RepubUk Indonesia No. 57, tar.~ggal 16 Juli 1996, 
• Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nb.6336; 

Pasat 157 ayat (3) UU PT: 

Pasat 19 ayat (1) UU PT : 

Sural ReWo. 311/AS·VS-OS·SM/AO/l.NII/2008 tertanggat 29 

Juli 200S (dalam ba!1asa lnggris} ; 

Tarjemahan Surat Ref.No. 311/AS.VS·OS·SMJAD/L.Nil/2008 

tertanggal29 Juli 2008 (dalam bahasa rndonesla) ; 

13. Bukti !=1,13 , .. /21 
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13. Bukti P-13 

14 Bukti P·14 

15. Bukti P-15 

16. Bukti P-16 

17. euliu P-17 

18. Buktl P~18 

19. Bukll P-19 

20. Buldi P-20 

21. Bukti P-21 

22. Bukti P-22 

23. 8ukti P-23 

' 

Surat RetNo. 312/AS-VS-OS-SM/AD/lJVII/2008 tartanggel 29 

JuiJ 2008 (dalam bahasa lnggris} ; 

Terfamahan Sural Ref.No. 312/AS·VS·OS-SM/AD/l.IVII/2008 

lartanggal
1
29 jull 2008 (dalam bahasa lndonesla) : 

Tanda tarlma penglrtman Surat Ref. No. 312/ASNS·OS­

SM/AD/lJVII/2008 tertanggal 29 Juli 2008 : 

Akta Berita Acara Rapat No. S tanggal 14 Agustus 2008, yang 

dibuat oleh H. Parlindungan L Toblng,SH., Notaris d! Jakarta; 

Sural Ref. No. 34!l/AS-VS·OS-SM/AD/lJVIII/2008 tertanggal 20 

Agustus 2008 (dalam: bahasa !nggris) ; 

Teljemahan Sural Rat No.348/AS.VS-QS·SM/AD/l.IVIII/200B 

tertanggal 20 Agustus 2008 (da!am bahasa Jndonesia) ; 

Tanda tertma pengirlman Surat Ret No. 348/AS-VS..OS­

SMIAD/LN!Il/2000 terta.nggal 20 Agostus 2008 ; 

Sural Ret No. 349/AS-VS-OS-SM/AD/l.IVIII/2008 tertanggal 20 

Agustus 2008 (dalam bahasa lnggris} ; 

Te~emahan Surat AetNa. 349/ASNS.QS·SM/AD/LNIII/2008 

tertanggal 20 Agustus 2008 (dalam bahasa Indonesia} ; 

( 24, Bukti P-2.4 

Akta Berita Acara Rapat No. 22 tanggal 28 Agustus 2008, yang 

dibuat ofeh H. Parlindungan L Tobing, SH., Notaris di Jak~rta; 

Pengumuman No. AHU.AH.01.02·09 tanggai 10 September 

2008, yang ditandatangani D!rektur Jenderal Administrasi 

Hukum Umum Departemen Hukum dar\ Hak Asasi Manusia Rl 

Pulusan No.213/PdtGI2007/PN.JktPsl; 

25. 8ukU p-25 Pasa! 67 ayat (4) Undang-Undang No. i Tahun 1995 tenlang 

PcrseroanTerbatas f'UU No. 1/1995"); 

Menlmbang, bahwa untuk menguatkan dali! jawabannya Terrnohon telah 

pula mengajukan bukti surat-sumt sabaga! barikut: 

i. SuktiT-i 

2. Bukti T-2 

4. Bukti T -4 

Anggaran Dasar PT Bumipermai Suryalestari ; 

Surat Ketua Muda Mahkamah Agung No. 01/T wa6a Pdl/1/2007; 

Surat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.W,10.U/721/2169/HK· 

021'/11108: 

Surat Kuasa Hukum Termohon No, 101/lSL!VIIf/2008 tertanggal 

12 Agustus 2008, yang ditujukan kepada AQ1.JS Soelopo, SH., MH. , 

Adams&Co.; 

Menlmbang ... /22 
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Menimbang, ba~wa untuk menguatkan dalil jawabannya Turut Termohon 

juga telah mengajJJkan btlkti surat-surat sebagai berikut : 

1. BuktiTT-1 : Bertta Nega:ra RepubUk Indonesia No. 22, tanggal16 Ma~t 1999_ 

Tambahan Serita Negara Republik.lndonesla No. 1675; 

2. Bukti TT-2 

3. BuktiTI-3 

4. BuktiTI-4 

5 8ulcti TT-5 

£. Bukti TT·6 

7. Buldi TT-7 

Alcta Berita Acara Rapat Umum Pemagang Saham Lui:Jr Biasa 

PT. Bumipermai Suryalestari No. 8 tanggal 14 Agustus 2ooa. 

yang dibuat ofeh H. Pariindungan L. Toblng, SH., Natali$ di 

Jakarta: 

Akta Sarita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lu:ar Biasa 

PT._.Bumlpermai Suryalestali No. 22 tanggai 28 Agustus 2008, 

yang dibuat o!eh H. Partindungan L Tobing, SH., Notaris di 

Jakarta ; 

Akta Pemyataan lentang Sebagfan Keputusan Rapat Umum 

Pemegang Saham. Tahunan PT. Bumipermai Suryalestari No. 6 

tanggal 18 Juni 2007, yang dibuat dihadapan H. Pariindungan L. 

Jobing, SH, Notaris di Jakarta; 

Surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl Nomor : 

W?-HT.01.10-S060 tanggal 21 Juni 2007, Pelihal: Pene.rimaan 

Pembelitahuan Pel\lbshan Direksi dan Kom!saris PT. 

Bumiperma! Suryafestari : 

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. 

Bumipermai Surya!es!ari No, 4 tanggal15 Juni 2007, yang dibuat 

o!eh H: Parlindungan L Tobing, SH., Notaris di Jakarta; 

?asaf 67 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang 

Perseroan Terbalas ("UU No. 111995~); 

Menimbang, bahwa pada akhimya Pemohcn melalui kuasanya mem~hon 

penel.apan ; 

Menimhang, bahwa h<lfwha! yang terjadi di persidangan yang belur.1 termuat 

da!am penctapan ini dftunjuk pada beriia acara persidangan yang merupakan satu 

kesatuan dengan penelapan ini : 

TENTANG HUKUMNYA 

Memmbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sellagaimana tersebut di etas ; 

Analisa Yuridis..., Ingrid Vera Mour, FH UI, 2009



Mentmbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut disangkal o!eh 

Termohon sehingga menurut hukum Pemohon haruslah berkewajiban untuk 

membuktikatJ dafilwdatil permohonannya ; 

Men!mbang, bahwa untuk. membuktikan dalil-dalii permohonannya, maka 

Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi land a dengan buldl P~ 1 

s!d P-25: ' 

Menlmbang, bahwa demikian pula sebaliknya TermohOn guna meneguhkan 

dalil~alil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat bu\dinya yang diberi tanda 

dengan sural bukti J-1 sfd T -4, sedangkan Tunrt Termohon gur.a meneguhkan daHl~ 

dalll jawabannya t<:lah pula mengajukan surat-surat bufdi yang dlberi tanda dengan 

' suratbuktiTT-1sldJT~7; ' 

Menimbi!lng, bahwa memperh~ikan 
permohonan Pernohon tersebut pada pok:oknya 

perrnohonan Pemohon 

adalah agar Pengadiian 

maka 

Negeri 

menelapkall kuorum 'kehadiran untuk dapat d!se!enggarakannya Rapat Umum 

Pemegang Saham Lbar Blasa {RUPS~LB) PT. Buffiipennai Suryafesiari (PemOrn:m} 

ada!ah sekurang•kuranQnya 50% + 1 {lima puluh persen p:us satu) dari jumlah seluru,h 

saham yang dikeluartari Pefseroan dengan hak. suara yang sah atau diwakili d~lam 
RUPS-l8 tersebut guna menyesuaikan Anggaran Dasamya dengan UU No. 40 Tahun 

2007 tentang Pe.rseroan Terbatas:; 

Menimbang, bahwa disamplng itu, Pemohon juga meminta agar Pengadllan · 

Negeli menetapkan ~~ keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar 

B!asa ~T. Bumipe~t-, Suryalestari tersebut dapat diambil berdasarkan suara setuju 

dari sekurang-ktlrang~ 50% + 1 (lima puluh persen plus satu} dari jurnlah suara 

hadir yang dikeluarkan secara sah datam Rapat Umum Pemegang Saham Luar B!asa 

PT. Bumiperrnai SuryaleStari tersebut ; 

Menimbang, bahwa permphonan Pem.shon tersebut disangkal oleb 

Termohon dengan alasan bahwa Pemohon yang dafam hal ini PT. Bumip~mtal 

SUiyalestati yang diwakili oleh Sunny Ng Kim Poh seJaku Presiden Direktur iidak 

memilfld kualitas (Legal Standing~ untuk mengajukan Pemtohonan !ni katena Sunny 

Ng Kim Po11 dan anggota Olteksi lainnya serta Anggota Komisaris perseroan diangkat 

berdasarkan kepulusan.~ RUPS Tahunan yang lldak sah dan cacat hukum karena 

bertentangan dengan Pasa! 10.1, dan Pasal13,1. Anggaran Dasar Perseroan sert.a 

helum tercatat dafam Data Base SISMINBANKUM Depar!emen Kukum dan HAM ; 
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14. 81.1ktl P~14 

15. Bukti P-15 

16. Bukll P-16 

17. 8ukti P-17 

18. 8ul<ti P-18 

19. Sukti P-19 

20. Bukti P-20 

21. Bukti P-2i 

Surat Ref.No. 312/AS·VS·OS-SM/AD/lNII/2008 tartanggal 29 

Juli 2008 {da,am bahasa lnggris} ; 

Terfemahan Surat Ref.No. 312/AS·VS·OS·SM/AD/LJVII/2008 

tertanggall29 juri 2008 (da!am bahasa Indonesia) ; 

Tanda terlma penglrlman Sura! Ref. No. 312/AS-VS-OS~ 

SM/ADIL/VIV2008 tertanggal 29 Juli 2008 ; 

Akta Berlta Acara Rapat No. 8 tanggel 14 Agustvs 2006, yang 

dibuat oleh H. Perlindungan L. Toblng,SH., Notarls di Jakarta; 

Sura! Ref. No. 348/AS·VS-OS·SMIAD/L/VIII/2008 tertanggal 20 

Agustus 2008 (dalam bahasa lnggrls) ; 

Terjemahan Surat Ref. No.348/AS-VS-OS-SM{AO/l/VlJI/2008 

tertangga! 20 Agus:tus 2008 (dalam bahasa lndom~sfa) ; 

Tanda terima panglriman Surat Ret No, 348/AS·VS-OS­

SM/AD/LNHI/2008 tartanggal 20 Agustus 2008; 

Surat Ref. No. 349/AS·VS·OS·SM/AD/lNIII/2008 tertanggal 20 

Agustus 2008 (da!am bahasa lnggrls) ; 

Terjemahan Surat ReLNo. 349/AS-VS-OS-SM/AD/UVIII/2008 

tertanggar 20 Agustus 2008 {dalam bahasa Indonesia) ; 

22. Bukti P-22 Akta Berita Acara Rapat No. 22 tanggal 28 Agustus 2008, yang 

dibuat oleh H. Partindungan L. Tobing, SH., Notaris di Jak~rta ; 

23. Bukti P-23 : Pengumuman No. AHU.AR01.02-09 tanggat 10 September 

2008, yang dltandatangani Direktur Jenderat Admlnistrasi 

24. Bukti P-24 

25. Bul<ti p-25 

Hukum Umum Oepartemen Hukum dan Hak Asasl Manusia Rf 

Purusan No.213/PdtG/2007/PN.JktPst; 

Pasa! 67 ayat (4) Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang 

Perseroan Terbatas {"UU No. 1/1995"); 

Menimbang, ballwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon telah 

pula mengajukan bukti surat·surat sabagai berikut : 

f. BuktiT·1 

2. Bukt! T-2 

:":L Bukti T·3 

4. Bukti T-4 

Anggaran Dasar PT 8umipermai Swya!astari ; 

Surat Ketua Muda Mahkamah Agu.,g No. 01tT <.~ada Pctll/2007; 

Surat Pengadilan Tinggi OK! JaKarta No.W.10,U/72'\/2169/l-!K~ 

02/VII/OB; 

Surat Kuasa Hul<um Termohon No. 1 01/!SLN!ll/2008 tertangga! 

12 Agustus 2008, yang ditujukan kepada Ag'.JS Soetopo, SH., MH. 

Adams &Co.; 
Meoimbang ... f 22 
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22 ~ 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali! jawabannya Turut Termohon 

juga telah mengajukan bukti sur'at-surat sebagai berikut: 

1. Bukti TT-1 : 8erita Negara Repub!ik Indonesia No. 22, tanggal16 Mart;t 1999. 

4. Bukti 1T -4 

Tambahan Berifa Negara Repubfik Indonesia No. 1675 : 

Aida Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lu&r Biasa 

PT. Sumipermai Suryafestari No. a tangga! 14 Agustus 2006, 

yang dlbuat oleh H. Parlindungan L Tobing, SH., Notaris di 

Jakarta; 

Akta Bertta Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 

PT. ·Bumlpennai Suryalestari No. 22 tangga! 28 Agustus 2008, 

yang dlbuat o.'eh H. Parlindungan L Toblng, SH., Notarls dl 

Jakarta ; 

Akta Pernyataan Tent.ang Sebagian Keputusan Rapat Umum 

Pemegang Saham _ Tahunan PT. Bumlpermaf Suryalestarl No. 6 

tanggal16 Juni 2007, yang dibuat dihadapan H. Parlindungan L 

Tobing, SH., Notalis di Jakarta; 

5. Bukti TT-5 . Surat Departemen Hukum dan Hak Asasl Manusia Rf N.omor : 

6. Bukti TT~ 

7_ Bukti TT-7 

. 
W7~HT,01.10-9060 tangga! 21 Juni 2007, Perlha! : Penerimaan 

Pemberit<ihuan Perubahan Direksi dan Komisaris PT. 

Bumipermai Surya!estari ; 

Ak1a Belita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. 

Bumipermai Suryalestari No.4 langgal15 Juni 2007, yang dibuat 

oleh H: Parlindungan L Tobing, SH., Notaris di Jakarta; 

Pasa! 67 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang 

Perseroan Terbatas \UU No. 111995~); 

Menimbang, bahwa pada akhimya Pemohon melalui kuasanya memohon 

penetapan; 

Menimbang. bahwa ha!-ha! yang terjadi di persidangan yang belum tennuat 

da!am penetapan ini dltunjuk pacta berita acara pers<dangan yang merupakan satu 

i<iesatuan dengan penetapan ini; 

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa maksud dan tUJUan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana tersebut di atas ; 
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Menimbang, bahwa pennohonan Pemohon tersebut disangkal oleh 

Termohon sehingga menurut hukum Pemohon haruslah berkewajiban untuk 

membuktikan dalil-dalil permohonannya; 

Menimbang, bahwa untuk membulctikan da!il-dalil permohonannya, maka 

Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 

sld P-25 ; 
. . : 

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Termohon guna meneguhkan 

dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan sural-surat buldinya yang diberi tanda 

dengan sural bukti .T-1 s/d T-4, sedangkan Turut Termohon guna meneguhkan dalil­

dalil jawabannya telah pula mengajukan surat·surat bulcti yang diberi Ianda dengan 
I 

surat bukti TT-1 sfd .TT-7 ; ' 

Menimbang, bahwa memperh~ikan 
permohonan Pemohop tersebut pada pokoknya 

permohonan Pemohon maka 

adalah agar Pengadilan Negeri 

menetapkan kuorum 'kehadiran untuk dapat diselenggarakannya Rapat Umum 

Pemegar.g Saham Lbar Biasa (RUPS-LB) PT. BuiTiipermai Suryalestari (Pem6hon) 

adalah sekurang-kurang_nya 50%+ 1 (lima puluh persen plus satu) dari jumlah se.luru.h 
' . saham yang dikeluark.an Perseroan dengan hak suara yang sah atau diwakili daiam 

RUPS-LB tersebut guna menyesuaikan Anggaran Dasamya dengan UU No. 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas ; 

Menimbang, bahwa disamping itu, Pemohon juga meminta agar Pengadilan · 

Negeri menetapkan ba~wa kepu1usan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar 

Biasa ~T. Bumiperm_~--Suryalestari tersebut dapat diambil berdasarkan suara setuju 

dari sekurang-kurangr\a 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) dari jumlah suara 

hadir yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 

PT. Bumipennai SuryaleStari tersebut ; 

Menimbang, bahwa perm?honan Pemohon tersebut disangkal oleb 

Termohon dengan alasan bahwa Pemohon yang dalam hal ini PT. Bumip~rmai 

Suryalestari yang diwakili oleh Sunny Ng Kim Poh selaku Presiden Direktur tidak 

memilik.i kualilas (Legal Standing~ untuk mengajukan Permohonan ini karena Sunny 

Ng Kim Poll dan anggota Direksi Jainnya serta Anggota Komisaris perseroan diangkat 

berdasarkan kepulusao.-. RUPS Tahunan yang lidak sah dan cacat hukum karena 

bertentangan dengan Pasal 10.1. dan Pasal 13.1. Anggaran Dasar Perseroan sert_a 

belum tercatal dalam Data Base SJSMINBANKUM Departemen Hukum dan HAM ; 

Bahwa ... /24 
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Bahwa RUPS Tahunan tertanggat 15 Juni 2007 tersebut di!ak:sanakan 

berda$arkan Penetapan 

66/PdLP/2007/PN.JKT.PST 

Pengadi!an Negeri Jakarta Pusal Nomor 

tertangga! 15 Mei 2007, dimana Termohon teiah 

moogajukan upaya hukum sebelum RUPS Tahunan iersebut dilaksanakan yaitu 

dengan mengajukan gugatan perbua1an melav.ran hukum di Pengadi!an Negeri 

Jakarta Pusat guna membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 

6SIPdt.P/20071PN.JKT.PST tetsebut yang pacta saat dalam tahap banding di 

Pengadilan Tinggi OKI Jakarta; 

Bahwa yang menjadi keberatan Tennohon terhadap Penetapan Pengadilan 

Negeri Jakarta PLtsat No. 68/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST adalah: 

> 
i. Bahwa penetapan lersebut diputus berdasarkan bukii~bukti palsu dan hasil 

rl,'.!kaya~ dari Pemohon Tenaga Lestari (M) Snd Bhd/Turut Termohon dalam 

perkara in[ ; 

2. Bahwa Termolion' (PT. Sadin Multiagro Sentosa) dan Komisaris Perseroan tidak 

pemah dipanggil dan didengar keteraJ'lgannya dafam pekara pcnnohonan Nomor: 
' 66/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST.; 

Menimbang, bahwa 1erhadap sangka!an T ermohon sebagaimana terse but di 

a-las, Pengadilan Negerl mempertimbangkannya sebagai berik.ut; 

f 
Menimbang, bahwa.fari surat buldl P-24, P-3, Jo. IT -4, P-4 Jo. ITS dan T-3 

diperoleh faktaAakt3 hukum sebagai berikut : 

1. Bahwa sang~lan yang dikemukakan oleh Terrnohon dalam perkara ini telah 

dijadlkan sebagai posrta dan petitum guga!a.n Termohon yang dalam perk.ara 

perdata No. 213/Pdt.G/2007/PN.Jict.Pst yang dalam perkara tersebut bertindak 

sebagai Penggugat, sedangkan Pemohon sekarang sebagai Tergugal lfl dan Turut 

Termchon sekarang s~bagal Tergugat I; 

2. Bah\va gugaian tersebut telah dinya!akan dflolak o!eh Majelis Hakim Pengadilan 

Negeri Jakarta PuSfJ{ dengan putusannya tertanggal18 Maret 2008 : 

3. Bahwa pada saat' _lni perkara No, 2131Pdt.Gf2007/PN.Jk.t.PsL tersebut dalam 

t~paya hvkur!J banding di Pengadilan Tinggf OKI Jaka.1a · 

Menimbang /125 
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Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang belum ada pembata!an dan 

parubahan 1entang kepengurusan, Direks1 dan Komlsaris PT. Bumtpermai suryalestari 
• 

baik bcrdasarkan suatu Keputusan RUPS I RUFf;':LB PT. Bumipermai-

Suryalestari maupun berdasa!'kan suatu keputusan · f!'.'engadfian yang telah 

berkekuatan hukum yang letap, maka Kepengurusan, IDireksi dan Komlsaris PT. 

eumipermal Suryalestan .sebagaimana yang ada saat ini adalah tetap beriaku dan 

Direks!nya dapat dan berk.ualitas bertlndak untuk dan alas nama Pe;rseroan 

sebagaimana ketentuan Pasal98 UU No. 40 Tahun 2007 tenlang Persaroan Terbatas 

Menimbang, bahwa selanjutnya Peng~dUa~~f'.(egeri per1u memper!imbangkan 

apakah perrnohonan Pe~ohon dalam perkara ini bei-atasen menun.rt hukum ataukah 
trdak ; ' 

' Menimbang, bahwa deli surat bukti P·11 s/d P-23, P~6 Jo. T-1, TT~2 sfd 

n -3, dlperofeh fakta-fakta hukum sebagai berikuf: 

1. Sai'wa Pemohon PT. Bumipermai Suryarestari de~gan suratnya tertanggal29 JuU 

2008 teJah menpundang para pemegang sahamnya yakni Termohon (pemilik 44% 

saham) dan TLirut Termoho.'! (pemilik 56% sa:h:am) unttJk mengadak:en RUPS·LB 

pada 1anggal 14 Agustus 2006 dengan agenda Rapat Pemberian Petsetujuan 

atas perubahan Anggaran Oasar Perseroan sesuai dengan UU No. 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan T erbatas : 

2. Bahwa Pasal 25 ayat {1) Anggaran Dasar Pe~eroan dan Pasal 88 ayat (1) UU 

No. 40 T.ahun 2007 menyatakan bahwa RUPS Untuk mengubah Anggaran Dasar 

dapat dilangsungkan jika dihadiri paling sedildt 213 ba.gian dari jumlah seluruh 

saham dan keputusan disetujui oleh sekurang-kurangnya m bagian atau 66,6% 

dari jumlah suara yar{g dlkeluerkan ; 

3. B~hwa temyata pada RUPS-LB tangg~l 14 Agustus 2008 tersebut kuorum 
,, 

kehadiran pemegang ssham hanya!ah sebanyak 56% sehingga Rapa~ t!dak dapat 

tiilanjulkan : 

' ' 4. Bahwa se!anjulnya se.bagaimana kelentuari·- Anggaran Dasar Pasal 25 ayat 4 

maka Pernohon d~ngan suratnya tertanggal 20 Agustus 2008 te!ah mengundang 

kemball $eluruh pemegang saham PT. Bumipeffllai Surya~stari untuk 

mengadakan Fl26 
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mengadakan RUPS-LB ke II pada fanggaf 28 Agustus 2008, 1etapi !worum 

Kehadiran pemegang saham 213 bag ian dari jumlah seluruh saham PT. 

Bumlpennai Suryafestari juga fidak terpenuhl karena yang hadlr hanyafah Turut 

Termohon (pemilik 56% saham), sedangkan Termohon {pemilik 44% .saham} tidak 

hacfir dalam rapat temebut ; 

5. Bahwa oleh karena /tu Pemohon berdssarkan ketentuan Pasal 58 ayat 4 UU No, 
40 lahun 2007 mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Jakarta 

Se!::Jtan untuk mengadakan RUPS~LB l<e IH dengan kuorum kehadlran sekurang­

kurangnya 50% + 1 dart jumli::th seluruh saham yang diterbrtkan oleh PT. 

Sumipermai Surya!estari dengan suam yang sah dan keputusan ada!ah sah jika 

dlsetujui ~h sak.urarlg..kurangnya 50% + 1 dati jumlah suara yang dlkeluarkan ; . . 

MenimbanQ, bahwa unfuk rapat I RUPS ka Ill, Pasal.,22 ayat 6 Anggaran 

Dasaf Pemeroan menentukan sebagai belikut : 

"Apahtla kuorum yang disyaratkan dalam Rapaf Umum Pemegang Saham kedua fidak 

tercapai maka atas permintaan Per.seroan, kuorum akan ditentukan oleh Ketua 

Pengadi!an Negeri yang w!layahnya meliputi tempat kedudukan hukum perseroan~ : 

' ' 
Menimbang, bahwa kelentuan An9-garan Dasar Pemohon tersebut sejalan 

pula dengan Pasal 88 ayat 4 UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan Terbatas yang 

antara la1n menyebutkan _bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud da!am Pilsal 86 

ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) mutatis mutandis bertaku bagi RUPS 

sebagaimana dimaksud ayat (1) ; 

Menlmbang, bahwa Pasal 86 ayal (5), (5), (7), (8) dan ayal (9) UU No. 40 

tahun 2007 tersebut pada pokoknya mengatur hal~hal sebagai berlkut : 

1. Dalam hal kuorum RUPS Kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon 

kepada Ketua F'engadilan Negeri yang daerah hukumnya mel!puti 1empal 

kedudukan Perseroan atas permchonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk 

RUPS Ketiga; 

2. Pemanggilan RUPS ke Ill harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah 

dl!angsungkan den Udak mencapal kuorum dan RUPS l<e Ill akan di!angsungkan 

dengan kuorum y:;ng Ieiah dlfetap!<an oleh KE:itua Pengadilan Negeri: 

3. Peneiapan ... 127 
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3. Penetapan Ketua Pengadi!an Negeri mengenai kuorurn RUPS tersebut berstfat ., . 
final da'n mempurl'yal kekuatan hukum tetap: 

4. Pernanggltan RUPS Kedua dan Ketiga d!!akukan da!am jangka wa!du paling 

!ambat 7 (tuj~h} harl sabelum RUPS Kedua atau Ketlga dlfangsungkan; 

' 5. RUPS Kedua dan·Ketiga dUangsung:kan da!am jangka waktu paling cepat 10 hari 

dan paling lam bat 21 hari setefah RUPS yang mendahu!uinya dilangsungkan ; 

Menimbaf19.Fhwa dengan demiklafi te.myata pe!lTlohonan Pemohon adalah 

· sejalan dan t!dak bsrtentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. Bumipermai 

Suryalestari dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang·Undang ,No. 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apalagl permohonan ini diajukafi oieh 

Pemohon adf:lSah untuk merea!fsasikan amanat dan perintah Undang-Umfang 

khususnya Pasal157,~ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tan1ang Perseroan Terbatas; 

Menimbang,'thwa wa!aupun demikian Pengadi!an Nsgeri perfu pula 

mernpertimbangkan berapa persen kuorum minimal kehadfran pemegang saham 

untuk dapat terse!enggaranya RUPSLB Ketiga yang dimohonkan Pemohon tarsebul; 

Menlmbang, bahwa terhadap hal tersebul PemohOn mohon ditetapkan 

kuorum minimal kehadfran pemegang saham untuk Rapat I RUPS.~B ke--111 adalah 

50% + 1 bagian dari jumfah sefuruh saham dengan Mk suara hadir atau diwaklli 

dalam RUPS-LB tersebuf dan kuorum pengambifan keputusan adalah paling sed!klt 

50% + 1 baglan dari jumfah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS.LB PT. 

Bumipermai Suryalestari tersebut : 

Menimbang, 

dihubungkan dengan 

.. 
bahwa memperhauk:an permohonan Pemohon tersebut 

ketentuah Pasal22 ayat (6}, Pasal 25 ayat {1), Pasa! 25 ayat 

(4) Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 88 UU No. 40 Tahun 2007 serta untuk 

dapatnya ter1aksana amanat dan perintah Undang-Undang sebagalmana ketentuan 

Pasa1157 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena apabila 

amanat dan perintah Undang-Undang tersebut tidak di!aksanakan, maka Perseroan 

sebegaimana ketanluan Pasal 157 ayal (4) UU No. 40 lahun 2007 tersebul dapal 

dibubarkan ; 

Menimbang Il28 
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Menimbang, bahwa apabita perseroan sebagaimana ha!nya PT. Bumipermai 

Suryalestari tersebut dibubarkan maka dapat te~adi kerugian yang leblh b~Ser dan 

lebih luas yang tidalthanya terhadap para pemegang saham yaknii Termohon dan 

Turut Termohon tetapi juga terhadap karyawan dan pihak ketlga tainnya yang 

rnempunyai hubungan kefja dan hubungan hukum dengan PT. Bumipermai 

Suryales!.an· (Pemohon}; 

Menfmbang, bahwa · dengan demiidan Pengadi!an Negeri berpendapat 

terdapat suatu kepentingan yang wajar dati Pemohon urrtuk diselenggarakannya 

RUPS~LS PT. Bumfpermai Su;yalestari tersebut: 

Menfmbang, bahwa dengan pertirnbang.an hokum sebage.lmana 1ersebut 
' di etas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa v.rajar dan patut menetapkan kuorum 

minimal kehadiran Pemegang Saham PT. Bumlpermai Suryalestari untuk RUPS 

Luar Blasa Keliga sebesar 56% dati jumlah seluruh saham dengan hak . suara 

sah yang hadlr atau dlwakili dalam RUPS-LB tersebut serta menetapkan pula kuorum 

pengambllan keputusan dalam Rapat Urnum Pemegang Saham Luar Biasa PT. 

Bumipermal Surya!estari Ketiga adalah paling sedikit 56% dari jumlah suara 

yang dik:eluarkan secara sah dalam RUPS-LB PT. Bumiperma! ~uryalesta.ti tersebut. 

dengan agenda Rapat Pembedan Persetujuan atas Perubalian Anggaran Dasar 

Perssroan sesual dengan Undang·Undang No.· 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
' Terbatas dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut: 

Menimbang. bahw.a memperhatikan Pasal 25 a'yat (4} Anggaran Dasar 

Perseroan dan Pasal 88 ayat (4) jo. Pasa! .86 ayat (9) UU No. 40 tahun 2007, 

maka pMu dltetapkan penyelenggaraan RUPS-LB PT. 8omipermai Sul)'a Lestari 

Ketiga tersebul dengan Kuorum Kehadiran dan Kuorum Pengambilsn Keputusan 

berdasarkan Penetapan·ini dise!enggarakan dalam jangk.a waktu paling cepat 1~ hart 

dan paling lambat 21 hart sejak tanggal Penelapan ini atau sejak penetap8i1 ini 

berkekua!an hukum tetap ; : 

' Menlmbang, bahwa dengan demikian RUPS-LB PT. Sumipermai Suryalestari 

Ketlga yang dise!enggarakan. dengan Kuorum Kehadiran dan Kuorum Pengambilan 

Kepulusan berdasartcan Penetapan ini ada!ah sah dan mengfkat menurut hukum; 

Menlmbanq. bahwa oleh karena perkara ini bentuk:nya adalah Permohi:man 

dan biaya pet'kara yang timbo! haruslah dibebankan kepada Pemohon ; 

Menimbang t/29 
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Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagalmana tersebut 

d! atas, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan untuk sebahaglan : 

Mengfngat dan memperhatikan Pasal22 ayat 1 ke 6, Pasal25 ayat (1) • .PasaJ 

25 ayat (4) Anggaran Dasar Pernohon jo. Pasal88 jo. Pasal 88 ayat (5), (6), (7), (8) 

dan ayat (9) UU No. 40 Tahun 2007 tenfang Perseroan Terbatas serta k.etentuan­

ketentuan Hukum lafnnya yang bersangkulan : 

MENETAPKAN 
. ' 

i. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut di alas trn1uk sebahagfan ; 

.2. Menetapkan KUorum Kehadiran untu-k dapat diselenggarak.annya Rapat Umum 

Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumipermai Surya!es1arf Ketiga ada!ah paling 

sediklt 56% (lima pu!uh enam persen) dari jum!ah seruruh saham dengan hak 

suara hadlr atau dfwakil! d:Siam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Etasa 

tersebut; 

3. Menetapkan Kuorum Pengambilan Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang . 
SahaiT;~ Luar Biasa PT. Sumipennai Suryalestari Ketiga ada!ah paling sedikit .56'% 

(lima puluh enam persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam 

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Blasa PT. Bumipennai Suryalestari 

tersebul; 

4, Menetapkan penyelenggaraan Rapat Um~m Pemegang Saham Luar Blasa PT. 

Bumlpermai SuryaJestari Ketiga dengan Kuorum Kehadiran dan Kuorum 

Pen.garnbilan Keputusan bcrdasarkan Penetapan ini diselenggarakan da!am 

jangk.a waktu paling cepat 10 (sepuiuh) hari dan paling lambat 21 {dua putuh satu) 

hari sejak tanggal Penetapan ini atau sejak pe.netapan lni berkek.uatan hukum 

tetap; 

S. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saharn Luar Biasa: PT. Bumlpermai 

Suryalesiari Ketiga yang diselenggarakan dengan Kuorum Kehadiran dan Kuorum 

Pr.:ngamOilan Keputusan berdasarkan Pene1:apcn ini adalah sah dan mengikal 

menurut hukum ; 

6. Membebanl<:an biaya perk.ara kepada Pemohon sebesar Rp, '!91,000,- (seratus 

semhl!an puluh satu rlbu rupiah); 
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Demil?"nlah dttefapkan pada hart : KAM!S, tanggal 25 September 2008. 

o!eh kami HASWANDf1 SH.M.Hum., Hakim Pengadflan Negerl Jakarta Se!atan yang -

ditunjuk oleh Ketua Pengadi!an Negeri Jakarta Selatan uotuk. memen"ksa dan 

memutus Permohonan ini, Penetapan inana diucapkan dalam sldang yang tarbuka 

untuk umum pada hari dan tanggalltu juga oleh Hakim rersebut dengan dibantu oleh. 

HEST1 FEBRIANTI, ·sH. Panitera Penggant! serla dengan dlhaditi Kua~a Pemohon, 

dan Xlo!asa Turut Termohon, tanpa hadimya Kuasa Termohon; 

PAN!TERA PENGGANTI, 

HESTI FEBRIANTI, SH. 

Meterai 
Re<iaksi 
Panogllan 
Jumlall 

' . ' 

Rp. 6.000,­
Rp. MOO,­
Rp. 180.000....!.· 
Rp. 191.000,-

HAKIM tersebut, 
' 

'.".'+' -.. ~-
·.']:--· 
' 

~ ':·1.; 
···-' 
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